Menimbang :

Mengingat

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4.

10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun
2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6760);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4746);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
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12.
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Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentungan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
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menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
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Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembar Negara Tahun 2022 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6779);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5160);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang
Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5574);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883)
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang
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Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6615);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan
Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6853);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6625);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6630);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang
Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
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Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6634);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6637);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Bidang Kelautan dan  Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6639) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan
Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6853);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6642);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang
Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan,
Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019



tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indoonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

52.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6
Tahun 2023 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

w

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Proovinsi Kalimantan Selatan.
. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati

Tanah Bumbu.

. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

. Kecamatan atau yang disebut nama lain adalah bagian wilayah dari daerah

kabupaten yang dipimpin oleh camat.
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9.

10.

11

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

Kelurahan adalah wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur
ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana
tata ruang.

Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan
pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah adalah upaya mewujudkan tertib
tata ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang, yang dilaksanakan
melalui pengaturan zonasi, mekanisme perizinan, pemberian insentif dan
disinsentif, dan pengenaan sanksi.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu .

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang
dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari
kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu
disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW
kabupaten.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi
daya.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan
fungsional.
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Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau
beberapa kecamatan.

Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala kecamatan.

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah
pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk
menghasilkan energi listrik.

Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap
Batu Bara yang selanjutnya disingkat PLTU adalah jenis pembangkit listrik
tenaga uap, pembangkit listrik termal serta pembangkit listrik tenaga
bahan bakar fosil yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar.
Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa yang selanjutnya disingkat PLTBm
merupakan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar yang
dikonversikan dari bahan biologis dan organik.

Pembangkit Listrik Tenaga Biogas yang selanjutnya disingkat PLTBg
merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi biogas.
Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah
saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di
udara bertegangan nominal di atas 35 kV (tiga puluh lima kilo volt) sampai
dengan 230 kV (dua ratus tiga puluh kilo volt).

Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM
adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang
(konduktor) di udara bertegangan nominal lebih dari 1 kV (satu kilo volt)
sampai dengan 35 kV (tiga puluh lima kilo volt).

Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah
saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di
udara bertegangan nominal di atas 100 V (seratus volt) sampai dengan
setinggi-tingginya 1000 V (seribu volt) atau 1500 V (seribu lima ratus volt).
Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah sebuah
infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel
antara piranti komunikasi dan jaringan operator.

Jaringan Sumber Daya Air adalah jaringan air, mata air, dan daya air yang
terkandung di dalamnya.

Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan
pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara,
dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan
yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM
merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
Jaringan Air Baku adalah jaringan air yang dipergunakan sebagai bahan
pokok untuk diolah menjadi air minum.
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Instalasi Pengolahan Air Minum yang selanjutnya disingkat IPA atau WTP/
Water Treatment Plant adalah merupakan sistem atau sarana yang
berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku terkontaminasi untuk
mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu
atau siap untuk dikonsumsi.

Air Limbah adalah semua jenis air buangan yang mengandung kotoran dari
rumah tangga, binatang atau tumbuh-tumbuhan, termasuk buangan
industri dan kimia.

Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle)
yang selanjutnya disebut TPS3R, adalah tempat dilaksanakan kegiatan
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala
Kawasan.

Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana
pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut kecil ke alat angkut lebih
besar dan diperlukan untuk kabupaten/ kota yang memiliki lokasi TPA
jaraknya lebih dari 25 (dua puluh lima) km yang dapat dilengkapi dengan
fasilitas pengolahan sampah.

Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat
memroses dan mengendalikan sampah ke media lingkungan.

Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air
permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan bataun.
Jaringan Drainase Primer adalah jaringan sungai dan saluran yang
berfungsi sebagai sistem primer untuk menampung dan mengalirkan air
lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air
penerima.

Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari
saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase
primer.

Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan yang terletak di jalan lingkungan
primer, jalan lingkungan sekunder dan saluran pembagi atau gorong-
gorong antar blok kavling dan pertemuan antar jalan untuk menerima air
dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase
sekunder.

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi adanya risiko
bencana.

Evakuasi adalah suatu tindakan memindahkan manusia secara langsung
dan cepat dari satu lokasi ke lokasi yang aman agar menjauh dari ancaman
atau kejadian yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengancam nyawa
manusia atau makhluk hidup lainnya.

Tempat Evakuasi Bencana adalah area yang disediakan untuk menampung
masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan
kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan
modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
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Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budi daya.

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau
mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja
ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air,
ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
alam dan sumber daya buatan Kawasanyang memberika perlindungan
terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan
untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan
hutan lindung dan kawasan gambut.

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi
pokok sebagai perlindungan sistempenyangga kehidupan untuk mengatur
tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut,
dan memelihara kesuburan tanah.

Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau,
embung, waduk, dan sebagainya.

Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi
tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan  alami, jenis asli
dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk
kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi
daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan
terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya
alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa
pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering
potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk
dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan
kering untuk komoditas perkebunan.

Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama
pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik
alam, buatan, maupun budaya.

Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan
untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan
keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat
latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting di bidang
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ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi,
dan/atau lingkungan hidup.

Kawasan  Strategis Kabupaten adalah wilayah  kabupaten yang
penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh
sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya,
sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.
Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan lindung atau kawasan budi daya
yang meliputi zona-zona yang berpotensi mengalami bencana.

Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang
selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan
ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan
operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama
wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk
mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan
hukum maupun tidak berbadan hukum.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non
pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki
kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi
pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah
kabupaten/kota, dan masyarakat.

Kelembagaan adalah suatu badan koordinasi penataan ruang yang dapat
memfasilitasi dan memediasi kepentingan pemerintah, swasta dan
masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu dengan
tetap memperhatikan kaidah dan kriteria penataan ruang secara konsisten
dan berkesinambungan.

Indikasi Program Utama adalah petunjuk yang memuat usulan program
utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi
pelaksana dalam rangka mewujudkan Ruang Daerah yang sesuai dengan
Rencana Tata Ruang.

Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR
adalah kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata
Ruang.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana detail Tata Ruang.
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Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain
rencana detail Tata Ruang.

Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan
nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam Rencana Tata
Ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan
Penataan Ruang.

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan- ketentuan
yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan Pemanfaatan Ruang
Wilayah Daerah agar sesuai dengan RTRW yang berbentuk Ketentuan
Umum Zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif,
serta Arahan Sanksi untuk wilayah Daerah.

Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur
Pemanfaatan Ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk
setiap klasifikasi peruntukan sesuai dengan RTRW.

Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja
yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai
dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.

Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di
tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah dan
Pemerintah  Daerah  dengan memberikan  pertimbangan  dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.

Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Bumbu.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:
tujuan, kebijakan, dan strategi penataan

ruang wilayah kabupaten;

rencana struktur ruang wilayah kabupaten;

rencana pola ruang wilayah kabupaten;

kawasan strategis kabupaten;

arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;

ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
peran masyarakat dan kelembagaan;

RDTR,;

Pendanaan;

penyidikan;

ketentuan pidana;

mRTTSSR M0 O0 T



(2)

(3)

(4)

(S)

Kabupaten Tanah Bumbu secara geografis terletak pada 3° 01°,21” - 3° 51’

43,93” Lintang Selatan dan 115° 15’ - 116° 05°,32” Bujur Timur, dengan

luas wilayah perencanaan 488.595,75 hektare.

Batas wilayah perencanaan Kabupaten Tanah Bumbu meliputi:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru;

b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru dan Selat Laut;

c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut dan
Kabupaten Banjar; dan

d. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.

Ruang lingkup wilayah perencanaan penataan ruang wilayah

kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi 11

Kecamatan, terdiri dari:

a. Kecamatan Kusan Hilir dengan luas wilayah sebesar 7.377,50
hektare;

b. Kecamatan Sungai Loban dengan luas wilayah sebesar 38.226,51
hektare;

c. Kecamatan Satui dengan luas wilayah sebesar 91.212,18 hektare;
Kecamatan Angsana dengan luas wilayah sebesar 19.582,20 hektare;

e. Kecamatan Kusan Hulu dengan luas wilayah sebesar 21.842,01
hektare;

f. Kecamatan Kusan Tengah dengan luas wilayah sebesar 21.441,98
hektare;

g. Kecamatan Kuranji dengan luas sebesar 11.467,65 hektare;

h. Kecamatan Batu Licin dengan luas sebesar 13.504,26 hektare;

i. Kecamatan Karang Bintang dengan luas sebesar 20.130,66 hektare;

j- Kecamatan Simpang Empat dengan luas sebesar 29.238,36 hektare;

k. Kecamatan Mantewe dengan luas sebesar 92.805,10 hektare; dan

1. Kecamatan Teluk Kepayang dengan luas sebesar 121.767,35 hektare.

Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan

dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten



Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Daerah adalah untuk mewujudkan Penataan Ruang

Wilayah yang mampu mendukung keunggulan ekonomi Daerah sebagai pusat

industri, transportasi, dan pariwisata terdepan di Provinsi Kalimantan

Selatan yang didukung sektor pertanian yang unggul, berketahanan dan

berkelanjutan.

(1)

(2)

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Paragraf 1
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan dan strategi

penataan ruang wilayah.

Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri

atas:

a.

b.

peningkatan ketersediaan infrastruktur mendukung pembangunan
berbagai bidang yang berkelanjutan;

pengembangan sektor transportasi yang representatif disertai
keterpaduan interkoneksi antar moda transportasi,

peningkatan daya saing daerah yang Dberbasis ekonomi
kerakyatan melalui peningkatan jaringan jasa distribusi lokal, regional
dan nasional,

d. pengembangan industri berbasis sektor unggulan;

pengembangan  pariwisata  unggulan yang selaras dengan
pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya;

pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam
yang berkelanjutan;

peningkatan fungsi kawasan untuk turut serta menjaga dan
memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan; dan

peningkatan perlindungan kawasan konservasi.

Paragraf 2
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

(1) Strategi peningkatan ketersediaan infrastruktur mendukung pembangunan

berbagai bidang yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf a, terdiri atas:



(2)

(3)

(4)

. menjamin kepastian infrastruktur sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah Daerah secara terpadu;

.membangun dan mengembangkan serta memelihara infrastruktur

transportasi secara terpadu,;

. meningkatkan pelayanan sistem transportasi;
. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana

sumber daya air;

. meningkatkan sistem jaringan energi serta mewujudkan keterpaduan

sistem penyediaan sistem jaringan energi; dan
meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana
sanitasi lingkungan dan air limbah.

Strategi pengembangan sektor transportasi yang representatif disertai

keterpaduan interkoneksi antar moda transportasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a.

merencanakan dan memperbaiki transportasi antar wilayah untuk
melayani kesenjangan aksesibilitas secara merata;

b. menetapkan sempadan jalan;

€.

. membangun jaringan jalan dan sistem transportasi yang lebih efisien

dan efektif;

. mendorong pemanfaatan pelabuhan dan bandar udara untuk kegiatan

perdagangan dan industri selaras dengan pengarahan peran kabupaten
tanah bumbu sebagai salah satu titik distribusi di sub koridor
pantai timur dan selatan Kalimantan; dan

mengembangkan interkoneksi antar transportasi darat, laut dan udara.

Strategi peningkatan daya saing daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan

melalui peningkatan jaringan jasa distribusi lokal, regional dan nasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a.

b.

memperkuat basis pembangunan ekonomi yang bertumpu pada jasa
industri dan transportasi yang berdaya saing;

meningkatkan  pemerataan  pembangunan dengan  mendorong
penyediaan lapangan kerja yang luas, kepastian dalam berusaha,
keberpihakan pada ekonomi rakyat, dan peningkatan profesionalitas
SDM;

. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penguatan industri dalam

negeri;

. menciptakan iklim usaha yang sehat;
. mengembangkan pusat pertumbuhan wilayah berbasis potensi sumber

daya alam sebagai penggerak utama pembangunan Daerah yakni
perikanan, pariwisata, konservasi, industri dan pelabuhan secara
terpadu dan berkelanjutan; dan

meningkatkan hubungan antara pusat kegiatan yang terletak di
wilayah barat dan timur.

Strategi pengembangan industri berbasis sektor unggulan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, terdiri atas:



a. mengembangkan kawasan peruntukan industri secara khusus;
b. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
c. mengembangkan kerjasama pentahelix, yaitu:
1. perguruan tinggi;
lembaga penelitian dan pengembangan;
pemerintah;
masyarakat;
industri;
pengusaha; dan

No gk owbd

media.

d. meningkatkan kegiatan investasi pada industri skala besar;

e. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri
rumah tangga untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan,
perkebunan, dan perikanan;

f. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil;

g. meningkatkan  kegiatan  koperasi usaha  mikro, kecil dan
menengah;

h. menetapkan LP2B dan lahan perikanan berkelanjutan dengan Peraturan
Daerabh;

i. moratorium kawasan perkebunan dan pertambangan;

j- mengembangkan kawasan perikanan dengan prinsip berkelanjutan
di daerah konservasi;

k. mendayagunakan secara optimal kawasan industri beserta fasilitas
industri yang berwawasan lingkungan;

l. mengembangkan kawasan pelabuhan terpadu dan terpusat; dan

m. membatasi pemberian izin pengembangan pelabuhan pada kawasan
yang mengganggu fungsi konservasi.

(5) Strategi pengembangan pariwisata unggulan yang selaras dengan
pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, terdiri atas:

a. memelihara, melestarikan dan mengembangkan nilai budaya luhur
termasuk cagar budaya dan situs-situs bersejarah;

b. memelihara, melestarikan dan mengembangkan produk usaha
kepariwisataan daerah;

c. menjaga kekayaan alam sebagai keterpaduan dengan
pengembangan pariwisata;

d. mengembangkan manajemen pariwisata secara profesional;

e. mengembangkan pusat pertumbuhan wilayah berbasis potensi sumber
daya alam sebagai penggerak utama pembangunan;

f. kabupaten tanah  bumbu yakni  perikanan, pariwisata,
konservasi, industri dan  pelabuhan  secara terpadu dan
berkelanjutan;

g. mengembangkan program kemitraan antara pengusaha dan masyarakat
lokal untuk usaha kepariwisataan;
h.mengembangkan pusat informasi, promosi, pemasaran pariwisata dan
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jaringan informasi kepariwisataan;

i. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata;

j. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing
objek wisata;

k. memberikan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan kepada
masyarakat lokal dan pengrajin lokal untuk pengembangan pariwisata;
dan

l. meningkatkan peran masyarakat di sekitar objek wisata.

Strategi pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya

alam yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

huruf f, terdiri atas:

a. mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan
lingkungan;

b. mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis daya dukung
dan daya tampung lingkungan;

c. meningkatkan sistem pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip
good environmental governance dan peningkatan peran serta
masyarakat dan mitra strategis dalam pengelolaan lingkungan;

d. mengendalikan perkembangan kegiatan pemanfaatan umum agar
tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;

e. membatasi pemberian izin perusahaan dan masyarakat untuk
memanfaatkan kawasan yang berdekatan dan mengganggu kawasan
lindung/konservasi;

f. mengembangkan kegiatan pemanfaatan umum/budi daya yang
mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana;

g. memberikan sanksi hukuman kepada yang
melanggar/melakukan pembukaan lahan secara ilegal, penebangan,
perusakan ekosistem pesisir dan penggunaan alat tangkap yang tidak
ramah lingkungan; dan

h. memperluas tutupan vegetasi lahan dan meningkatkan pemeliharaan
tegakan serta tutupan hutan.

Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk turut serta menjaga dan

memelihara aset pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf g, terdiri atas:

a. turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan dan
keamanan;

b. mendukung penetapan kawasan = strategis nasional dan
pemanfaatan ruang dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;

c. mensinergikan pemanfaatan ruang kawasan transportasi dengan
mempertimbangkan faktor keamanan terhadap kegiatan pertahanan dan
keamanan;

d. mengendalikan pemanfaatan ruang yang merubah rona wilayah darat
dan laut melalui instrumen pengendalian pemanfaatan ruang sesuai
ketentuan peraturn perundang-undangan;
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. memaduserasikan penetapan kawasan lindung dan budi daya dengan

mempertimbangkan mitigasi dan mengurangi dampak bencana;
mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif atau membatasi
pengembangan kegiatan budi daya di dalam dan di sekitar kawasan
pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
dan

. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak

terbangun di sekitar kawasan pertahanan, sebagai zona penyangga yang
memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun
dengan menentukan jarak bebas aman kawasan pertahanan dan
keamanan dengan guna lahan lainnya.

Strategi Peningkatan perlindungan kawasan konservasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, terdiri atas:

a.

melakukan penuntasan tata batas kawasan konservasi/lindung
khususnya kawasan hutan lindung, cagar alam, suaka alam, KKP3K
dan suaka margasatwa;

. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi

baik yang dikelola oleh daerah maupun pusat dengan melibatkan
masyarakat;
mengembangkan sistem mitigasi bencana di kawasan rawan bencana;

.membangun dan  mengembangkan = jejaring dan = kemitraan

kawasan konservasi dengan daerah lain atau dengan kementerian
terkait;

. mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian dan rehabilitasi

ekosistem bersama pemangku kepentingan dan masyarakat;
mengembangkan dan  menetapkan  kawasan  yang = bernilai
konservasi tinggi;

. mengendalikan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk alokasi

lahan  pembangunan  bagi sektor non  kehutanan dengan
mempertimbangkan kualitas lingkungan, karakter sumber daya alam,
fungsi ekologi, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan secara
berkelanjutan; dan

. mendorong pembangunan hutan rakyat untuk mendukung kecukupan

tutupan hutan khususnya bagi wilayah daerah aliran sungai atau pulau
yang tutupan hutannya kurang dari 30 (tiga puluh) % (tiga puluh
persen).

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5)

huruf b, terdiri atas:
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(1)

(2)

sistem pusat permukiman;

sistem jaringan transportasi;

sistem jaringan energi;

sistem jaringan telekomunikasi;
sistem jaringan sumber daya air; dan

"o a0 T

sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf a terdiri atas:
a. PKL;
b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
c. PPL.
Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
terdiri atas:
a. PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
1. Perkotaan Mantewe di Kecamatan Mantewe; dan
2. Perkotaan Simpang Empat-Batulicin di Kecamatan Batu Licin yang
pelayanannya mencakup Kecamatan Batu Licin dan Kecamatan
Simpang Empat.
b. Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, terdapat di:
1. Perkotaan Angsana di Kecamatan Angsana,;
Perkotaan Binawara di Kecamatan Kusan Hulu;
Perkotaan Giri Mulya di Kecamatan Kuranji;
Perkotaan Karang Bintang di Kecamatan Karang Bintang;
Perkotaan Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir;
Perkotaan Sungai Danau - Makmur Mulya di Kecamatan Satui;
Perkotaan Sari Mulya di Kecamatan Sungai Loban;
Perkotaan Saring Sei Binjai di Kecamatan Kusan Tengah; dan
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Perkotaan Teluk Kepayang di Kecamatan Teluk Kepayang.

c. PPL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. PPL Manunggal di Kecamatan Karang Bintang;

PPL Purwodadi di Kecamatan Angsana;

PPL Sebamban Baru di Kecamatan Sungai Loban;

PPL Sungai Dua di Kecamatan Simpang Empat; dan
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PPL Wonorejo di Kecamatan Satui.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Rencana  sistem  pusat permukiman  digambarkan dalam peta
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6
ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. sistem jaringan jalan;

b. sistem jaringan kereta api;

c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan,;

d. sistem jaringan transportasi laut; dan

e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Jaringan Jalan

Pasal 9

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf
a, meliputi:

a. jalan umum,;

b. jalan khusus;

c. jalan tol;

d. terminal penumpang;

e. terminal barang;

f. jembatan timbang; dan

g. jembatan.

Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. jalan arteri;

b. jalan kolektor;

c. jalan lokal; dan

d. jalan lingkungan.

Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jalan
arteri primer, terdiri atas:

a. Batulicin - Serongga (Bts. Kab. Kota Baru);

b. Ds. Sungai Cuka (Bts. Kab. Tanah Bumbu) — Sebamban;

c. Jalan Akses KI Batulicin;



d. Jalan Akses Terminal Pelabuhan Pagatan;
e. Pagatan - Batulicin; dan
f. Sebamban - Pagatan.
(4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. jalan kolektor primer; dan
b. jalan kolektor sekunder.
(5) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
meliputi:
A.Yani - Angsana;
Akses Pelabuhan Penyeberangan Batulicin;
Betung - Harapan Jaya - Ringkit;
Bts. Kab. Tanah Bumbu - Mentewe;
Bulurejo - Mentawakan Mulya - Dukuhrejo;
Dukuh Rejo - Rejosari - Mentewe;
Giri Mulia - Kuranji - Waringin Tunggal;
Gunung Antasari - Sari Gadung;
Jalan Akses Jembatan Pulau Laut;
Jalan Sawmill;
Jalan Sukadamai;
J1l Baru Gelang;
J1 Kersik Putih - Gunung Tinggi;
J1l Kodeco - Teluk Kepayang;
Jl Masuk Goa Liang Bangkai;
J1l Sepunggur - Gunung Tinggi;
Karang Bintang - Rejo Winangun;
Karang Mulia - Teluk Kepayang;
Kerta Buana - Batu Meranti - Ringkit;
Kodeco 58 - Sungai Jati;
Kota Pagatan - Kampung Baru;
Lingkar Batulicin - Tanah Merah - Jl Masuk Jembatan Pulau Laut;
Lingkar Teluk Kepayang - Tapus;
Mentewe - Batu Licin;
Mustika - Giri Mulia;
Rejo Winangun - Wonorejo;
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aa. Ringkit - Mustika;

bb. Sepunggur - Gunung Tinggi - Lingkar Dalam Batulicin;
cc. Simpang Empat - Karang Bintang;

dd. Simpang Kodeco - Mantewe;

ee. Waringin Tunggal - Tapus; dan

ff. Wonorejo - Karang Mulya.
(6) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
meliputi:
a. Jalan Akses Setangga;
b. Jalan Alternatif Beringin - Pagatan;
c. Jalan Alternatif Sungai Danau Satui Barat;



d. Jalan Lingkar Kabupaten; dan

e. Jalan Pelabuhan Setangga.

(7) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jalan

lokal primer melintas di seluruh kecamatan.

(8) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:

a. jalan lingkungan primer melintas di seluruh kecamatan; dan

b. jalan lingkungan sekunder melintas di seluruh kecamatan.

(9) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
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g.

jalan khusus pertambangan melintas di Kecamatan Angsana;

jalan khusus pertambangan melintas di Kecamatan Satui;

jalan khusus pertambangan melintas di Simpang Empat;

jalan khusus pertambangan melintas di Kecamatan Sungai Loban;

jalan khusus pertambangan melintas di Kecamatan Teluk Kepayang;

jalan khusus industri melintas di Kecamatan Batu Licin; dan

jalan khusus industri melintas di Kecamatan Simpang Empat.

(10) Jalan Tol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

a. ruas Pelaihari — Pagatan;

b. ruas Pagatan — Batulicin; dan

c. ruas Batulicin — Tanah Grogot.

(11) Terminal Penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

meliputi:

a. terminal penumpang tipe B, yaitu Terminal Kersik Putih di Kecamatan

b.

Batu Licin.

terminal penumpang tipe C, meliputi:
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. terminal Angsana di Kecamatan Angsana;

. terminal Batulicin di Kecamatan Batu Licin;

. terminal Karang Bintang di Kecamatan Karang Bintang;
. terminal Mantewe di Kecamatan Mantewe;

. terminal Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir;

. terminal Satui di Kecamatan Satui;

. terminal Simpang Empat di Kecamatan Simpang Empat;
. terminal Sungai Loban di Kecamatan Sungai Loban; dan
9.

terminal Teluk Kepayang di Kecamatan Teluk Kepayang.

(12) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu

terminal barang Angsana di Kecamatan Angsana.

(13) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat

di Kecamatan Batu Licin.

(14) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di:

a.
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Kecamatan Angsana;

. Kecamatan Batu Licin;

Kecamatan Karang Bintang;

. Kecamatan Kusan Hilir;

Kecamatan Kusan Hulu;

Kecamatan Satui; dan

Kecamatan Teluk Kepayang.
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Paragraf 3
Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 10

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf b yaitu jaringan jalur kereta api.

Jaringan jalur kereta api sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
berupa jaringan jalur kereta api umum.

Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(2) berupa jaringan jalur kereta api antarkota meliputi Banjarmasin -
Balikpapan/Banjarmasin — Pelaihari - Batakan/Tanah Grogot - Batulicin-
Pelaihari/Banjarmasin — Pelaihari — Batulicin.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sungai dan Penyeberangan

Pasal 11

Sistem jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:

a. lintas Penyeberangan Antarprovinsi;

b. lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi;

c. pelabuhan sungai dan danau; dan

d. pelabuhan penyeberangan.

Lintas Penyeberangan Antarprovinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, terdiri atas:

a. Batulicin - Makassar;

b. Batulicin - Surabaya,;

c. Batulicin - Parepare;

d. Batulicin - Garongkong;

e. Batulicin - Bontang; dan

f. Batulicin - Barru.

Lintas Penyeberangan Antar kabupaten/Kota dalam  Provinsi,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Batulicin — Kotabaru.
Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan terdiri atas:

a. Pelabuhan Batulicin di Kecamatan Batu Licin;

b. Pelabuhan Kusan Hulu di Kecamatan Kusan Hilir

c. Pelabuhan Satui di Kecamatan Satui; dan

d. Pelabuhan Simpang Empat di Kecamatan Simpang Empat.

Pelabuhan Kusan Hulu di Kecamatan Kusan Hilir sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b, yang masih bersifat indikatif dan perwujudannya
menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang
membidangi kepelabuhanan; dan
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Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
berupa Pelabuhan Penyeberangan Kelas I yaitu Pelabuhan Batulicin di
Kecamatan Batu Licin.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 12

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) huruf d yaitu Pelabuhan Laut.

Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pelabuhan utama;

b. pelabuhan pengumpul,;

c. pelabuhan pengumpan;

d. terminal umum;

e. terminal khusus; dan

f. pelabuhan perikanan.

Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu
Pelabuhan Setangga di Kecamatan Simpang Empat.

Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
terdiri atas:

a. Pelabuhan Batulicin di Kecamatan Simpang Empat; dan

b. Pelabuhan Satui di Kecamatan Satui.

Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
berupa pelabuhan pengumpan lokal.

Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri
atas:

a. Pelabuhan Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir;

b. Pelabuhan Sebamban di Kecamatan Sungai Loban;

c. Pelabuhan Sei Cuka di Kecamatan Satui;

d. Pelabuhan Setarap di Kecamatan Satui; dan

e. Pelabuhan Sungai Loban di Kecamatan Sungai Loban.

Terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri
atas:

a. terminal umum Batulicin di Kecamatan Simpang Empat;

b. terminal umum Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir.

c. terminal umum Bina Indo Raya di Kecamatan Angsana; dan

d. terminal umum Pelabuhan Swangi Indah di Kecamatan Batu Licin.
Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri
atas:

a. terminal khusus industri di Kecamatan Batu Licin;

b. terminal khusus industri di Kecamatan Satui;

c. terminal khusus industri di Kecamatan Simpang Empat;

d. terminal khusus industri di Kecamatan Sungai Loban;

e. terminal khusus industri di Kecamatan Kusan Hilir;
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f. terminal khusus pertambangan di Kecamatan Angsana;

g. terminal khusus pertambangan di Kecamatan Satui;

h. terminal khusus pertambangan di Kecamatan Simpang Empat;

i. terminal khusus pertambangan di Kecamatan Sungai Loban; dan

j- terminal khusus pertambangan di Kecamatan Kusan Hilir.

Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf {, terdiri
atas:

a. Pelabuhan Perikanan Pantai; dan

b. Pangkalan pendaratan ikan.

Pelabuhan perikanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf
a, berupa Pelabuhan Perikanan Pantai Batulicin di Kecamatan Simpang
Empat.

Pelabuhan perikanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf
f, terdiri atas:

a. Pangkalan Pendaratan Ikan Angsana di Kecamatan Angsana; dan

b. Pangkalan Pendaratan Ikan Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir.

Paragraf 6
Bandar Udara Umum dan Bandar Khusus

Pasal 13

Bandar udara umum dan Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, berupa bandar udara pengumpan.

Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
bandar udara Bersujud di Kecamatan Simpang Empat.

Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengunakan ruang
udara untuk penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, rencana induk bandar udara dan kawasan keselamatan
operasi penerbangan di sekitar bandar udara.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf c, yaitu berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri atas:

a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. PLTA;

b. PLTU; dan
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c. pembangkit listrik lainnya.

PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa PLTA Kusan di

Kecamatan Teluk Kepayang.

PLTU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa PLTU Dua

Samudera Perkasa di Kecamatan Simpang Empat.

Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,

terdiri atas:

a. PLTBm Batulicin Bumi Bersujud di Kecamatan Satui; dan

b. PLTBg Suka Damai di Kecamatan Kusan Hulu.

Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;

b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan

c. gardu listrik.

Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) huruf a berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT), terdiri

atas:

a. SUTT Asam Asam - Satui melintas di Kecamatan Satui;

b. SUTT Batulicin - Tarjun melintas di Kecamatan Batu Licin dan
Kecamatan Simpang Empat;

c. SUTT P. Laut - Batulicin melintas di Kecamatan Batu Licin; dan

d. SUTT Satui - Batulicin melintas di Kecamatan Angsana, Kecamatan
Batu Licin, Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Kusan Tengah,
Kecamatan Satui, dan Kecamatan Sungai Loban.

Jaringan distribusi tenaga listrik berupa sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf c, terdiri atas:

a. saluran udara tegangan menengah; dan

b. saluran udara tegangan rendah.

Saluran udara tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

huruf a melintas di seluruh kecamatan.

Saluran udara tegangan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

huruf b melintas di seluruh kecamatan.

Gardu listrik berupa gardu iduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf b, terdiri atas:

a. gardu induk Batulicin di Kecamatan Batu Licin; dan

b. gardu induk Satui di Kecamatan Satui.

Rencana sistem jaringan energi digambarkan dalam peta sebagaimana

tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6



(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

(9)

ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. jaringan tetap; dan

b. jaringan bergerak.

Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

meliputi:

a. jaringan tetap; dan

b. infrastruktur jaringan tetap.

Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri

atas:

a. jaringan serat optik melintas di seluruh Kecamatan; dan

b. jaringan kabel telepon melintas di Kecamatan Angsana, Kecamatan
Batu Licin, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Kusan Hilir,
Kecamatan Kusan Tengah, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Satui,
Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Sungai Loban.

Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

terdiri atas:

a. stasiun telepon otomat Batulicin di Kecamatan Batu Licin;

b. stasiun telepon otomat Satui di Kecamatan Satui; dan

c. stasiun telepon otomat Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir.

Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. jaringan bergerak terestrial,;

b. jaringan bergerak seluler; dan

c. jaringan bergerak satelit.

Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a,

terdapat di:

a. Kecamatan Batu Licin; dan

b. Kecamatan Simpang Empat.

Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b,

yaitu menara Base Transceiver Station (BTS) terdapat di seluruh

kecamatan.

Jaringan bergerak satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c,

tersebar di:

. Kecamatan Angsana;

. Kecamatan Batu Licin;

Kecamatan Karang Bintang;

. Kecamatan Kuranji;

Kecamatan Kusan Tengah;

Kecamatan Mantewe;

Kecamatan Satui;
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. Kecamatan Simpang Empat;

[y

Kecamatan Sungai Loban; dan

j- Kecamatan Teluk Kepayang.

Rencana sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

()

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

Rencana sistem jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
a. sistem jaringan irigasi;
b. sistem pengendalian banjir; dan
c. bangunan sumber daya air.
Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:
a. jaringan irigasi primer;
b. jaringan irigasi sekunder; dan
C. jaringan irigasi tersier.
Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
meliputi:
a. Kecamatan Angsana;
. Kecamatan Batu Licin;
Kecamatan Karang Bintang;
. Kecamatan Kuranji;
Kecamatan Kusan Hilir;
Kecamatan Kusan Hulu;
. Kecamatan Kusan Tengah;
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. Kecamatan Satui;

1. Kecamatan Simpang Empat;

j- Kecamatan Sungai Loban; dan

k. Kecamatan Teluk Kepayang.
Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b meliputi:
Kecamatan Angsana;
Kecamatan Batu Licin;
Kecamatan Karang Bintang;
Kecamatan Kuranji;
Kecamatan Kusan Hilir;
Kecamatan Kusan Hulu;
Kecamatan Kusan Tengah;
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Kecamatan Satui;

—

Kecamatan Simpang Empat;
Kecamatan Sungai Loban; dan

—.

k. Kecamatan Teluk Kepayang.
Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
meliputi:

a. Kecamatan Angsana;

b. Kecamatan Batu Licin;

c. Kecamatan Kuranji;



Kecamatan Kusan Hilir;
Kecamatan Kusan Hulu;
Kecamatan Kusan Tengah;
Kecamatan Satui;
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Kecamatan Simpang Empat;

=

Kecamatan Sungai Loban; dan
j- Kecamatan Teluk Kepayang.
(6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. jaringan pengendalian banjir; dan
b. bangunan pengendalian banjir.
(7) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf a melintas di seluruh kecamatan.
(8) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf b, terdapat di:
a. Kecamatan Angsana;
Kecamatan Batu Licin;
Kecamatan Kuranji;
Kecamatan Kusan Hilir;
Kecamatan Kusan Hulu;
Kecamatan Mantewe;
Kecamatan Satui;
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. Kecamatan Simpang Empat;

i. Kecamatan Sungai Loban; dan

j. Kecamatan Teluk Kepayang.
(99 Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, terdapat di:

a. Kecamatan Angsana;
Kecamatan Batu Licin;
Kecamatan Karang Bintang;
Kecamatan Kuranji;
Kecamatan Kusan Hilir;
Kecamatan Kusan Hulu;
Kecamatan Kusan Tengah;
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Kecamatan Mantewe;
Kecamatan Satui;

e

j- Kecamatan Simpang Empat; dan
k. Kecamatan Teluk Kepayang.
(10) Rencana sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya



Paragraf 1
Umum

Pasal 17

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) huruf f, terdiri atas:

a
b
C.
d
e

f.

. sistem penyediaan air minum,;

. sistem pengelolaan air limbah;

sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
. sistem jaringan persampahan;

. sistem jaringan evakuasi bencana; dan

sistem drainase.

(2) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran

VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 18

(1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(1
a

b

) huruf a, meliputi:
. jaringan perpipaan; dan
. bukan jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a
b

. unit air baku;
. jaringan air baku;

c. unit produksi;

d

. unit distribusi; dan

e. unit pelayanan.

(3) U

a.
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1.
]
k

nit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
Embung Angsana di Kecamatan Angsana,;

. Intake Angsana di Kecamatan Angsana;

Intake Karang Bintang dan Sarigadung di Kecamatan Karang Bintang;
. Intake Kuranji dan Teluk Kepayang di Kecamatan Teluk Kepayang.
Intake Kusan Hilir dan Kusan Tengah di Kecamatan Kusan Tengah;
Intake Kusan Hulu di Kecamatan Kusan Hulu;

. Intake Mantewe di Kecamatan Mantewe;

. Intake Satiung di Kecamatan Kusan Tengah;
Intake Satui I di Kecamatan Satui;
Intake Satui II di Kecamatan Satui; dan

. Intake Sungai Loban di Kecamatan Kusan Tengah.

(4) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintas
di:
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. Kecamatan Angsana;
. Kecamatan Batu Licin;
Kecamatan Karang Bintang;
. Kecamatan Kuranji;
Kecamatan Kusan Hilir;
Kecamatan Kusan Hulu;
. Kecamatan Kusan Tengah;
. Kecamatan Mantewe;
Kecamatan Satui;
Kecamatan Simpang Empat; dan

k. Kecamatan Teluk Kepayang.

(5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

a.
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j-

k.

1.

IPA Gunung Tinggi di Kecamatan Batu Licin;

IPA Karang Bintang di Kecamatan Karang Bintang;
IPA Kusan Hilir di Kecamatan Kusan Tengah;

IPA Kusan Tengah di Kecamatan Kusan Tengah;
IPA Mantewe di Kecamatan Mantewe;

IPA Sarigadung di Kecamatan Simpang Empat;
IPA Satui II / Timur di Kecamatan Satui;

SPAM IKK Angsana di Kecamatan Angsana;

SPAM IKK Kuranji di Kecamatan Kuranji;

SPAM IKK Kusan Hulu di Kecamatan Kusan Hulu;
SPAM IKK Satui I di Kecamatan Satui;

SPAM IKK Sungai Loban di Kecamatan Kusan Hulu; dan

m. SPAM IKK Teluk Kepayang di Kecamatan Teluk Kepayang.

(6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melintas di

seluruh kecamatan.

(7) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:

a. booster di Kecamatan Batu Licin;

b
c

. booster di Kecamatan Karang Bintang;
. booster di Kecamatan Satui;

d. booster di Kecamatan Simpang Empat;

e
f.

. booster di Kecamatan Sungai Loban; dan
hidran terdapat di Kecamatan Simpang Empat.

(8) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat

huruf b yaitu terminal air terdapat di seluruh kecamatan.

Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf b, berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik terdapat

Paragraf 3
Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 19

di seluruh Kecamatan.



Paragraf 4
Sistem Pengelolaan Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 20

Sistem pengelolaan air limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. insinerator Limbah B3 TPA Sungai Dua di Kecamatan Simpang Empat;
b. pabrik pengolahan biodiesel di Kecamatan Simpang Empat;
c. pabrik karet di Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Karang
Bintang;
Puskesmas Mantewe di Kecamatan Mantewe;
Puskesmas Angsana di Kecamatan Angsana;
Puskesmas Batulicin 1 di Kecamatan Batu Licin;
Puskesmas Karang Bintang di Kecamatan Karang Bintang ;
Puskesmas Kuranji di Kecamatan Kuranji;
Puskesmas Kusan Hilir di Kecamatan Kusan Hilir;
Puskesmas Kusan Hulu di Kecamatan Kusan Hulu;
Puskesmas Pulau Tanjung di Kecamatan Kusan Tengah;
Puskesmas Sebamban I di Kecamatan Sungai Loban;
. Puskesmas Sebamban II di Kecamatan Angsana;
Puskesmas Teluk Kepayang di Kecamatan Teluk Kepayang; dan
Rumah Sakit Umum Daerah dr H Andi Abbdurahmannoor Tanah Bumbu di
Kecamatan Kusan Tengah.
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Paragraf 5
Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 21

(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) huruf d, terdiri atas:
a. SPA;
b. TPS3R; dan
c. TPA.

(2) SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kontainer
terdapat di seluruh kecamatan.

(3) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

TPS3R Desa Al-Kautsar di Kecamatan Satui;

TPS3R Desa Sari Mulya di Kecamatan Sungai Loban;

TPS3R Desa Saring Sungai Bubu di Kecamatan Kusan Tengah;

TPS3R Desa Suka Damai di Kecamatan Mantewe;

TPS3R Desa Suka Maju di Kecamatan Batu Licin;

TPS3R Desa Tegal Sari di Kecamatan Satui;

TPS3R Desa Teluk Kepayang di Kecamatan Teluk Kepayang;
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TPS3R Kecamatan Kuranji di Kecamatan Kuranji;



(4)

(1)

(2)
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TPS3R Muara Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir;
TPS3R Pagarruyung di Kecamatan Kusan Hilir;
. TPS3R Ar-Rahmah di Kecamatan Kusan Tengah;
TPS3R Banjar Sari di Kecamatan Angsana;
. TPS3R Berkat ZW di Kecamatan Karang Bintang;
TPS3R Bersahaja di Kecamatan Batu Licin;
TPS3R Bina Banua di Kecamatan Simpang Empat;
TPS3R Karang Sari di Kecamatan Kusan Hulu;
TPS3R Karya Bersama Karang Indah di Kecamatan Angsana;
TPS3R Mapessa di Kecamatan Simpang Empat;
TPS3R Mutiara Bersujud di Kecamatan Sungai Loban; dan
TPS3R Sirenreng di Kecamatan Kusan Hilir.

TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:

a. TPA Betung di Kecamatan Kusan Hilir;

b. TPA Karang Bintang Simpang Empat di Kecamatan Simpang Empat;

c. TPA Satui di Kecamatan Satui; dan

d. TPA Sungai Dua di Kecamatan Simpang Empat.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 22

Sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 ayat (1) huruf e, meliputi:

a. jalur evakuasi bencana; dan

b. tempat evakuasi bencana.

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri atas:

a. jalur evakuasi pada jalan arteri, meliputi:

1.

Batulicin - Serongga (Bts. Kab. Kota Baru) melintasi di Kecamatan
Batu Licin dan Kecamatan Simpang Empat;

. Ds. Sungai Cuka (Bts. Kab. Tanah Bumbu) - Sebamban melintasi di

Kecamatan Angsana, Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Satui, dan
Kecamatan Sungai Loban;

Jalan Akses KI Batu Licin melintasi di Kecamatan Simpang Empat;
Jalan Akses Terminal Pelabuhan Pagatan melintasi di Kecamatan
Kusan Hilir;

Pagatan - Batulicin melintasi di Kecamatan Batu Licin, Kecamatan
Kusan Hilir, Kecamatan Kusan Tengah, dan Kecamatan SImpang
Empat; dan

Sebamban - Pagatan melintasi di Kecamatan Kusan Hilir dan

Kecamatan Sungai Loban.

b. jalur evakuasi pada jalan kolektor, meliputi:

1.

Betung - Harapan Jaya — Ringkit melintasi di Kecamatan Kuranji,
Kecamatan Kusan Hilir dan Kecamatan Kusan Hulu;



(3)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.

22

23

Bts. Kab. Tanah Bumbu - Mentewe melintasi di Kecamatan

Mantewe;

Giri Mulia - Kuranji - Waringin Tunggal melintasi di Kecamatan
Kuranji;

Jalan Sukadamai melintasi di Kecamatan Mantewe;

J1 Kersik Putih - Gunung Tinggi melintasi di Kecamatan Batu Licin;

Jl Kodeco - Teluk Kepayang melintasi di Kecamatan Mantewe dan
Kecamatan Teluk Kepayang;

Jl Pagatan — Batulicin melintasi di Kecamatan Kusan Hilir;

Jl Sepunggur - Gunung Tinggi melintasi di Kecamatan Batu Licin

dan Kecamatan Kusan Tengah;

Karang Bintang - Rejo Winangun melintasi di Kecamatan Karang

Bintang;

Karang Mulia - Teluk Kepayang melintasi di Kecamatan Kusan

Hulu dan Kecamatan Teluk Kepayang;

Kerta Buana - Batu Meranti - Ringkit melintasi di Kecamatan

Kuranji dan Kecamatan Sungai Loban;

Kodeco 58 - Sungai Jati melintasi di Kecamatan Mantewe dan

Kecamatan Teluk Kepayang;

Lingkar Batulicin - Tanah Merah - Jl. Masuk Jembatan Pulau Laut

melintasi di Kecamatan Batu Licin;

Lingkar Teluk Kepayang - Tapus melintasi di Kecamatan Teluk

Kepayang;

Mentewe - Batu Licin melintasi di Kecamatan Karang Bintang,

Kecamatan Mantewe, dan Kecamatan Simpang Empat;

Mustika - Giri Mulia melintasi di Kecamatan Kuranji;

Rejo Winangun - Wonorejo melintasi di Kecamatan Karang Bintang

dan Kecamatan Kusan Hulu;

Ringkit - Mustika melintasi di Kecamatan Kuranji;

Sepunggur - Gunung Tinggi - Lingkar Dalam Batulicin melintasi di

Kecamatan Batu Licin dan Kecamatan Simpang Empat;

Simpang Empat - Karang Bintang melintasi di Kecamatan Karang

Bintang dan Kecamatan Simpang Empat;

Simpang Kodeco - Mantewe melintasi di Kecamatan Mantewe dan

Kecamatan Simpang Empat;

. Waringin Tunggal - Tapus melintasi di Kecamatan Kuranji dan
Kecamatan Teluk Kepayang; dan

. Wonorejo - Karang Mulya melintasi di Kecamatan Kusan Hulu.

Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. kantor camat Angsana di Kecamatan Angsana;
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kantor camat Karang Bintang di Kecamatan Karang Bintang;
kantor camat Kuranji di Kecamatan Kuranji;

kantor camat Kusan Hilir di Kecamatan Kusan Hilir;

kantor camat Kusan Hulu di Kecamatan Kusan Hulu;



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

kantor camat Kusan Tengah di Kecamatan Kusan Tengah;
kantor camat Mantewe di Kecamatan Mantewe;

5@

. kantor camat Sungai Loban di Kecamatan Sungai Loban;
SMAN 1 Satui di Kecamatan Satui;

SMKN 1 Simpang Empat di Kecamatan Simpang Empat;
SMPN 1 Batulicin di Kecamatan Batu Licin; dan

SMPN 2 Kusan Hulu di Kecamatan Teluk Kepayang.
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Paragraf 7
Sistem Jaringan Drainase

Pasal 23

Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf f, terdiri atas:

a. jaringan drainase primer;

b. jaringan drainase sekunder; dan

c. jaringan drainase tersier.

jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdapat di seluruh kecamatan.

jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdapat seluruh kecamatan.

jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
terdapat di seluruh kecamatan.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (5) huruf c terdiri atas:

a. Kawasan Lindung; dan

b. Kawasan Budi daya.

Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum



Pasal 25

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a
dengan luas 96.147 (sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh)
hektare, terdiri atas:
a. badan air dengan kode BA,;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
dengan kode PTB;
c. kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
kawasan konservasi dengan kode KS; dan
e. kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM.

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 26

Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a,
dengan luas 1.604 (seribu enam ratus empat) hektare terdapat di:

Kecamatan Angsana;

Kecamatan Batu Licin;

Kecamatan Karang Bintang;

Kecamatan Kusan Hilir;

Kecamatan Kusan Hulu;

Kecamatan Kusan Tengah;

Kecamatan Mantewe;
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Kecamatan Satui;
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Kecamatan Simpang Empat;
j- Kecamatan Sungai Loban; dan
k. Kecamatan Teluk Kepayang.

Paragraf 3
Kawasan yang memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 27

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya dengan
kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berupa
kawasan hutan lindung dengan kode HL.

(2) Kawasan hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dengan luas 86.965 (delapan puluh enam ribu sembilan ratus
enam puluh lima) hektare terdapat di:

a. Kecamatan Mantewe;
b. Kecamatan Satui; dan
c. Kecamatan Teluk Kepayang.



Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 28

Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 huruf ¢, dengan luas 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh)

hektare, terdapat di:
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(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Kecamatan Angsana;
Kecamatan Batu Licin;
Kecamatan Karang Bintang;
Kecamatan Kusan Hilir;
Kecamatan Kusan Hulu;
Kecamatan Kusan Tengah;
Kecamatan Satui;

Kecamatan Simpang Empat;
Kecamatan Sungai Loban; dan
Kecamatan Teluk Kepayang.

Paragraf 5
Kawasan Konservasi

Pasal 29

Kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 huruf d, yaitu berupa kawasan pelestarian alam dengan kode KPA.
Kawasan pelestarian alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 dengan luas 5.478 (lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan)
hektare terdiri atas:

a. cagar alam dengan kode CA;

b. taman hutan raya dengan kode THR; dan

c. taman wisata alam dengan kode TWA.

Cagar Alam dengan kode CA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a dengan luas 4.221 (empat ribu dua ratus dua puluh satu) hektare,
terdapat di:

a. Kecamatan Batu Licin;

b. Kecamatan Kusan Tengah; dan

c. Kecamatan Simpang Empat.

Taman hutan raya dengan kode THR sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b berupa Taman Hutan Raya Sultan Adam dengan luas kurang
lebih 20 (dua puluh) hektare, terdapat di:

a. Kecamatan Satui; dan

b. Kecamatan Teluk Kepayang.

Taman wisata alam dengan kode TWA sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c berupa Taman Wisata Alam Pulau Burung dan Pulau



Suwangi dengan luas 1.238 (seribu dua ratus tiga puluh delapan) hektare
terdapat di:

a. Kecamatan Batu Licin; dan

b. Kecamatan Simpang Empat.

Paragraf 6
Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 30

Kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada
Pasal 25 huruf e, dengan luas 1.310 (seribu tiga ratus sepuluh) hektare
terdapat di:
. Kecamatan Angsana;
. Kecamatan Batu Licin;
. Kecamatan Kusan Hilir;
. Kecamatan Kusan Tengah;
. Kecamatan Satui;
Kecamatan Simpang Empat; dan
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. Kecamatan Sungai Loban.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi daya

Bagian Paragraf 1
Umum

Pasal 31

Kawasan Budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b,
dengan luas 382.441 (tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat
puluh satu) hektare terdiri atas:
. kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
. kawasan pertanian dengan kode P;
. kawasan perikanan dengan kode IK;
. kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
. kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
kawasan pariwisata dengan kode W;
. kawasan permukiman dengan kode PM;
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. kawasan transportasi dengan kode TR; dan

[y

kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 32

Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 huruf a dengan luas 185.152 (seratus delapan puluh lima ribu
seratus lima puluh dua) hektare terdiri atas:

a. Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP; dan

b. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dengan luas 159.413 (seratus lima puluh sembilan
ribu empat ratus tiga belas) hektare, terdapat di:

. Kecamatan Angsana;

. Kecamatan Kuranji;

Kecamatan Mantewe;

. Kecamatan Satui;

Kecamatan Simpang Empat;

Kecamatan Sungai Loban; dan
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. Kecamatan Teluk Kepayang.

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 25.739 (dua
puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) hektare, terdapat di:
Kecamatan Angsana;

Kecamatan Karang Bintang;

Kecamatan Kuranji;

Kecamatan Kusan Hilir;

Kecamatan Kusan Hulu;

Kecamatan Kusan Tengah;

Kecamatan Mantewe;
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Kecamatan Satui;

[y

Kecamatan Simpang Empat;
j- Kecamatan Sungai Loban; dan
k. Kecamatan Teluk Kepayang.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 33

Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
huruf b dengan luas 145.333 (seratus enam puluh lima ribu tiga puluh
tiga) hektare, meliputi:

a. Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1; dan

b. Kawasan perkebunan dengan kode P-3.

Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dengan luas 17.645 (tujuh belas ribu enam ratus empat
puluh lima) hektare terdapat di seluruh kecamatan.



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dengan 145.333 (seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga
puluh tiga) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Dalam kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdapat Ketentuan Khusus KP2B dengan luas
15.885 (lima belas ribu delapan ratus delapan puluh lima) hektare
terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 34

Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 huruf c, dengan luas 3.985 (tiga ribu sembilan ratus delapan
puluh lima) hektare meliputi:

a. kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan

b. kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2.

Kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dengan luas 23 (dua puluh tiga) hektare, terdapat di:
a. Kecamatan Angsana;

b. Kecamatan Kusan Hilir; dan

c. Kecamatan Simpang Empat.

Kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dengan luas 3.962 (tiga ribu sembilan ratus enam
puluh dua) hektare, terdapat di:

Kecamatan Batu Licin;

Kecamatan Kusan Hilir;

Kecamatan Kusan Hulu;

Kecamatan Kusan Tengah;

Kecamatan Satui;

Kecamatan Simpang Empat; dan
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Kecamatan Sungai Loban.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 35

Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 huruf d yaitu Kawasan pembangkitan tenaga
listrik dengan kode PTL.

Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 23 (dua puluh tiga) hektare terdapat
di:



a. Kecamatan Batu Licin; dan
b. Kecamatan Satui.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 huruf e, dengan luas 2.342 (dua ribu tiga ratus empat puluh dua)
hektare, terdapat di:

a. Kecamatan Batu Licin;

b. Kecamatan Karang Bintang;

c. Kecamatan Kusan Hilir;

d. Kecamatan Simpang Empat; dan

e. Kecamatan Sungai Loban.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 37

Kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
huruf f, dengan luas 261 (dua ratus enam puluh satu) hektare, terdiri atas:

a. kawasan Geosite dan Geopark Goa Liang Bangkai di Kecamatan Mantewe;
b. kawasan Pesisir Kubah Pagatan (Makam Mufti Syekh H.M. As'ad) di
Kecamatan Kusan Hilir;

kawasan Pesisir Pantai Batu Buaya di Kecamatan Satui;

kawasan Pesisir Pantai Bersujud dan Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir;
kawasan Pesisir Pantai di Kecamatan Angsana;

kawasan Pesisir Pantai Madani di Kecamatan Sungai Loban; dan
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kawasan Pesisir Pantai Rindu Alam dan Cemara Indah di Kecamatan
Kusan Hilir;

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 38

(1) Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud pada
Pasal 31 huruf g, dengan luas 35.131 (tiga puluh lima ribu seratus tiga
puluh satu) hektare terdiri atas:

a. kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
b. kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.

(2) Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana ayat (1)
huruf a, dengan luas 22.600 (dua puluh dua ribu enam ratus) hektare
terdapat di seluruh kecamatan.



(3) Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, dengan luas 12.813 (dua belas ribu delapan ratus
tiga belas) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi

Pasal 39

Kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

huruf h dengan luas 2.531 (dua ribu lima ratus tiga puluh satu) hektare

terdapat di:

a. Kecamatan Angsana;

b. Kecamatan Batu Licin;

c. Kecamatan Satui;

d. Kecamatan Simpang Empat; dan

e. Kecamatan Sungai Loban.

(1)

(2)

(1)

(2)

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 40

Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 huruf i dengan luas 39 (tiga puluh sembilan)

hektare.

Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Tanah Bumbu terdiri

dari:

a. Kesatrian Kompi Senapan - B di Kecamatan Simpang Empat;

b. Polres Tanah Bumbu di Kecamatan Simpang Empat; dan

c. Satuan BRIMOB POLDA Kalimantan Selatan Batalyon A Pelopor di
Kecamatan Simpang Empat.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 41

Kawasan strategis yang terdapat di Daerah, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d terdiri atas:

a. kawasan strategis nasional;

b. kawasan strategis provinsi; dan

c. kawasan strategis kabupaten.

Rencana kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 42

Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat
(1) huruf a merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi.

Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
Kawasan Batulicin di Kecamatan Simpang Empat.

Pasal 43

Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat

(1) huruf b, terdiri atas:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan

b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. kawasan ekonomi Setangga dan sekitarnya di Kecamatan Simpang
Empat; dan

b. kawasan sekitar industri batulicin di Kecamatan Simpang Empat dan
Kecamatan Karang Bintang.

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. kawasan pegunungan meratus; dan

b. kawasan pesisir pantai yaitu kawasan terbuka sepanjang tepi pantai
dengan pola pemanfaatan ruang lindung dan budi daya.

Pasal 44

Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41

ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup; dan

d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya
alam dan/atau teknologi tinggi.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. kawasan permukiman perkotaan;

b. kawasan peruntukan industri;

c. kawasan ketahanan pangan,;

d. kawasan pariwisata; dan

e

. kawasan transportasi.



(3)

(4)

(S)

(6)

Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, terdiri atas:

. perkotaan Simpang Empat-Batulicin;

. perkotaan Pagatan;

perkotaan Sungai Danau — Makmur Mulya;

. perkotaan Mantewe;

perkotaan Karang Bintang;

perkotaan Angsana,;

perkotaan Giri Mulya;
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. perkotaan Binawara,;

[y

perkotaan Sari Mulya;

j. perkotaan Teluk Kepayang; dan

k. perkotaan Saring Sei Binjai.

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b, terdiri atas:

a. kawasan ekonomi Setangga dan sekitarnya di Kecamatan Simpang
Empat;

b. kawasan industri Batulicin dan sekitarnya di Kecamatan Simpang
Empat dan Kecamatan Karang Bintang, meliputi:
1. kawasan industri Batulicin blok I di Kecamatan Simpang Empat dan

Kecamatan Karang Bintang; dan

2. kawasan industri Batulicin blok II di Kecamatan Simpang Empat.

c. kawasan sentra kelautan perikanan terpadu dan industri maritim di
Kecamatan Kusan Hilir.

Kawasan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,

terdiri atas:

a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan, agropolitan dan minapolitan
di Kecamatan Kusan Hilir dan Kecamatan Kusan Tengah;

b. kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan perikanan budi daya di
Kecamatan Batu Licin;

c. kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan perikanan budi daya di
Kecamatan Simpang Empat;

d. kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Karang
Bintang;

e. kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Kusan Hulu;
dan

f. kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Teluk
Kepayang.

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri

atas:

a. kawasan pariwisata pesisir pantai angsana;

b. kawasan pariwisata pesisir pantai pagatan; dan

c. kawasan pariwisata pesisir pantai sungai loban.



(7)

(8)

9)

(10)

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e,
berupa Pelabuhan Perikanan dan Pelabuhan Laut di Kecamatan Simpang
Empat.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial  budaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan

Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri

atas:

a. kawasan hutan lindung dan pegunungan meratus;

b. kawasan resapan air, daerah imbuhan air, kawasan bentang alam
karst, dan perlindungan setempat;

c. kawasan sungai dan sempadan sungai tertentu yaitu kawasan sungai
dan sempadan sungai Kusan di DAS Kusan, sungai dan sempadan
sungai Batulicin di DAS Batulicin, sungai dan sempadan sungai Satui
di DAS Cuka, sungai dan sempadan sungai Sebamban di DAS
Sebamban, sungai dan sempadan sungai Setarap di DAS Setarap, dan
sungai dan sempadan sungai Bunati dan Nibung di DAS Bunati;

d. kawasan mata air dan sempadannya,;

e. kawasan konservasi cagar alam, suaka alam, taman hutan raya, taman
wisata alam, dan ekosistem mangrove;

f. kawasan pesisir pantai timur; dan

g. kawasan pesisir pantai selatan.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya

alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, terdiri atas:

a. kawasan bendungan dan pembangkit listrik tenaga air Kusan di
Kecamatan Teluk Kepayang; dan

b. kawasan TPA, TPS3R dan Insinerator bahan berbahaya dan beracun
atau B3 Sungai Dua di Kecamatan Simpang Empat.

Pasal 45

Selain nilai strategis kawasan dan deliniasi kawasan, pengembangan kebijakan

Kawasan Strategis perlu mengakomodir tujuan pengembangan kawasan dan

arah pengembangan kawasan yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah

dalam menyusun RDTR.

(1)

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

dalam Pasal 2 ayat (5) huruf e adalah arahan pembangunan/
pengembangan wilayah untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan
rencana pola ruang sesuai RTRW Kabupaten.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. KKPR;

b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan

c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, menjadi
pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang.
Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:

a. konfirmasi KKPR;

b. persetujuan KKPR; dan

c. rekomendasi KKPR.

Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 48

Indikasi program utama jangka menengah S (lima) tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, meliputi S (lima) tahapan terdiri atas:

a. tahap pertama, tahun 2023 sampai dengan tahun 2025;

b. tahap kedua, tahun 2026 sampai dengan tahun 2030;

c. tahap ketiga, tahun 2031 sampai dengan tahun 2035;

d. tahap keempat tahun 2036 sampai dengan tahun 2040; dan

e. tahap kelima tahun 2041 sampai dengan tahun 2042.

Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja
Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.

Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

()

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 49

Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, dilakukan berdasarkan

indikasi program utama yang termuat dalam RTRW kabupaten melalui

penyelarasan indikasi program

Penyelarasan indikasi program RTRW kabupaten sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan terhadap program sektoral dan kewilayahan

dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menghasilkan dokumen yang

terdiri atas:

a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah S (lima)
tahunan; dan

b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu)
tahunan.

Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan untuk penyusunan rencana

pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi

RTRW kabupaten.

Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf f digunakan sebagai

acuan dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui:

a
b

C.
d.

. ketentuan umum zonasi;

. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.
ketentuan insentif dan disinsentif; dan
arahan sanksi administratif.

(3) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang sesuai

k.

etentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 51

(1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2)
huruf a berfungsi:
a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah Daerah
untuk peruntukan ruang yang sama;
c. sebagai landasan bagi penyusunan rencana rinci pada tingkatan
operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan; dan
d. sebagai dasar pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
(2) Ketentuan umum zonasi, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi untuk struktur ruang; dan
b. ketentuan umum zonasi untuk pola ruang.
(3) Ketentuan umum zonasi untuk struktur ruang, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi untuk standar pelayanan minimal sistem
perkotaan; dan
b. ketentuan umum zonasi untuk standar teknis sistem prasarana wilayah.
(4) Ketentuan umum zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud ayat
(3) meliputi:
a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman;
b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi;
d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
f. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
(5) Ketentuan umum zonasi untuk pola ruang, meliputi:
a. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung; dan
b. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan budi daya.
(6) Ketentuan umum zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), memuat ketentuan mengenai:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, diizinkan dengan
syarat/terbatas, dan kegiatan yang tidak diizinkan;
b. intensitas pemanfaatan ruang;
C. sarana prasarana minimum,;
d. ketentuan lain; dan
e. ketentuan khusus.
(7) Ketentuan umum zonasi kabupaten digunakan sebagai dasar dalam

penyusunan peraturan zonasi RDTR.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman



(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 52

Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi PKL;
b. ketentuan umum zonasi pusat pelayanan kawasan; dan
c. ketentuan umum zonasi PPL.
Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar pelayanan
minimal sistem permukiman.
Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai Pusat PKL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana dan
prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kabupaten atau
beberapa kecamatan, terdiri atas:
fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kabupaten;
fasilitas perdagangan dan jasa skala kabupaten;
fasilitas pelayanan kesehatan skala kabupaten;

a.
b
d
f. fasilitas pelayanan pendidikan skala kabupaten,;
g. fasilitas pelayanan peribadatan;

h

fasilitas rekreasi dan olahraga;

[y

fasilitas transportasi yaitu terminal penumpang tipe B atau terminal
penumpang tipe C;
fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;

—.

fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;

k
L.
m. fasilitas dan/atau jaringan pengelolaan air limbah;
n. fasilitas dan/atau jaringan persampahan,;

0. jaringan drainase; dan

p. tempat dan jalur evakuasi bencana.

Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai pusat
pelayanan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa
sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala
kecamatan, terdiri atas:

fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kecamatan;
fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan;

fasilitas pelayanan kesehatan skala kecamatan;

fasilitas pelayanan pendidikan skala kecamatan,;

fasilitas pelayanan peribadatan;

fasilitas rekreasi dan olahraga;

fasilitas transportasi yaitu terminal penumpang tipe C;

R0 0 o

fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;

[y

fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;

o

fasilitas dan/atau jaringan pengelolaan air limbah;

p—

fasilitas dan/atau jaringan persampahan;



()

m.
n.

jaringan drainase; dan
tempat dan jalur evakuasi bencana.

Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai pusat

pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan antar desa, terdiri

atas:

ST RT TPEFR ™0 0O

fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kelurahan/desa;
fasilitas perdagangan dan jasa skala kelurahan/desa;
fasilitas pelayanan kesehatan skala kelurahan/desa;
fasilitas pelayanan pendidikan skala kelurahan/desa;
fasilitas pelayanan peribadatan;

fasilitas rekreasi dan olahraga;

fasilitas transportasi yaitu terminal penumpang tipe C;
fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;

fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;

fasilitas dan/atau jaringan pengelolaan air limbah;
fasilitas dan/atau jaringan persampahan,;

. jaringan drainase; dan

tempat dan jalur evakuasi bencana.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 53

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b, terdiri atas:

a.

b.
c.
d.

(1)

(2)

ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan;

ketentuan umum zonasi sistem jaringan sungai dan penyeberangan;

ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan

ketentuan umum zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 54

Ketentuan umum 2zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 53 huruf a, meliputi :

@ o0 oD

. ketentuan umum zonasi jalan umum;
. ketentuan umum zonasi jalan khusus;

ketentuan umum zonasi jalan tol,;

. ketentuan umum zonasi terminal penumpang;

ketentuan umum zonasi terminal barang;
ketentuan umum zonasi jembatan; dan
ketentuan umum zonasi jembatan timbang.

Ketentuan umum zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri atas:



(3)

(4)

(9)

a. ketentuan umum zonasi jalan arteri;

b. ketentuan umum zonasi jalan kolektor;

c. ketentuan umum zonasi jalan lokal; dan

d. ketentuan umum zonasi jalan lingkungan.

Ketentuan umum zonasi jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a berupa ketentuan umum zonasi jalan arteri primer, memuat

ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:

a. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan
lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;

c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan
teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;

d. persimpangan sebidang dengan diperlukan rekayasa simpang sebidang
dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis
pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;

e. jalan arteri primer yang memasuki kawasan permukiman perkotaan
dan/atau kawasan pengembangannya tidak boleh terputus;

f. jalan arteri primer memiliki bagian jalan lengkap meliputi:

1. ruang manfaat jalan;
2. ruang milik jalan; dan
3. ruang pengawasan jalan;
g. bagian jalan meliputi:
1. ruang pada permukaan tanah;
2. ruang di bawah permukaan tanah; dan
3. ruang diatas permukaan tanah atau ruang udara dari jalan;

h. pemanfaatan bagian jalan diatur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

i. jalan arteri primer memiliki sarana prasarana minimal sesuai
kebutuhannya meliputi:

1. jalur dan fasilitas pejalan kaki, jalur sepeda, jalur hijau, jalur
lambat, dan

2. bangunan pelengkap lainnya untuk memenuhi standar minimal
keselamatan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

j- standar teknis jalan arteri primer lainnya mengacu pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Ketentuan umum zonasi jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b terdiri atas:
a. Ketentuan umum zonasi jalan kolektor primer; dan
b. Ketentuan umum zonasi jalan kolektor sekunder.
Ketentuan umum zonasi jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis
perencanaan, yang terdiri dari:
a. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan
lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



(6)

b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-
rata;

c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan
teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;

d. persimpangan sebidang dengan diperlukan rekayasa simpang sebidang
sesuai kebutuhan dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi
persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan
masuk;

e. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan permukiman perkotaan
dan/atau kawasan pengembangannya tidak boleh terputus;

f. jalan kolektor primer memiliki bagian jalan lengkap meliputi ruang:

1. manfaat jalan;
2. ruang milik jalan; dan
3. ruang pengawasan jalan;
g. bagian jalan meliputi:
1. ruang pada permukaan tanah;
2. ruang di bawah permukaan tanah; dan
3. ruang diatas permukaan tanah atau ruang udara dari jalan;

h. pemanfaatan bagian jalan diatur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

i. jalan kolektor primer memiliki sarana prasarana minimal sesuai
kebutuhannya meliputi:

1. jalur dan fasilitas pejalan kaki, jalur sepeda, jalur hijau; dan

2. bangunan pelengkap lainnya untuk memenuhi standar minimal
keselamatan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

j- standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan umum zonasi jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis

perencanaan, yang terdiri dari:

a. jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana
dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-
rata;

c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan
teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;

d. persimpangan sebidang dengan diperlukan rekayasa simpang sebidang
sesuai kebutuhan dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi
persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan
masuk;

e. jalan kolektor sekunder yang memasuki kawasan permukiman
perkotaan dan/atau kawasan pengembangannya tidak boleh terputus;



(7)

(8)
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jalan kolektor sekunder memiliki bagian jalan lengkap meliputi ruang
manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;

. bagian jalan meliputi ruang pada permukaan tanah, ruang di bawah

permukaan tanah, dan ruang diatas permukaan tanah atau ruang
udara dari jalan;

. pemanfaatan bagian jalan diatur berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan,;

jalan kolektor sekunder memiliki sarana prasarana minimal sesuai
kebutuhannya meliputi jalur dan fasilitas pejalan kaki, jalur sepeda,
jalur hijau, dan bangunan pelengkap lainnya untuk memenuhi standar
minimal keselamatan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

. standar teknis jalan kolektor sekunder lainnya mengacu pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan umum zonasi jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c berupa ketentuan umum zonasi jalan lokal primer, memuat

ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri dari:

a.

b.

h.

jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan
lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
jalan lokal primer yang memasuki kawasan permukiman perdesaan
dan/atau kawasan pengembangannya tidak boleh terputus;

. jalan lokal primer memiliki bagian jalan lengkap meliputi ruang

manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;

. persimpangan tidak sebidang dan/atau persimpangan sebidang

diperlukan rekayasa simpang dengan pengaturan tertentu harus tetap
memenuhi persyaratan teknis kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan
masuk;

. bagian jalan meliputi ruang pada permukaan tanah, ruang di bawah

permukaan tanah, dan ruang diatas permukaan tanah atau ruang
udara dari jalan;

pemanfaatan bagian jalan diatur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

. jalan lokal primer memiliki sarana prasarana minimal sesuai

kebutuhannya meliputi jalur pejalan kaki, jalur sepeda, jalur hijau, dan
bangunan pelengkap lainnya untuk memenuhi standar minimal
keselamatan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan umum zonasi jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf d terdiri atas:

a.
b.

ketentuan umum zonasi jalan lingkungan primer; dan
ketentuan umum zonasi jalan lingkungan sekunder.

Ketentuan umum zonasi jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis
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perencanaan, yang terdiri dari:

a.jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana
dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. persyaratan teknis jalan lingkungan lingkungan diperuntukan bagi
kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;

c.jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan
bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai
peraturan perundang-undangan,;

d.jalan lingkungan primer memiliki bagian jalan lengkap meliputi ruang
manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;

e. bagian jalan meliputi:

1. ruang pada permukaan tanah;

2. ruang di bawah permukaan tanah; dan

3. ruang diatas permukaan tanah atau ruang udara dari jalan;

f. pemanfaatan bagian jalan diatur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

g.jalan lingkungan primer memiliki sarana prasarana minimal sesuai
kebutuhannya meliputi:

1. jalur pejalan kaki, jalur sepeda, dan jalur hijau;

2. bangunan pelengkap lainnya untuk memenuhi standar minimal
keselamatan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

h.standar jalan lingkungan primer lainnya mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan umum zonasi jalan lingkungan sekunder sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar

teknis perencanaan, yang terdiri dari:

a. jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana
dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. persyaratan teknis jalan lingkungan sekunder diperuntukan bagi
kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;

c. jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan
bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai
peraturan perundang-undangan,;

d. jalan lingkungan sekunder memiliki bagian jalan lengkap meliputi
ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;

e. bagian jalan meliputi:

1. ruang pada permukaan tanabh;

2. ruang di bawah permukaan tanah; dan

3. ruang diatas permukaan tanah atau ruang udara dari jalan;

f. pemanfaatan bagian jalan diatur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;
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g. jalan lingkungan sekunder memiliki sarana prasarana minimal sesuai
kebutuhannya meliputi:

1. jalur pejalan kaki, jalur sepeda, dan jalur hijau;

2. bangunan pelengkap lainnya untuk memenuhi standar minimal
keselamatan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

h. standar jalan lingkungan sekunder lainnya mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan umum zonasi jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan,

yang terdiri dari:

a. jalan khusus didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar
badan jalan sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. jalan khusus yang bersilangan dengan jalan arteri dan jalan kolektor
diperlukan rekayasa simpang dengan pengaturan tertentu;

c. jalan khusus yang memasuki kawasan permukiman dan/atau
kawasan pengembangannya dengan pengaturan tertentu;

d. jalan arteri memiliki bagian jalan lengkap meliputi:

1. ruang manfaat jalan;

2. ruang milik jalan; dan

3. ruang pengawasan jalan;

e. bagian jalan meliputi:

1. ruang pada permukaan tanah;

2. ruang di bawah permukaan tanah;

3. dan ruang diatas permukaan tanah atau ruang udara dari jalan;

f. pemanfaatan bagian jalan diatur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

g. jalan khusus memiliki sarana prasarana minimal sesuai kebutuhannya
meliputi;

1. jalur pejalan kaki dan jalur hijau;

2. bangunan pelengkap lainnya untuk memenuhi standar minimal
keselamatan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

h. standar teknis jalan khusus lainnya mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan umum zonasi jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang

terdiri dari:

a. jalan tol didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan
jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan
teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;

c. persimpangan tidak sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap
memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah
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jalan masuk;

d. jalan tol yang memasuki kawasan permukiman perkotaan dan/atau
kawasan pengembangannya memiliki penyangga atau jalur hijau
dan/atau rekayasa tidak sebidang;

e. jalan tol memiliki bagian jalan lengkap meliputi:

1. ruang manfaat jalan;
2. ruang milik jalan; dan
3. ruang pengawasan jalan;

f. pemanfaatan bagian jalan diatur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

g. jalan tol memiliki sarana prasarana minimal sesuai kebutuhannya
meliputi:

1. jalur hijau; dan

2. bangunan pelengkap lainnya untuk memenuhi standar minimal
keselamatan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

h. standar teknis jalan tol lainnya mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan umum zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe B; dan

b. Ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe C.

Ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe B sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf a memuat ketentuan mengenai standar

teknis perencanaan, yang terdiri dari:

a. terminal penumpang tipe B melayani kendaraan umum untuk
angkutan antar kota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan
angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan;

b. lokasi terminal penumpang tipe B harus terletak pada jalan arteri atau
jalan kolektor primer dan simpul jaringan lalu lintas dan angkutan
jalan;

c. penyelenggaraan terminal penumpang tipe B wajib menyediakan
fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas
penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan,
kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan di terminal
penumpang tipe B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pemanfaatan terminal penumpang diatur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

f. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang tipe B lainnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. sarana dan prasarana minimal meliputi jalur hijau, rambu lalu lintas,
alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat penerangan jalan.

(15) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe C sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf b memuat ketentuan mengenai standar
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teknis perencanaan, yang terdiri dari:

a. terminal penumpang tipe C melayani kendaraan umum untuk
angkutan perkotaan atau perdesaan;

b. lokasi terminal penumpang tipe C harus terletak pada jalan arteri atau
jalan kolektor atau jalan lokal primer dan simpul jaringan lalu lintas
dan angkutan jalan;

c. penyelenggaraan terminal penumpang tipe C wajib menyediakan
fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas
penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,;

d. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan,
kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan di terminal
penumpang tipe C sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pemanfaatan terminal penumpang diatur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang tipe C lainnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. sarana dan prasarana minimal meliputi jalur hijau, rambu lalu lintas,
alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat penerangan jalan.

Ketentuan umum zonasi terminal barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e, memuat ketentuan mengenai standar teknis

perencanaan, yang terdiri dari:

a. lokasi terminal barang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. terminal barang wajib memiliki rencana induk atau rencana tapak dan
rencana teknis terminal barang dan memiliki analisa dampak lalu
lintas;

c. tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan
intermoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat
kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang;

d. digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan/atau impor sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pemanfaatan terminal barang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

f. sarana dan prasarana minimal meliputi jalur hijau, rambu lalu lintas,
alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, docking barang,
dan sarana penyimpanan dan pengangkutan barang lainnya.

Ketentuan umum zonasi jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang

terdiri dari:

a. perencanaan jembatan harus memenuhi pokok perencanaan kekuatan
dan stabilitas struktur, kenyamanan, dan keselamatan, kemudahan
(pelaksanaan dan pemeliharaan), ekonomis, pertimbangan aspek
lingkungan, sosial, dan aspek keselamatan jalan, keawetan, dan
kelayakan jangka panjang serta estetika;
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b. perencanaan struktur jembatan harus mengacu kepada peraturan
perencanaan jembatan, standar perencanaan ketahanan gempa untuk
struktur bangunan gedung dan non gedung, serta standar teknis lain
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. perencanaan jalan pendekat jembatan harus mengacu kepada standar
perencanaan jalan pendekat jembatan serta standar perencanaan jalan
yang berlaku berkaitan dengan geometrik dan perkerasan jalan;

d. perencanaan bangunan pengaman jembatan harus mengacu pada
standar perencanaan bangunan pengaman air sungai untuk konstruksi
jalan dan jembatan serta pedoman penentuan beban impak bangunan
perlindungan pilar jembatan;

e. didesain berdasarkan lebar jalur kendaraan;

f. standar teknis jembatan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

g. sarana dan prasarana minimal meliputi jalur hijau, rambu lalu lintas,
alat penerangan jalan;

h. kawasan sekitar jembatan dapat berupa ruang di permukaan jembatan,
ruang diatas permukaan jembatan dan ruang di bawah jembatan;

i. pemanfaatan jembatan dan kawasan sekitar jembatan diatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

j- lebar atau jarak untuk ruang pengawasan jembatan berjarak paling

sedikit, yaitu:

1. 100 (seratus) meter pada jalan arteri primer kewenangan jalan
nasional dan jalan provinsi dan garis sempadan bangunan terhadap
jalan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

2.50 (lima puluh) meter pada kolektor primer dan sesuai garis
sempadan bangunan terhadap jalan setempat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3.25 (dua puluh lima) meter pada jalan lokal primer dan garis
sempadan bangunan terhadap jalan setempat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan umum zonasi jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf g memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan,

yang terdiri dari:

a. pengawasan muatan angkutan barang;

b. lokasi jembatan timbang berada pada ruas jalan arteri atau jalan
kolektor dengan kewenangan jalan nasional, diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pemanfaatan jembatan timbang dan kawasan sekitar jembatan
timbang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. sarana dan prasarana minimal meliputi jalur hijau, rambu lalu lintas,
alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, docking barang,
dan sarana lainnya.
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(2)
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Pasal 55

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sungai dan penyeberangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, meliputi:

a. Ketentuan umum zonasi pelabuhan sungai; dan

b. Ketentuan umum zonasi pelabuhan penyeberangan.

Ketentuan umum zonasi pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis

perencanaan, yang terdiri dari:

a. pembangunan pelabuhan sungai yang dilaksanakan oleh Badan Usaha
Pelabuhan wajib memenuhi perizinan berusaha dari Bupati;

b. pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai yang dilaksanakan
oleh instansi Pemerintah Pusat atau instansi Pemerintah Daerah harus
mendapatkan persetujuan dari Menteri;

c. pelaksana pembangunan pelabuhan sungai wajib melaksanakan
pekerjaan pembangunan pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk
Pelabuhan yang telah ditetapkan;

d. standar pelayanan minimal angkutan sungai wajib memperhatikan
faktor keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan/
keterjangkauan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. kelayakan teknis pelabuhan sungai perlu memperhatikan hasil survei
hidro-oseanografi skala 1:1.000 dan topografi skala 1:1.000 pada lokasi
rencana pembangunan fasilitas pelabuhan, kondisi hidro-oseanografi
dan batimetri meliputi pasang surut arus, angin, dan gelombang, dan
layout fasilitas pelabuhan yang akan dibangun;

f. desain teknis pelabuhan sungai perlu memperhatikan kondisi tanah
dan kondisi wilayah rawan bencana;

g. standar teknis pelabuhan sungai lainnya diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. pemanfaatan pelabuhan sungai, pemanfaatan ruang di dalam daerah
lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan
pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

i. sarana dan prasarana minimal meliputi harus menyediakan sarana
dan  prasarana kepelabuhanan untuk  kepentingan  operasi
pemeliharaan, keamanan dan keselamatan transportasi sungai yang
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Ketentuan umum zonasi pelabuhan penyeberangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar

teknis perencanaan, yang terdiri dari:

a. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan
kondisi geografi;

b. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan
kondisi topografi mengenai tinggi rendah permukaan tanah;

c. standar teknis pelabuhan penyeberangan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
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d. pemanfaatan pelabuhan penyeberangan, pemanfaatan ruang di dalam
daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan
kepentingan pelabuhan sesuai diatur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

e. sarana dan prasarana minimal meliputi harus menyediakan sarana
dan  prasarana kepelabuhanan untuk  kepentingan  operasi
pemeliharaan, keamanan dan keselamatan transportasi air yang
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, meliputi:

a. Ketentuan umum zonasi pelabuhan utama;

b. Ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpul,

c. Ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpan;

d. Ketentuan umum zonasi terminal umum;

e. Ketentuan umum zonasi terminal khusus; dan

f. Ketentuan umum zonasi pelabuhan perikanan.

Ketentuan umum 2zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis

perencanaan.

Ketentuan umum zonasi pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan

yang terdiri dari:

a. memiliki kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar
internasional;

b. berada dekat dengan jalur pelayaran dan pelabuhan lainnya sesuai
dengan kriteria teknis;

c. memiliki kriteria teknis pembangunan pelabuhan yang mendukung
pelaksanaan kegiatan pengawasan pencegahan dan penanggulangan
pencemaran laut;

d. memperhatikan ketersediaan dan kapasitas fasilitas penunjang
pelayanan yang memperhatikan prinsip keamanan dan keselamatan
dan tidak mengganggu kegiatan nelayan;

e. menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara, dengan tidak
menutup akses pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan
kapal TNI;

f. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang
internasional,

g. dapat melayani angkutan peti kemas;

h. pemanfaatan pelabuhan utama diatur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

i. sarana dan prasarana minimal meliputi menyediakan jalur hijau,
menyediakan sarana dan prasarana kepelabuhanan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.



(4)

(S)

Ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis

perencanaan yang terdiri dari:

a.

b.

memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpul lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan
ekonomis dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

standar teknis pelabuhan pengumpul lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemanfaatan pelabuhan pengumpul diatur sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

sarana dan prasarana minimal meliputi menyediakan jalur hijau,
menyediakan sarana dan prasarana kepelabuhanan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c yaitu pelabuhan pengumpan lokal, memuat

ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:

a.

memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpan lokal lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

mengakomodir kebijakan Pemerintah untuk menunjang pusat
pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan  pemerataan  serta
pembangunan Kabupaten;

memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan
ekonomis dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

standar teknis pelabuhan pengumpan lokal lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemanfaatan pelabuhan pengumpul diatur sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

sarana dan prasarana minimal meliputi menyediakan jalur hijau,
menyediakan sarana dan prasarana kepelabuhanan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Ketentuan umum zonasi terminal umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d, memuat ketentuan mengenai standar teknis

perencanaan yang terdiri dari:

a.

memiliki jarak dengan terminal umum lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan
ekonomis dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

standar teknis terminal umum lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

pemanfaatan terminal umum diatur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

sarana dan prasarana minimal meliputi jalur hijau, sarana dan
prasarana kepelabuhanan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan umum zonasi terminal khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan

yang terdiri dari:

a.

memiliki jarak dengan terminal khusus lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan
ekonomis dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

standar teknis terminal khusus lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

pemanfaatan terminal khusus diatur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

sarana dan prasarana minimal meliputi jalur hijau, sarana dan
prasarana kepelabuhanan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan umum zonasi pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf f terdiri atas:

a.

Ketentuan umum zonasi pelabuhan perikanan pantai; dan
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b.

Ketentuan umum zonasi pangkalan pendaratan ikan.

Ketentuan umum zonasi pelabuhan perikanan pantai sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar

teknis perencanaan yang terdiri dari:

a.

pelabuhan perikanan pantai mampu melayani kapal perikanan yang
melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;

memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan dengan ukuran
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

kapasitas tampung kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

luas lahan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
memiliki jarak dengan pangkalan pendaratan ikan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan
ekonomis dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

standar teknis pangkalan pendaratan ikan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemanfaatan dan penggunaan pelabuhan perikanan pantai diatur
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

sarana dan prasarana minimal meliputi  jalur hijau, jaringan
prasarana drainase, sarana dan prasarana kepelabuhanan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan umum 2zonasi pangkalan pendaratan ikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar

teknis perencanaan yang terdiri dari:

a.

b.

memiliki jarak dengan pangkalan pendaratan ikan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan
ekonomis dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

standar teknis pangkalan pendaratan ikan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemanfaatan terminal khusus diatur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan



h. sarana dan prasarana minimal meliputi jalur hijau, jaringan
prasarana drainase, sarana dan prasarana kepelabuhanan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Ketentuan umum zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, berupa ketentuan umum
zonasi bandar udara umum pengumpan.

(2) Ketentuan umum zonasi untuk bandar udara pengumpan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis
perencanaan.

(3) Standar teknis bandar udara pengumpan disusun dengan ketentuan
umum yang terdiri dari:

a. standar teknis bandar udara pengumpan harus memperhatikan
ketentuan:

1. kawasan keselamatan operasi penerbangan;

2. kawasan kebisingan; dan

3. ketetapan atau keputusan tentang penerbangan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b. pemanfaatan ruang kegiatan, penggunaan lahan dan batas ketinggian
memperhatikan KKOP yang diatur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. standar teknis bandar udara pengumpan harus memiliki fasilitas:

perbengkelan pesawat udara;
fasilitas pergudangan;
penginapan atau akomodasi;
Lapangan;
jalur hijau dan ruang terbuka hijau;
jalur pejalan kaki;
jaringan drainase;
fasilitas parkir;
tempat pengisian bahan bakar transportasi udara;

. jaringan telekomunikasi;

proteksi kebakaran;

aksesibilitas penyandang cacat dan lansia;

sarana prasarana untuk integrasi transportasi; dan

fasilitas komersial dapat berupa toko, restoran, rekreasi,

perkantoran, fasilitas olahraga sesuai kebutuhan.

d. sarana dan prasarana kebandarudaraan yang berpedoman kepada

peraturan perundang-undangan; dan

e. sarana dan prasarana minimal untuk keamanan dan keselamatan

berdasarkan jenis pemanfaatan landasan untuk mendukung:
1. pertahanan keamana;

2. kesehatan dan penyelamatan/rescue;

3. kepentingan komersial atau umum.
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Paragraf 4
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Energi



Pasal 58

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 ayat (4) huruf c, meliputi:

a.

b.

Ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan
sarana pendukung; dan

Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga
listrik dan sarana pendukung.

(2) Ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan

sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

atas:

a.
b.

C.

Ketentuan umum zonasi PLTA;
Ketentuan umum zonasi PLTU; dan
Ketentuan umum zonasi Pembangkit listrik lainnya.

(3) Ketentuan umum zonasi PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a,

memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri

atas:

a.

pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan
ketersediaan sumber energi primer serta keberlanjutan ekosistem daya
tampung lingkungan sekitar lokasi pembangkit listrik;

. penggunaan dan pemanfaatan sumber energi memperhatikan aspek

berkelanjutan dan fungsi lain atau multi guna dari infrastruktur yang
dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana
pendukungnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

. pemanfaatan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana

pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

. sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan jalur hijau atau

penyangga dan ruang bebas vertikal dan horizontal sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan umum zonasi PLTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b,

memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri

atas:

a.

b.

C.

d.

pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan
ketersediaan sumber energi primer serta keberlanjutan ekosistem daya
tampung lingkungan sekitar lokasi pembangkit listrik;

penggunaan dan pemanfaatan sumber energi memperhatikan aspek
berkelanjutan dan fungsi lain atau multi guna dari infrastruktur yang
dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana
pendukungnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pemanfaatan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana
pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



e. sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan jalur hijau atau
penyangga dan ruang bebas vertikal dan horizontal sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan umum zonasi Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c, memuat ketentuan mengenai standar teknis
perencanaan yang terdiri atas:

a. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan
ketersediaan sumber energi primer serta keberlanjutan ekosistem daya
tampung lingkungan sekitar lokasi pembangkit listrik;

b. penggunaan dan pemanfaatan sumber energi memperhatikan aspek
berkelanjutan dan fungsi lain atau multi guna dari infrastruktur yang
dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana
pendukungnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pemanfaatan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana
pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan jalur hijau atau
penyangga dan ruang bebas vertikal dan horizontal sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik
dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;

b. Ketentuan umum zonasi jaringan distribusi tenaga listrik; dan

c. Ketentuan umum zonasi gardu listrik.

(7) Ketentuan umum zonasi jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, berupa ketentuan umum
zonasi SUTT yang memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan
yang terdiri atas:

a. pemanfaatan jaringan SUTT, sarana pendukung, dan ruang bebas di
sekitarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. ketentuan jarak dan ruang bebas di bawah sepanjang jaringan transmisi
tenaga listrik SUTT, meliputi:

1. ruang bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan
horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT dimana
tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia,
makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT;

2. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor adalah jarak
terpendek secara vertikal antara konduktor SUTT dengan
permukaan bumi atau benda diatas permukaan bumi yang tidak
boleh kurang dari jarak yang telah ditetapkan demi keselamatan
manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan
operasi SUTT;

3. jarak bebas minimum vertikal yaitu ruang bebas minimum vertikal
yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



4. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/ tiang
adalah jarak terpendek secara horizontal dari sumbu vertikal
menara/ tiang ke bidang vertikal ruang bebas bidang vertikal
tersebut sejajar dengan sumber vertikal menara/ tiang dan
konduktor;

5. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara tiang,
yaitu ruang bebas minimum vertikal yang diatur sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

6. sistem jaringan tenaga listrik yang melintasi sungai diwajibkan
memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a) memasang rambu-rambu sebelum lintasan jaringan listrik;

b) andongan kabel terendah terhadap permukaan air pada waktu
air pasang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

c) memasang jaring di bawah jaringan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

7. ruang bebas jalur transmisi tidak boleh terdapat kegiatan,
pemanfaatan dan bangunan;

8. pelanggaran pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

9. perubahan terhadap ketentuan ruang bebas memperhatikan
dinamika perkembangan dan pemanfaatan teknologi dan peraturan
perundangan yang berlaku.

c. sarana dan prasarana minimal meliputi: penyediaan jalur hijau atau
penyangga dan ruang bebas vertikal dan horizontal.

(8) Ketentuan umum zonasi jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi saluran udara tegangan menengah); dan

b. Ketentuan umum zonasi saluran udara tegangan rendah.

(9) Ketentuan umum zonasi saluran udara tegangan menengah sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar
teknis perencanaan yang terdiri atas:

a. pemanfaatan jaringan saluran udara tegangan menengah, sarana
pendukung, dan ruang bebas di sekitarnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

b. ketentuan jarak dan ruang bebas di bawah sepanjang jaringan distribusi
tenaga listrik saluran udara tegangan menengah, meliputi:

1. ruang bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan
horizontal di sekeliling dan di sepanjang jaringan dimana tidak
boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk
hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi saluran udara
tegangan menengah;

2. sistem jaringan tenaga listrik yang melintasi sungai diwajibkan
memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a) memasang rambu-rambu sebelum lintasan jaringan listrik;



b) andongan kabel terendah terhadap permukaan air pada waktu
air pasang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

c) memasang jaring di bawah jaringan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. ruang bebas jalur distribusi diperbolehkan secara terbatas dan
bersyarat terdapat kegiatan, pemanfaatan dan bangunan;

4. pelanggaran pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur distribusi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5. perubahan terhadap ketentuan ruang bebas memperhatikan
dinamika perkembangan dan pemanfaatan teknologi dan peraturan
perundangan yang berlaku.

c. sarana dan prasarana minimal meliputi: penyediaan jalur hijau atau
penyangga dan ruang bebas vertikal dan horizontal.

(10) Ketentuan umum zonasi saluran udara tegangan rendah sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar
teknis perencanaan yang terdiri atas:

a. pemanfaatan jaringan saluran wudara tegangan rendah, sarana
pendukung, dan ruang bebas di sekitarnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

b. ketentuan jarak dan ruang bebas di bawah sepanjang jaringan
distribusi tenaga listrik saluran udara tegangan rendah, meliputi:

1. ruang bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan
horizontal di sekeliling dan di sepanjang jaringan dimana tidak
boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk
hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi saluran udara
tegangan rendabh;

2. sistem jaringan tenaga listrik yang melintasi sungai diwajibkan
memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a) memasang rambu-rambu sebelum lintasan jaringan listrik;

b) andongan kabel terendah terhadap permukaan air pada waktu
air pasang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

c) memasang jaring di bawah jaringan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. ruang bebas jalur distribusi diperbolehkan secara terbatas dan
bersyarat terdapat kegiatan, pemanfaatan dan bangunan; dan

4. perubahan terhadap ketentuan ruang bebas memperhatikan
dinamika perkembangan dan pemanfaatan teknologi dan peraturan
perundangan yang berlaku.

c. sarana dan prasarana minimal meliputi: penyediaan jalur hijau atau
penyangga dan ruang bebas vertikal dan horizontal.

(11) Ketentuan umum zonasi gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) huruf c yaitu berupa Ketentuan umum zonasi gardu induk yang
memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri



atas:

a. pemanfaatan gardu induk, sarana pendukung, dan ruang bebas di
sekitarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. ketentuan jarak dan ruang bebas di sekitar gardu induk, meliputi:

1. ruang bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan
horizontal di sekeliling gardu induk dimana tidak boleh ada benda
di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan
benda lainnya serta keamanan operasi SUTT;

2. ruang bebas gardu induk berfungsi sebagai sempadan diwajibkan
memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a) memasang rambu-rambu; dan
b) menyediakan sarana keamanan dan keselamatan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. perubahan terhadap ketentuan ruang bebas memperhatikan
dinamika perkembangan dan pemanfaatan teknologi dan peraturan
perundangan yang berlaku.

c. sarana dan prasarana minimal meliputi: penyediaan jalur hijau atau
penyangga dan ruang bebas vertikal dan horizontal.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 59

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf d, terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi jaringan tetap;

b. Ketentuan umum zonasi jaringan bergerak terestrial,;

c. Ketentuan umum zonasi jaringan bergerak seluler; dan

d. Ketentuan umum zonasi jaringan bergerak satelit.

(2) Ketentuan umum zonasi jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang
terdiri dari:

a. berdasarkan perkembangan dan rekayasa teknologi informasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. berdasarkan pengaturan penggunaan ruang dalam bumi, ruang utilitas
dan utilitas bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

c. sarana dan prasarana minimal meliputi jaringan pendukung, jalur hijau
dan penyangga untuk keamanan dan keselamatan.

(3) Ketentuan umum 2zonasi jaringan bergerak terestrial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar
teknis perencanaan yang terdiri dari:

a. berdasarkan perkembangan dan rekayasa teknologi informasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;



b. pemanfaatan jaringan bergerak terestrial dan sekitarnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. sarana dan prasarana minimal meliputi jaringan pendukung, jalur hijau
dan penyangga untuk keamanan dan keselamatan.

(4) Ketentuan umum zonasi jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, memuat ketentuan mengenai standar teknis
perencanaan menara telekomunikasi yang terdiri dari:

a. pembangunan menara telekomunikasi dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, meliputi:

sesuai dengan rencana menara telekomunikasi atau untuk
penyediaan layanan telekomunikasi dan pada zona dengan kualitas
pelayanan kurang atau peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi;

1. menghindari dan tidak dibangun pada zona larangan menara
telekomunikasi;

2. secara terbatas pada zona bebas visual, hanya yang dapat dilakukan
kamuflase atau penyesuaian terhadap kualitas visual lingkungan
sekitarnya;

3. penempatan menara pemancar telekomunikasi yang
memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas
kawasan di sekitarnya;

4. harus sesuai dengan standar baku untuk menjamin keamanan dan
keselamatan;

5. memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan
konstruksi menara; dan

6. menara pemancar telekomunikasi memperhatikan:

a) jenis menara atau sistem pemancar;

b) kriteria penentuan lokasi menara atau sistem pemancar;

c) kriteria penentuan kebutuhan menara atau sistem pemancar;

d) kriteria dasar dan teknis pendirian menara atau pengoperasian
sistem pemancar; dan

e) sistem operasi dan prosedur pengelolaan menara dan/atau sistem
pemancar.

b. pemanfaatan menara telekomunikasi dan kegiatan penggunaan lahan di
luar sempadan jarak aman dan ruang bebas menara telekomunikasi.
ruang bebas di sekitarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. pemanfaatan bersyarat pada ruang sempadan, jarak aman dan ruang
bebas menara telekomunikasi diatur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

d. pemanfaatan kegiatan penggunaan lahan terbatas pada ruang
sempadan, jarak aman dan ruang bebas menara telekomunikasi, yaitu:

1) konstruksi jalan dan jembatan;

2) transportasi air dan pelayaran sungai;

3) area perairan untuk perikanan tangkap dan budi daya;

4) pertanian tanaman pangan; dan



5) bangunan utilitas dan infrastruktur perkotaan; jaringan air minum,
air limbah, listrik, drainase, dan persampahan.

e. standar teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

f. sarana dan prasarana minimal meliputi jaringan pendukung, jalur hijau
dan penyangga untuk keamanan dan keselamatan.

(5) Ketentuan umum zonasi jaringan bergerak satelit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, memuat ketentuan mengenai standar teknis
perencanaan yang terdiri dari:

a. penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang
memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan
di sekitarnya;

b. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit wajib membangun dan/atau
menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan
penghubung; dan

c. sarana dan prasarana minimal meliputi:

1. jaringan pendukung;
2. jalur hijau; dan
3. penyangga untuk keamanan dan keselamatan.

Paragraf 6
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 60

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf e, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi jaringan irigasi;

b. ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir; dan

c. ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air.

(2) Ketentuan umum zonasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi jaringan irigasi primer;

b. ketentuan umum zonasi jaringan irigasi sekunder; dan

c. Ketentuan umum zonasi jaringan irigasi tersier.

(3) Ketentuan umum zonasi jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis
perencanaan yang terdiri atas:

a. pengembangan jaringan irigasi primer memenuhi tahapan survei,
identifikasi, desain, perolehan lahan atau land acquisition, pengoperasian
atau operation dan pemeliharaan atau maintenance;

b. menjamin ketersediaan air baku dan bangunan air baku;

c. menjamin pengaliran air baku pada saluran primer melalui perencanaan
sesuai debit rencana dan luas baku rencana yang akan diairi, serta
kemiringan saluran dan pemeliharaan saluran;



. pengamanan aset irigasi dan proteksi alih fungsi untuk menjamin

kemanfaatan dan peningkatan nilai tambah dari jaringan irigasi;

. pemanfaatan jaringan irigasi primer dan sempadannya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

sarana dan prasarana minimal meliputi bangunan irigasi dapat berupa
pintu air, bangunan pembagi, bangunan dan kelengkapan irigasi lainnya
yang bertujuan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer.

(4) Ketentuan umum zonasi jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis

perencanaan yang terdiri atas:

a.

b.

pengembangan jaringan irigasi sekunder memenuhi tahapan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menjamin pengaliran air baku pada saluran sekunder melalui
perencanaan sesuai debit rencana dan luas baku rencana yang akan
diairi, serta kemiringan saluran dan pemeliharaan saluran;

. pengamanan aset irigasi dan proteksi alih fungsi untuk menjamin

kemanfaatan dan peningkatan nilai tambah dari jaringan irigasi,

. pemanfaatan jaringan irigasi sekunder dan sempadannya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

. sarana dan prasarana minimal meliputi :

1. bangunan irigasi dapat berupa pintu air;

2. bangunan pembagi;

3. bangunan dan kelengkapan irigasi lainnya yang bertujuan untuk
operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder.

(5) Ketentuan umum 2zonasi jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf ¢, memuat ketentuan mengenai standar teknis

perencanaan yang terdiri atas:

a.

b.

pengembangan jaringan irigasi tersier memenuhi tahapan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menjamin pengaliran air baku pada saluran tersier melalui perencanaan
sesuai debit rencana dan luas baku rencana yang akan diairi, serta
kemiringan saluran dan pemeliharaan saluran;

. pengamanan aset irigasi dan proteksi alih fungsi untuk menjamin

kemanfaatan dan peningkatan nilai tambah dari jaringan irigasi,

. pemanfaatan jaringan irigasi tersier dan sempadannya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

. sarana dan prasarana minimal meliputi:

1. bangunan irigasi dapat berupa pintu air;

2. bangunan pembagi;

3. bangunan dan kelengkapan irigasi lainnya yang bertujuan untuk
operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder.

(6) Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a.

b.

ketentuan umum zonasi jaringan pengendalian banjir; dan
ketentuan umum zonasi bangunan pengendalian banjir.



(7) Ketentuan umum 2zonasi jaringan pengendalian banjir sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar

teknis perencanaan jaringan pengendali banjir dan bangunan pengendali

banjir yang terdiri atas:

a.

pengembangan jaringan pengendalian banjir berdasarkan rencana

struktur ruang, pola wilayah sungai, daerah aliran sungai, dan bencana

daerah;

jaringan pengendalian banjir dimaksudkan untuk mengurangi dampalk,

kerusakan dan kerugian akibat daya rusak air;

pengembangan jaringan pengendalian banjir menggunakan upaya

struktur dan upaya non struktur;

pengembangan jaringan pengendalian dengan mengutamakan dan

melindungi kelestarian lingkungan daerah hulu sebagai daerah

tangkapan air atau catchment area untuk mengurangi erosi lahan,
limpasan air permukaan, debit banjir dan meningkatkan peresapan air
kedalam tanah;

pengembangan jaringan pengendalian meliputi tahapan kegiatan

pencegahan, penanggulangan, pemulihan untuk pengendalian daya

rusak air;

pengembangan jaringan pengendalian banjir termasuk di dalamnya

adalah memetakan dataran banjir dan kawasan rawan bencana banjir;

penyediaan dan pembangunan jaringan pengendalian banjir merupakan
suatu kesatuan sistem pengendalian dari hulu ke hilir yang disesuaikan
dengan karakteristik bentang alamnya;

penyediaan dan pembangunan jaringan pengendalian banjir, dapat

berupa:

1. perkuatan tebing sungai dari longsor;

2. pembangunan tanggul sungai alami dan buatan;

3. rekayasa saluran pembagi;

4. restorasi dan normalisasi sungai untuk menjaga kapasitas debit
banjir dengan pengerukan sungai untuk melancarkan aliran dan
meningkatkan kapasitas tampung sungai;

5. bangunan monitoring ketinggian air; dan

6. penyediaan jalur inspeksi;

jaringan  pengendalian  banjir perlu  diintegrasikan dengan

pengembangan sistem drainase perkotaan berkelanjutan, penyediaan

ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru atau badan air yang
bersifat ekologis dan hidrologis;

pemanfaatan jaringan pengendalian banjir beserta sempadannya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

sarana dan prasarana minimal meliputi:

1. ruang bebas untuk operasi pemeliharaan pengendalian banjir; dan

2. sarana prasarana keamanan keselamatan.

(8) Ketentuan umum zonasi bangunan pengendalian banjir sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar



teknis perencanaan jaringan pengendali banjir dan bangunan pengendali

banjir yang terdiri atas:

a.

pengembangan bangunan pengendalian banjir berdasarkan rencana
struktur ruang, pola wilayah sungai, daerah aliran sungai, dan jaringan
pengendalian banjir serta bencana daerah;

bangunan pengendalian banjir dimaksudkan untuk mengurangi
dampak, kerusakan dan kerugian akibat daya rusak air;
pengembangan bangunan pengendalian banjir menggunakan upaya
struktur dan upaya non struktur;

pengembangan bangunan pengendalian banjir dengan mengutamakan
dan melindungi kelestarian lingkungan daerah hulu sebagai daerah
tangkapan air atau catchment area untuk mengurangi erosi lahan,
limpasan air permukaan, debit banjir dan meningkatkan peresapan air
kedalam tanah;

pengembangan bangunan pengendalian banjir meliputi tahapan
kegiatan pencegahan, penanggulangan, pemulihan untuk pengendalian
daya rusak air;

pengembangan bangunan pengendalian banjir termasuk di dalamnya
adalah memetakan dataran banjir dan kawasan rawan bencana banjir;
penyediaan dan pembangunan bangunan pengendali banjir merupakan
suatu kesatuan sistem pengendalian dari hulu ke hilir yang disesuaikan
dengan karakteristik bentang alamnya;

penyediaan dan pembangunan bangunan pengendalian banjir, dapat

berupa:

1. bendungan;
waduk;
dam;
cek dam;

perangkap sedimen;
polderisasi;

kolam retensi retensi detensi;
pintu air;
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rumah pompa air;

10. bangunan monitoring ketinggian air; dan

11. penyediaan jalur inspeksi;

pemilihan lokasi dan penempatan bangunan pengendalian banjir pada
bagian hulu atau upper-land, bagian tengah atau middle-land, hingga
bagian hilir atau lower-land memperhatikan kondisi fisik lingkungan
dan bentang alamnya;

bangunan pengendalian banjir perlu diintegrasikan dengan
pengembangan sistem drainase perkotaan berkelanjutan, penyediaan
ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru atau badan air yang
bersifat ekologis dan hidrologis;

pemanfaatan bangunan pengendalian banjir beserta sempadannya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



L.

sarana dan prasarana minimal meliputi ruang bebas untuk operasi
pemeliharaan pengendalian banjir dan sarana prasarana keamanan
keselamatan.

(9) Ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c, memuat ketentuan mengenai standar teknis

perencanaan yang terdiri dari:

a. pengembangan bangunan sumber daya air berdasarkan rencana pola
wilayah sungai, dan daerah aliran sungai;

b. pengembangan bangunan sumber daya air dimaksudkan untuk
meningkatkan kemanfaatan, nilai tambah dan daya guna air;

c. bangunan sumber daya dapat berupa bendungan, waduk, dam,
polderisasi, kolam retensi retensi detensi, pintu air, rumah pompa air,
bangunan monitoring ketinggian air, bangunan pembagi, bangunan
kelengkapan lainnya dan penyediaan jalur inspeksi;

d. pelaksanaan konstruksi bangunan sumber daya air diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. standar teknis bangunan sumber daya air lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pemanfaatan bangunan sumber daya air dan sempadannya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. sarana dan prasarana minimal bertujuan untuk operasi dan

pemeliharaan bangunan sumber daya air.

Paragraf 7
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf f, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum,;

b. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah;

c. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan

beracun;
d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan;
e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
f. ketentuan umum zonasi sistem drainase.

Pasal 62

(1) Ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi :
a. ketentuan umum zonasi unit air baku;

b. ketentuan umum zonasi jaringan air baku,;
c. ketentuan umum zonasi unit produksi;

d. ketentuan umum zonasi unit distribusi;



€.

f.

g.

ketentuan umum zonasi unit pelayanan;
ketentuan umum zonasi sumur dangkal;
ketentuan umum zonasi sumur pompa;

h. ketentuan umum zonasi bak penampungan air hujan,;

1.

J-

ketentuan umum zonasi terminal air; dan
ketentuan umum zonasi bangunan penangkap mata air.

(2) Ketentuan umum zonasi unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang

terdiri dari:

a.

unit air baku terdiri atas:

1. bangunan intake sebagai penangkap/ pengambil/ penyadap air;

2.sistem pemompaan, bangunan atau sarana pembawa dan
perlengkapannya;

3. bangunan penampungan air baku, peralatan pengukuran dan
pemantauan;

. pengambilan air baku wajib dilakukan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

. pengambilan air baku wajib memperhatikan konservasi air, pencegahan

kerusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

.standar teknis unit air baku sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

. pemanfaatan wunit air baku dan sempadannya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

sarana dan prasarana minimal meliputi:

1. bangunan pelengkap;

2. jalur inspeksi atau ruang bebas untuk operasi pemeliharaan; dan
3. sarana prasarana keamanan keselamatan.

(3) Ketentuan umum zonasi jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan

yang terdiri dari:

a. jaringan air baku terdiri atas jaringan transmisi air baku, bangunan atau

sarana pembawa dan perlengkapannya, bangunan penampungan air
baku, peralatan pengukuran dan pemantauan;

. pengembangan jaringan air baku wajib dilakukan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan,;

. standar teknis jaringan air baku sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

. pemanfaatan jaringan air baku dan sempadannya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

. sarana dan prasarana minimal meliputi bangunan pelengkap, jalur

inspeksi atau ruang bebas untuk operasi pemeliharaan dan sarana
prasarana keamanan keselamatan.

(4) Ketentuan umum zonasi unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf ¢, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang



terdiri dari:

a. unit produksi terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya,
perangkat operasional, peralatan pengukuran dan pemantauan, dan
bangunan penampungan air minum;

b. unit produksi harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa
hasil pengolahan air baku menjadi air minum;

c. standar teknis unit air produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d. pemanfaatan unit produksi dan sempadannya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

e. sarana dan prasarana minimal, meliputi jaringan pendukung, jalur hijau
dan penyangga untuk operasi pemeliharaan dan keamanan keselamatan.

(5) Ketentuan umum zonasi unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang
terdiri dari:

a. unit distribusi berupa jaringan pipa distribusi dan bangunan sarana

kelengkapannya;

b. pengaliran air pada unit distribusi dapat dilakukan secara gravitasi

dan/atau sistem pompa;

c. standar teknis unit distribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

d. pemanfaatan jaringan pipa distribusi an sempadannya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. sarana dan prasarana minimal, meliputi jaringan pendukung, jalur

hijau, dan ruang bebas horizontal dan vertikal untuk operasi
pemeliharaan dan keamanan jaringan.

(6) Ketentuan umum zonasi unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang
terdiri dari:

a. standar teknis unit pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

b. sarana dan prasarana minimal, meliputi jaringan pendukung, untuk
operasi pemeliharaan dan keamanan pelayanan.

(7) Ketentuan umum zonasi sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang
terdiri dari:

a. standar teknis sumur dangkal sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

b. sarana dan prasarana minimal, meliputi jaringan pendukung, jarak
aman untuk keamanan penggunaan sumur dangkal.

(8) Ketentuan umum zonasi sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf g, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang
terdiri dari:

a. standar teknis sumur pompa sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan



b. sarana dan prasarana minimal, meliputi jaringan pendukung, jarak
aman untuk keamanan penggunaan sumur pompa.

(9) Ketentuan umum zonasi bak penampungan air hujan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h, memuat ketentuan mengenai standar
teknis perencanaan yang terdiri dari:

a. lokasi atau tempat penampungan air hujan diletakkan dengan jarak
terdekat dengan area saluran penangkapan dan memperhatikan kondisi
lantai atau tanah dasar bak penampungan;

b. standar teknis bak penampungan air sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

c. sarana dan prasarana minimal, meliputi jaringan pendukung, jarak
aman untuk keamanan penggunaan bak penampungan.

(10) Ketentuan umum zonasi terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang
terdiri dari:

a. standar teknis terminal air sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

b. sarana dan prasarana minimal, meliputi jaringan pendukung, jarak
aman untuk keamanan penggunaan terminal air.

(11) Ketentuan umum zonasi bangunan penangkap mata air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j, memuat ketentuan mengenai standar
teknis perencanaan yang terdiri dari:

a. standar teknis terminal air sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

b. sarana dan prasarana minimal, meliputi jaringan pendukung, jalur
hijau dan penyangga/ruang bebas untuk operasi pemeliharaan dan
keamanan mata air.

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis
perencanaan yang terdiri dari:
a. prasarana utama meliputi:
1. wunit penyaringan;
unit ekualisasi;
unit pemekatan;
unit stabilisasi;
unit pengeringan lumpur; dan/atau

ok

unit pemrosesan lumpur kering.

b. prasarana sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. pemilihan lokasi dan penempatan sistem pengelolaan air limbah
memperhatikan:
1. kondisi air limbah;
2. kondisi fisik lingkungan; dan



3. bentang alam untuk menentukan rekayasa dan teknologi yang akan
diterapkan.
d. pemanfaatan jaringan pengelolaan air limbah dan sempadannya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
1. jaringan pendukung;
2. jalur inspeksi;
3. bangunan kelengkapan pengolahan; dan
4. jalur hijau untuk operasi pemeliharaan dan perlindungan pencemaran.

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, memuat ketentuan
mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:
a. prasarana sarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
meliputi:
1. tempat atau depo penyimpanan sementara;
2. sarana pengangkutan;
3. tempat atau pemrosesan akhir sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. prasarana sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. pemilihan lokasi dan penempatan sistem pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pemilihan rekayasa dan teknologi yang akan diterapkan untuk kebutuhan

pengelolaan dan pemrosesan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pemanfaatan jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
1. jaringan pendukung;
2. jalur inspeksi;
3. bangunan kelengkapan pengolahan; dan
4. jalur hijau untuk operasi pemeliharaan dan perlindungan pencemaran.

Pasal 65

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, meliputi :
a. ketentuan umum zonasi SPA;
b. ketentuan umum zonasi tempat pengelolaan sampah reuse, reduce,

recycle (TPS3R); dan

c. ketentuan umum zonasi tempat TPA.

(2) Ketentuan umum zonasi stasiun peralihan antara SPA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar
teknis perencanaan yang terdiri dari:



(3)

(4)
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. kebutuhan lahan dan luas stasiun peralihan antara untuk kebutuhan

area yang dilayaninya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

. ketersediaan sarana pemilahan sampabh;
. lokasi dan penempatan yang mudah diakses;
. lokasi dan penempatan yang tidak menimbulkan gangguan estetika dan

dampak atau hambatan lalu-lintas;

. terdapat rekayasa, sarana dan kelengkapan untuk pengurangan dampak

lingkungan dan tidak mencemari lingkungan;
memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan;

. standar teknis lainya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
.pemanfaatan sistem jaringan dan/atau stasiun peralihan antara SPA

dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan

sarana dan prasarana minimal, meliputi:

1. jaringan pendukung;

2. jalur inspeksi;

3. bangunan kelengkapan; dan

4. jalur hijau untuk operasi pemeliharaan dan perlindungan
pencemaran.

Ketentuan umum zonasi TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri
dari:
a. kebutuhan lahan dan luas TPS3R untuk kebutuhan area yang

o

dilayaninya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

. ketersediaan sarana pemilahan dan pengolahan sampabh;

lokasi dan penempatan yang mudah diakses;

.lokasi dan penempatan yang tidak menimbulkan gangguan estetika dan

dampak atau hambatan lalu-lintas;

. terdapat rekayasa, sarana dan kelengkapan untuk pengurangan dampak

lingkungan dan tidak mencemari lingkungan;
memiliki jadwal pengumpulan, pengolahan dan pengangkutan;

. terdapat prasarana sarana pengolahan, penyimpanan dan penyaluran

atau distribusi hasil pengolahan sampah;

. standar teknis lainya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemanfaatan TPS3R dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

. sarana dan prasarana minimal, meliputi:

1. jaringan pendukung;

2. jalur inspeksi;

3. bangunan kelengkapan pengolahan; dan

4. jalur hijau atau ruang bebas visual atau penghalang visual dan
vegetasi penutup untuk operasi pemeliharaan dan perlindungan
pencemaran.

Ketentuan umum zonasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:



a. penyediaan dan pembangunan tempat pemrosesan akhir berdasarkan
pada perencanaan teknis dan manajemen persampahan daerah;
b. fasilitas dasar terdiri dari akse:
1. jalan masuk dan keluar TPA;
2. jalan operasional di dalam TPA;
3. listrik;
. air bersih;
. drainase,;
. pengolahan lindi;
. Sumur pantau;
. pagar; dan
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. pembatas vegetasi sebagai jalur hijau, kantor pengelola;

c. fasilitas operasional terdiri dari alat berat, alat atau moda pengangkutan
sampah, alat atau moda pengangkutan tanah;

d. fasilitas penunjang terdiri dari bengkel, garasi, tempat pencucian alat
angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan,
jembatan timbang, laboratorium dan area parkir;

e. tempat pemrosesan akhir dapat dilengkapi dengan fasilitas daur ulang,
pengomposan, dan gas bio;

f. pemilihan lokasi TPA memperhatikan kondisi:

1. fisik lingkungan alam;

2. bentang alam;

3. daya dukung lahan;

4. jarak atau radius aman sebagai penyangga dan jalur hijau; dan

5. kriteria teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

g. standar teknis tempat pemrosesan akhir lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

h. TPA terdiri dari zona inti TPA dan Sub zona penyangga;

i. pemanfaatan TPA dan Sub zona penyangga atau sempadannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

j- sarana dan prasarana minimal meliputi:

1. sarana angkutan sampabh;

2. pengelolaan lindi atau limbah sampah untuk mengurangi cemaran
tanah dan air permukaan; dan

3. bangunan kelengkapan lainnya.

Pasal 66

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 huruf e, meliputi :
a. ketentuan umum zonasi jalur evakuasi bencana; dan
b. ketentuan umum zonasi tempat evakuasi bencana.

(2) Ketentuan umum zonasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis jalur
evakuasi bencana banjir yang terdiri dari:



(3)

. penyediaan dan pembangunan jaringan dan bangunan pengendali banjir;
. penyediaan jalur evakuasi darat dengan moda angkutan darat, jalur

evakuasi air apabila dataran banjir atau kawasan rawan bencana banjir
telah tergenangi air dengan dengan moda angkutan air atau angkutan
amfibi;

. jalur evakuasi bencana banjir juga dimanfaatkan untuk jalur logistik dan

jalur perbaikan atau penanganan bencana banjir;

d. standar teknis lainya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
. pemanfaatan jalur evakuasi bencana  sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

. sarana dan prasarana minimal, meliputi:

1. jaringan pendukung;

2. rambu dan informasi bencana banjir;

3. sistem peringatan dini bencana banjir;

4. sarana prasarana atau kelengkapan evakuasi untuk operasi
pemeliharaan dan keamanan keselamatan.

Ketentuan umum zonasi tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis tempat

evakuasi bencana banjir yang terdiri dari:

a.

tempat evakuasi bencana banjir meliputi tempat evakuasi sementara
dan tempat evakuasi akhir;

b. dasar penyediaan tempat evakuasi bencana banjir mempertimbangkan

jumlah penduduk terdampak, desain keruangan, dan desain

konstruksi bangunan;

pemilihan dan penempatan tempat evakuasi bencana banjir

mempertimbangkan:

1. elevasi muka air banjir;

2. radius atau jangkauan area terdampak yang dilayaninya serta
waktu; dan

3. jarak tempuh terkait kebutuhan penyediaan ruang evakuasi;

d. lokasi tempat evakuasi memiliki jarak tempuh terpendek, waktu

tempuh tercepat atau tersingkat dari lokasi bencana;

jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi bencana terdekat dari pusat
permukiman atau pusat kegiatan masyarakat;

ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau sebagai fasilitas
tempat evakuasi sementara;

g. tempat evakuasi direncanakan berdasarkan sumber debit banjir,

intensitas waktu Dbanjir, ketinggian atau elevasi banjir, dan
karakteristik bencana banjir;

h. kapasitas atau daya tampung tempat dan bangunan evakuasi sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

tempat evakuasi terletak pada jaringan jalan arteri, jalan kolektor dan
jalan lokal yang mudah dicapai dari berbagai arah dengan moda
kendaraan maupun dengan berjalan kaki;



j- lokasi tempat evakuasi akhir harus mendapatkan jaminan terhadap
bebas banjir atau di luar dataran banjir dan di luar kawasan rawan
banjir;

k. apabila lokasi tempat evakuasi terdapat pada dataran banjir dan
kawasan rawan bencana banjir maka diperlukan rekayasa untuk
dapat dimanfaatkan dan diminimalkan dampaknya, serta ditingkatkan
upaya pengelolaan terhadap masyarakat terdampak;

1. standar teknis lainya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

m. pemanfaatan tempat evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

n. sarana dan prasarana minimal, meliputi:

jaringan pendukung;

ruang terbuka;

sarana prasarana kesehatan atau medis;

akomodasi istirahat atau penginapan sementara;

pos keamanan, telekomunikasi;

peribadatan;

penanda atau rambu dan papan informasi;
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logistik evakuasi untuk operasi pemeliharaan dan keamanan
keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 61 huruf f, memuat ketentuan mengenai standar teknis

perencanaan yang terdiri dari:

a.
b.

sistem jaringan drainase terintegrasi dengan sistem pengendalian banjir;
sistem jaringan drainase berdasarkan rencana induk drainase kabupaten
dan rencana induk drainase perkotaan berkelanjutan;

sistem jaringan drainase dikembangkan dengan maksud untuk mengurangi
limpasan air permukaan baik dengan cara mempercepat pengaliran ke
badan air penerima dan laut dan meningkatkan kemampuan tanah untuk
mampu meresapkan air permukaan;

pengembangan dan pengelolaan saluran drainase alami dan buatan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

saluran drainase alami dapat berupa sungai dan anak sungai termasuk
ruang manfaat sungai, ruang milik sungai dan ruang pengawasan sungai
atau sempadan sungai;

saluran drainase buatan berupa saluran jalan, kanalisasi, terowongan air
dan sistem jaringan lainnya;

sistem jaringan drainase meliputi:

1. sistem drainase wilayah; dan

2. sistem drainase perkotaan;



saluran drainase alami sungai dikelola, direstorasi dan dinormalisasi

memperhatikan debit air dan ketinggian limpasan air permukaan, serta

curah hujan periode ulang minimal 50 (lima puluh) tahunan;

pengalihan dan rekayasa alur sungai harus memperhatikan meningkatkan

kemampuan pengendalian banjir dan kemampuan sistem jaringan

drainase;

saluran drainase buatan direncanakan memperhatikan debit air dan

ketinggian limpasan air permukaan serta curah hujan periode ulang

minimal 50 (lima puluh) tahunan;

saluran drainase dilakukan operasi dan pemeliharaan;

sistem jaringan drainase kabupaten atau wilayah yang berkelanjutan,

berupa:

1. jaringan saluran primer-sekunder-tersier;

2. bangunan kelengkapan berupa peresapan;

3. tampungan dan sarana pelengkap lainnya, serta ruang terbuka hijau
yang terintegrasi dengan ruang terbuka biru yang terhubung dengan
sistem pengendalian banjir;

. sistem jaringan drainase perkotaan yang berkelanjutan, berupa:

1. jaringan saluran primer - sekunder - tersier;

2. bangunan kelengkapan berupa peresapan;

3. tampungan dan sarana pelengkap lainnya, serta ruang terbuka hijau

yang terintegrasi dengan ruang terbuka biru;

spesifikasi teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan:

1. hidrologi;

2. hidrolika;

3. kekuatan dan stabilitas struktur;

4. ketersediaan material; dan

S. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,;

standar teknis sistem drainase di wilayah kabupaten lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemanfaatan jaringan drainase alami dan buatan dan sempadannya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

jaringan drainase primer dan jaringan drainase sekunder dengan lebar

lebih dari 5 (lima) meter berlaku ketentuan sempadan sungai;

saluran drainase pada kawasan permukiman perkotaan dapat berupa

saluran drainase tertutup;

pemanfaatan saluran drainase tertutup untuk jalur pejalan kaki dan

fasilitas tepi jalan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

saluran drainase terpadu (integrated ducting) pada:

1. jalan arteri;

2. jalan kolektor dan kawasan permukiman perkotaan untuk jaringan air
minum;

3. jaringan air limbah;

4. kabel telepon dan optik; dan



S. saluran drainase;

saluran drainase tertutup dilengkapi dengan perlengkapan pemeliharaan
dan perbaikan (bak kontrol, penutup, inlet, jalur air dan lainnya);

daerah rawa berlaku ketentuan pemanfaatan lahan basah dan pengelolaan
drainase daerah rawa, proteksi daerah rawa dan rekayasa rawa;

kawasan permukiman perkotaan berlaku ketentuan sistem drainase
perkotaan berkelanjutan, penyediaan ruang terbuka biru dan ruang
terbuka hijau yang terintegrasi dengan infrastruktur hijau; dan

sarana dan prasarana minimal, meliputi:

1. jaringan pendukung;

2. sarana prasarana atau bangunan pelengkap;

3. jalur hijau;

4. jalur inspeksi untuk operasi dan pemeliharaan.

Paragraf 8
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 68

Ketentuan Umum Zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (5) huruf a, meliputi:

a.
b.

ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA;

ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannya dengan kode PTB;

ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat;

ketentuan umum zonasi kawasan konservasi dengan kode KS; dan

. ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 68 huruf a, meliputi:

a.

Ketentuan pemanfaatan ruang dalam badan air meliputi:
1. kegiatan yang diizinkan meliputi kegiatan konservasi sumber daya air
yaitu:
a) perlindungan dan pelestarian sumber air;
b) pengawetan air;
c) pengelolaan kualitas air;
d) kegiatan konservasi;
e) kegiatan budi daya bakau dan mangrove dan pengendalian
pencemaran air;
2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu:
a) pendayagunaan sumber daya air berupa:
1) penatagunaan sumber daya air penyediaan sumber daya air;
2) penggunaan sumber daya air;
3) pengembangan sumber daya air, meliputi:
(a) kegiatan perikanan budi daya dan perikanan tangkap;



(b) lalu lintas air dan penyediaan infrastruktur pendukungnya;

(c) pembangunan prasarana sumber daya air;

(d) kegiatan penelitian;

(e) penyediaan jalur pejalan kaki di tepi sungai;

(f) pemasangan sistem peringatan dini;

(g) pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih;

(h) pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air
bersih;

(i) pemasangan papan pengumuman atau larangan;

(j) pembangunan pondasi dan fasilitas jembatan atau jalan;

(k) kegiatan perdagangan dan jasa;

() kegiatan industri perkapalan, perbaikan dan pemeliharaan
kapal atau docking kapal;

(m) kegiatan pertahanan keamanan dan pembangunan sarana
keamanan;

(n) pembangunan infrastruktur perkotaan dan utilitas;

(0) kegiatan kepelabuhanan dan pembangunan dermaga;

()

(@)

kegiatan stasiun pengisian bahan bakar umum air;

pembangunan jalan pendekat atau oprit jembatan dan atau

pengembangan jalan;

(r) kegiatan pendukung pariwisata dan penyediaan sarana
prasarana pendukungnya; dan

(s) kegiatan permukiman tradisional yang terbatas pada kondisi

eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan

tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah

bangunan.

b. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

1.

No ok

8.

kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan daya rusak
air;

kegiatan pertambangan batubara dan mineral;

kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi:

a) tata air daerah aliran sungai;

b) kerusakan sumber air dan/atau prasarananya,;

c) terganggunya upaya pengawetan air;

d) pencemaran air;

kegiatan penimbunan di badan air;

kegiatan yang mengganggu proses meresapnya air ke tanah;

kegiatan yang berpotensi merusak prasarana sumber daya air;

kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber
daya air; dan

kegiatan pertambangan batubara dan mineral.

c. Ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
1.
2.
3.

jalan inspeksi;
jalur evakuasi bencana;
sarana dan prasarana pengumpul atau penangkap sampah;



4. rambu-rambu; dan

5. fasilitas pelengkap prasarana sumber daya air.

d. Ketentuan khusus dalam badan air meliputi:

1. badan air yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi

penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. badan air yang bertampalan dengan kawasan pertambangan dan

mineral, meliputi:

a)

kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan kondisi
geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian
lingkungan sesuai dokumen rencana tambang yang telah memiliki
persetujuan lingkungan;

dilarang mengganggu fungsi utama badan air dan tidak
mengakibatkan kerusakan pada badan air;

kegiatan pertambangan dan galian pada radius atau jarak lebih dari
500 (lima ratus) meter dari ruas jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan
lokal untuk penyediaan ruang bebas atau jarak aman terhadap
keselamatan jalan terhadap:

1) kawasan permukiman;

kawasan pariwisata;

kawasan peruntukan industri;

)
)
4) kawasan transportasi;
5) kawasan pertahanan dan keamanan;
6) kawasan perikanan;
7) kawasan tanaman pangan serta penyediaan sistem mitigasi

kecelakaan atau kebencanaan;

ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:

1) pengolahan limbah pertambangan dan B3;

2) jaringan pendukung, jalur hijau dan penyangga;

3) rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang
baik untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari
berkelanjutan; dan

kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap

kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal

68 huruf b yaitu berupa Ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung

meliputi:

a. ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan lindung meliputi:

1. kegiatan yang diizinkan meliputi pemanfaatan ruang untuk kegiatan

pemanfaatan:

a) jasa lingkungan;

b) wisata alam;



c) kegiatan budi daya (tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, satwa
liar, rehabilitasi satwa dan hijauan makanan ternak) yang tidak
mengganggu fungsi kawasan serta pemungutan hasil hutan bukan
kayu tanpa merubah bentang alam sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

a) kegiatan pertambangan batubara dan mineral yang telah memiliki
izin usaha pertambangan, persetujuan lingkungan kegiatan
pertambangan dan izin pemanfaatan kawasan hutan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya
diizinkan bagi permukiman penduduk asli dengan luasan
tetap/terbatas, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di
bawah pengawasan ketat secara teknis oleh instansi terkait yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

a) kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan
tutupan vegetasi;

b) seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam,
mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi,
kelestarian flora dan fauna, serta pelestarian lingkungan hidup.

. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi sarana prasarana

pendukung konservasi hutan lindung yang tidak mengurangi fungsi

ekologis dan fungsi hidrologis.

. ketentuan khusus dalam kawasan hutan lindung meliputi:

1. kawasan hutan lindung yang bertampalan dengan Kawasan Rawan
Bencana Banjir, disusun dengan memperhatikan:

a) penyediaan sistem peringatan dini,

b) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi; dan

c) penanggulangan bencana banjir yang berada dalam kawasan hutan
lindung mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. kawasan hutan lindung yang bertampalan dengan Kawasan Karst
memiliki ketentuan dengan memperhatikan fungsi lindung dari
ekosistem karst dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

3. kawasan hutan lindung yang bertampalan dengan Kawasan
Pertambangan dan Mineral, meliputi:

a) kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan kondisi
geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian
lingkungan sesuai dokumen rencana tambang yang telah memiliki
persetujuan lingkungan;

b) dilarang mengganggu fungsi utama kawasan lindung dan tidak
mengakibatkan kerusakan pada badan air sungai besar dan
sempadan sungai minimal 100 (seratus) meter dalam setiap das dan



danau alami, kawasan lindung geologi, jalan arteri dan kolektor

dengan sempadan minimal 500 (lima ratus) meter;

kegiatan pertambangan dan galian pada radius atau jarak lebih dari

500 (lima ratus) meter dari ruas jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan

lokal untuk penyediaan ruang bebas atau jarak aman terhadap

keselamatan jalan terhadap:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

kawasan permukiman;

kawasan pariwisata;

kawasan peruntukan industri;

kawasan transportasi;

kawasan pertahanan dan keamanan;

kawasan perikanan;

kawasan tanaman pangan serta penyediaan sistem mitigasi
kecelakaan atau kebencanaan.

d) ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:

pengolahan limbah pertambangan dan B3;

jaringan pendukung;

jalur hijau dan penyangga;

rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang baik
untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari berkelanjutan;

dan

e) kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan

(IUP) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang energi dan sumber daya mineral.

4. kawasan hutan lindung yang bertampalan dengan Kawasan Migrasi

Satwa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat. sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, meliputi:

a. ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan perlindungan setempat

meliputi:

1. kegiatan yang diizinkan meliputi kegiatan yang mempertahankan

kelestarian peralihan ekosistem sebagai:

a)
b)
)
d)

e)

f)

g)
h)

kawasan penyangga;

ruang terbuka hijau;

pembangunan prasarana sumber daya air;

pembangunan prasarana lalu lintas air dan fasilitas pendukungnya,

penyediaan gardu listrik dan jaringannya;

pembangunan infrastruktur telekomunikasi;

pembangunan pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat

hidrolog atau kantor pengamat pengairan;

pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;

pembangunan sistem penunjang prasarana kota, pembangunan

ruang terbuka hijau;



i) kegiatan konservasi dan budi daya tanaman bakau atau mangrove;

j) pembangunan jalur pejalan kaki di tepi sungai;

k) kegiatan penelitian, pemasangan sistem peringatan dini;

1) pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih;

m) pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air bersih;
dan

n) pembangunan pondasi jembatan atau jalan;

. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi

a) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi sumber
daya air, pengelolaan dan penanganan badan air (sungai, embung,
bendung, danau, waduk dan lainnya), dan pesisir pantai;

b) pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan
untuk pengelolaan badan air;

c) pendayagunaan air, pengendalian daya rusak air (banjir dan erosi)
dan/atau pemanfaatan perairan, pendirian bangunan dibatasi hanya
untuk menunjang fungsi taman wisata alam, penataan dan
pengaturan pada kawasan sempadan sungai;

d) memperhatikan kriteria:

1. fungsi saluran sebagai fungsi drainase;

2.fungsi suplesi (mengalirkan air untuk pertanian dan kebutuhan

lainnya);

3.fungsi navigasi (transportasi), serta prasarana lingkungan/

infrastruktur/ utilitas (listrik, air bersih/ minum, air limbah, dan
telekomunikasi);

4. bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan

atau pemanfaatan air;

e) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang:

1) fungsi taman rekreasi (wisata), maupun fasilitas pendukungnya
dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas dan daya
dukung - daya tampung sungai dan/atau

2) bendungan yang ada serta keamanan dari masyarakat secara
umum yang memanfaatkan ruang tersebut; dan

f) kegiatan dan pengembangan:

1) pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan;

2) pembangunan infrastruktur evakuasi dan keamanan;

3) pembangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;

4) pengembangan jaringan pipa gas;

5) pembangunan jalan pendekat atau oprit jembatan dan/atau

pengembangan jalan;

6) kegiatan industri perkapalan dan pelabuhan;

7) kegiatan penyediaan fasilitas umum bangunan pemerintah;

8) kegiatan pendukung pariwisata dan penyediaan sarana prasarana
pendukungnya;



9) kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan
memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak
menambah luas bangunan dan jumlah bangunan.

3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

a) kegiatan pertambangan batubara dan mineral; dan
b) kegiatan yang merusak, mengurangi serta menghilangkan kelestarian
peralihan ekosistem sebagai kawasan penyangga.

b. Ketentuan khusus kawasan perlindungan setempat yang bertampalan

dengan Kawasan Pertambangan dan Mineral, meliputi:

1.

kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan kondisi
geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan
sesuai dokumen rencana tambang yang telah memiliki persetujuan
lingkungan;

. dilarang mengganggu fungsi utama dan tidak mengakibatkan kerusakan

pada badan air sungai besar dan sempadan sungai minimal 100

(seratus) meter dalam setiap das dan danau alami, kawasan lindung

geologi, jalan arteri dan kolektor dengan sempadan minimal 500 (lima

ratus) meter;

kegiatan pertambangan dan galian pada radius atau jarak lebih dari 500

(lima ratus) meter dari ruas jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal

untuk penyediaan ruang bebas atau jarak aman terhadap keselamatan

jalan terhadap:

a) kawasan permukiman;

b) kawasan pariwisata;

c) kawasan peruntukan industri;

d) kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan;

e) kawasan perikanan;

f) kawasan tanaman pangan; dan

g) penyediaan sistem mitigasi kecelakaan atau kebencanaan;

ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:

a) pengolahan limbah pertambangan dan B3;

b) jaringan pendukung, jalur hijau dan penyangga;

c) rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang baik
untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari berkelanjutan; dan

kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang energi dan sumber daya mineral.

c. Ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:

1.

bangunan pengendali banjir seperti tanggul sungai, krib, bronjong, dan
perkuatan perkuatan tebing sungai;
bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air;

. bangunan bendung dan/atau bendungan struktur pengaman kawasan

perlindungan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;



4. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
S. tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 72

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi. sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 huruf d, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi cagar alam;

b. ketentuan umum zonasi taman hutan raya; dan

c. ketentuan umum zonasi taman wisata alam.

(2) Ketentuan umum zonasi cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi:

a. Ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan cagar alam meliputi:

1. kegiatan yang diizinkan meliputi pemanfaatan ruang untuk kegiatan
pemanfaatan:

a) jasa lingkungan;

b) wisata alam;

c) kegiatan budi daya (tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah,
satwa liar, rehabilitasi satwa dan hijauan makanan ternak) yang
tidak mengganggu fungsi lindung kawasan tanpa merubah
bentang alam;

2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi
pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya
diizinkan bagi permukiman penduduk asli dengan:

a) luasan tetap dan/atau terbatas;

b) tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah
pengawasan ketat secara teknis oleh instansi terkait yang
berwenang; dan

3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

a) kegiatan pertambangan batubara dan mineral; dan

b) kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar alam
dan tutupan vegetasi;

c) seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam,
mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi,
kelestarian flora dan fauna, serta pelestarian lingkungan hidup.

b. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi sarana prasarana
pendukung konservasi cagar alam yang tidak mengurangi fungsi ekologis
dan fungsi hidrologis.

c. kawasan cagar alam yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana
Banjir, meliputi:

1. kegiatan yang diizinkan meliputi:

a) pengelolaan lahan sebagai fungsi lindung dengan wupaya
memelihara dan meningkatkan kualitas ruang melalui upaya
peningkatan kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan
lebih memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan;



b)
c)
d)

perkuatan lahan/tebing untuk bencana longsor;

rehabilitasi dan restorasi lahan untuk pemulihan ekosistem;
pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah
yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar
Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;

di kawasan tingkat kerawanan tinggi diberikan pembatasan
kegiatan budi daya kawasan terbangun dan ditingkatkan upaya
mitigasi struktural dan non strukturnya;

di kawasan dengan tingkat kerawanan sedang dapat dipakai
untuk kegiatan Pariwisata terbatas, untuk:

1) hutan kota;

2) hutan produksi;

3) perkebunan;

4) pertanian sawabh;

5) pertanian semusim;

di kawasan dengan tingkat kerawanan rendah dapat dipakai
untuk kegiatan Pariwisata terbatas, untuk:

(1) hutan kota;

(2) hutan produksi;

(3) perkebunan, pertanian sawah;

(4) pertanian semusim; dan

(5) perikanan.

. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

a)

kegiatan budi daya terbangun dan non terbangun harus
melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktur untuk
mengurangi kerugian dan menurunkan dampak;

b) di wilayah tingkat kerawanan sedang dan rendah dapat dilakukan

kegiatan:

(1) budi daya;

(2) Pembuatan sistem saluran air, drainase dan pengendali banjir;
(3) pembangunan prasarana air bersih untuk kepentingan lokal;
(4) pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan.

. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

a) kegiatan pertambangan batubara dan mineral;

b) semua bentuk kegiatan pembangunan di wilayah tingkat

kerawanan tinggi tidak diizinkan dan hanya difungsikan sebagai
kawasan lindung, kecuali pembuatan jaringan prasarana untuk
pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut
melalui kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah
kabupaten/kota dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal,
dan membangun pusat hunian beserta sarana dan prasarana
pengelolaan lingkungannya.



4. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
a) sistem peringatan dini;
b) jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
c) jaringan dan bangunan pengendalian banjir.
d) penanggulangan bencana banjir mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
e) jaringan prasarana untuk pelayanan wilayah yang melintasi
kawasan dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal.
(3) Ketentuan umum zonasi taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan taman hutan raya
meliputi:

1. kegiatan yang diizinkan meliputi:

a) kegiatan wisata alam;

b) penelitian, pendidikan; dan

c) kegiatan lainnya yang memperhatikan fungsi lindung kawasan
sebagai taman hutan raya.

2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi
kegiatan budi daya yang tidak mengancam terhadap kerusakan
taman hutan raya; dan

3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

a) kegiatan pertambangan batubara dan mineral; dan
b) kegiatan yang merusak, mengurangi dan menghilangkan
keragaman hayati di taman hutan raya.
b. Ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi sarana prasarana
pendukung kegiatan preservasi dan konservasi taman hutan raya.
(4) Ketentuan umum zonasi taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c meliputi:
a. Ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan taman wisata alam
meliputi:

1. kegiatan yang diizinkan meliputi kegiatan wisata alam, penelitian,
pendidikan, dan kegiatan lainnya yang memperhatikan fungsi lindung
kawasan sebagai taman wisata alam;

2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi
kegiatan budi daya yang tidak mengancam terhadap kerusakan
taman wisata alam; dan

3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

a) kegiatan pertambangan batubara dan mineral; dan
b) kegiatan yang merusak, mengurangi dan menghilangkan
keragaman hayati di taman wisata alam.
b. Ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi sarana prasarana
pendukung kegiatan preservasi dan konservasi taman wisata alam.
c. kawasan taman wisata alam yang bertampalan dengan Kawasan Migrasi
Satwa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 73

Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 huruf e, meliputi:

a. ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan ekosistem mangrove meliputi:

1. kegiatan yang diizinkan meliputi:

a) pemanfaatan kawasan pesisir memperhatikan fungsi kawasan sebagai

preservasi, konservasi atau dapat sebagai zona pemanfaatan dan budi

daya;

b) pemanfaatan kawasan pesisir, baik melalui perencanaan maupun

secara alami harus memperhatikan dampak perubahan iklim dan

kenaikan muka air laut dalam 100 (seratus) tahun kedepan;

2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

a) pemanfaatan ruang budi daya pada kawasan pesisir secara alami

untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan

rendah; dan

b) kegiatan budi daya perikanan dan pertanian dilakukan penataan dan

penanganar; dan

3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

a) seluruh kegiatan pertambangan batubara dan mineral; dan

b) kegiatan yang merusak, mengurangi dan menghilangkan ekosistem

mangrove.

b. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi sarana prasarana

pendukung kegiatan preservasi dan konservasi ekosistem mangrove;

c. ketentuan khusus dalam kawasan ekosistem mangrove meliputi:

1. kawasan ekosistem mangrove yang bertampalan dengan Kawasan Rawan

Bencana Banjir, meliputi:

a) kegiatan yang diizinkan meliputi:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

pengelolaan lahan sebagai fungsi lindung dengan upaya memelihara
dan meningkatkan kualitas ruang melalui upaya peningkatan
kelestarian dan  keseimbangan lingkungan dengan lebih
memperhatikan azas pembangunan berkelanjutan;

perkuatan lahan/tebing untuk bencana longsor;

rehabilitasi dan restorasi lahan untuk pemulihan ekosistem,;
pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah
yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah
Daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;

di kawasan tingkat kerawanan tinggi diberikan pembatasan
kegiatan budi daya kawasan terbangun dan ditingkatkan upaya
mitigasi struktural dan non strukturnya;

di kawasan dengan tingkat kerawanan sedang dapat dipakai untuk
kegiatan:

(a) pariwisata terbatas;

(b) hutan kota;

(c) hutan produksi;



(d) perkebunan;
(e) pertanian sawah;
(f) pertanian semusim;
(g) di kawasan dengan tingkat kerawanan rendah dapat dipakai
untuk kegiatan:
(1) pariwisata terbatas;
(2) hutan kota;
(3) hutan produksi;
(4) perkebunan;
(S) pertanian sawah;
(6) pertanian semusim, dan
(7) perikanan;

b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

1) kegiatan budi daya terbangun dan non terbangun harus melakukan
upaya mitigasi struktural dan non struktur untuk mengurangi
kerugian dan menurunkan dampak;

2) di wilayah tingkat kerawanan sedang dan rendah dapat dilakukan
kegiatan,;

(a) budi daya;

(b) pembuatan sistem saluran air;

(c) drainase dan pengendali banjir;

(d) pembangunan prasarana air bersih untuk kepentingan lokal;
(e) pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan.

c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi segala bentuk kegiatan
pembangunan di wilayah tingkat kerawanan tinggi tidak diizinkan dan
hanya difungsikan sebagai kawasan lindung, kecuali:

1) pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah
yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah
Daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;

2) prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal, dan

3) membangun pusat hunian beserta sarana dan prasarana
pengelolaan lingkungannya.

d) sarana dan prasarana minimal, meliputi:

1) sistem peringatan dini;

2) jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana;

3) jaringan dan bangunan pengendalian banjir;

4) penanggulangan bencana banjir mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

5) jaringan prasarana untuk pelayanan wilayah yang melintasi
kawasan dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal.

2. kawasan ekosistem mangrove yang bertampalan dengan Kawasan

Pertambangan dan Mineral, meliputi:

a) kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan kondisi
ekosistem Mangrove dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan



sesuai dokumen rencana tambang yang telah memiliki persetujuan
lingkungan;

b) dilarang mengganggu fungsi utama dan tidak mengakibatkan
kerusakan pada badan air sungai besar dan sempadan sungai minimal
100 (seratus) meter dalam setiap DAS, kawasan lindung geologi, jalan
arteri dan kolektor dengan sempadan minimal 500 (lima ratus) meter,
serta kawasan ekosistem mangrove.

c) ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:

1) pengolahan limbah pertambangan dan B3;

2) jaringan pendukung;

3) jalur hijau dan penyangga;

4) rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang baik
untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari berkelanjutan; dan

d) kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang energi dan sumber daya mineral.

Paragraf 9
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (5) huruf b, meliputi:
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k.

L.

ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap;

ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan;

ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan;

ketentuan umum zonasi kawasan perikanan tangkap;

ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya;

ketentuan umum zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik;

. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;

ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;

ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan;
ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan;
ketentuan umum zonasi kawasan transportasi; dan

m. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, meliputi:

a.

ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan produksi tetap
meliputi:
1. kegiatan yang diizinkan meliputi:

a) kegiatan penghijauan; dan



b)

rehabilitasi hutan sesuai peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

a)

b)

)
d)

diizinkan secara terbatas kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk

menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan;

diizinkan secara terbatas kegiatan pendirian bangunan untuk

menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;

diizinkan melakukan kegiatan pengelolaan hutan produksi;

kegiatan pertambangan batubara dan mineral dengan persyaratan:

(1) wajib dilakukan studi kelayakan; dan

(2) wajib dilakukan studi analisa mengenai dampak lingkungan yang
hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

a)
b)
)

kegiatan budi daya kecuali kegiatan kehutanan;
pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah; dan
bangunan terkait dengan pengelolaan budi daya hutan produksi.

. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan produksi

tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi yang mendukung

kegiatan hutan produksi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan

kawasan hutan.

. Ketentuan khusus dalam kawasan hutan produksi tetap meliputi:

1. kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan dengan Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan KKOP;

a)

b)

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan ditetapkan melalui

Rencana Induk Bandar udara dan/atau Keputusan Menteri;

Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan,

meliputi:

1) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas
pacu;

2) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;

3) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;

4) kawasan di bawah permukaan horizontal luar;

5) kawasan di bawah permukaan kerucut;

6) kawasan di bawah permukaan transisi; dan

kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu:

1) pembatasan ketinggian kegiatan dan terbangun di KKOP, dan

2) kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan dengan Kawasan

Rawan Bencana Banjir, meliputi:

a)

kegiatan yang diizinkan meliputi:

1) pengelolaan lahan sebagai fungsi lindung dengan upaya
memelihara dan meningkatkan kualitas ruang melalui upaya
peningkatan kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan
lebih memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan;



2) perkuatan lahan/tebing untuk bencana longsor;

3) rehabilitasi dan restorasi lahan untuk pemulihan ekosistem,;

4) Pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah
yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar
Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, di
kawasan tingkat kerawanan tinggi diberikan pembatasan kegiatan
budi daya kawasan terbangun dan ditingkatkan upaya mitigasi
struktural dan non strukturnya;

5) di kawasan dengan tingkat kerawanan sedang dapat dipakai
untuk kegiatan:

(a) pariwisata terbatas;
(b) hutan kota;

(¢) hutan produksi;

(d) perkebunan;

(e) pertanian sawah;
(f) pertanian semusim.

6) di kawasan dengan tingkat kerawanan rendah dapat dipakai

untuk kegiatan:

(a) pariwisata terbatas;

(b) hutan kota;

(c) hutan produksi;

(d) perkebunan;

(e) pertanian sawabh;

(f) pertanian semusim; dan
(g) perikanan;

b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

1) kegiatan budi daya terbangun dan non terbangun harus
melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktur untuk
mengurangi kerugian dan menurunkan dampak;

2) di wilayah tingkat kerawanan sedang dan rendah dapat dilakukan
kegiatan budi daya;

) pembuatan sistem saluran air;

4) drainase dan pengendali banjir;

) pembangunan prasarana air bersih untuk kepentingan lokal,;

6) pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan.

c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

1) segala bentuk kegiatan pembangunan di wilayah tingkat
kerawanan tinggi tidak diizinkan dan hanya difungsikan sebagai
kawasan lindung, kecuali pembuatan jaringan prasarana untuk
pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut
melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah
kabupaten/kota;



2)

3)

prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal, dan membangun
pusat hunian beserta sarana dan prasarana pengelolaan
lingkungannya; dan

kegiatan pertambangan dan galian pada radius atau jarak kurang
dari 500 (lima ratus) meter dari ruas jalan arteri, jalan kolektor,
dan jalan lokal untuk penyediaan ruang bebas atau jarak aman
terhadap keselamatan jalan terhadap:

(a) kawasan permukiman;

(b) kawasan pariwisata;

(c) kawasan peruntukan industri;

(d) kawasan transportasi;

(e) kawasan pertahanan dan keamanan;

(f) kawasan perikanan, kawasan tanaman pangan; dan

(g) penyediaan sistem mitigasi kecelakaan atau kebencanaan.

d) sarana dan prasarana minimal meliputi:

1)

)
3)
4)

sistem peringatan dini;

2) jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
jaringan dan bangunan pengendalian banjir.

penanggulangan bencana banjir mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

5) jaringan prasarana untuk pelayanan wilayah yang melintasi

kawasan dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal.

3. kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan dengan Kawasan Karst

meliputi:

a) kegiatan yang diizinkan yaitu:

1)

2)

3)

6)

7)

8)

perlindungan ekosistem karst sebagai habitat flora dan fauna
langka;

perlindungan ekosistem karst sebagai kawasan mineral langka
(tidak terbarukan) dan memiliki bentang alam yang unik;
perlindungan ekosistem karst sebagai bagian penting kawasan
prasejarah dan sejarah kebudayaan, perlindungan ekosistem karst
sebagai kawasan penting untuk penelitian berbagai disiplin ilmu
pengetahuan;

perlindungan ekosistem karst sebagai wilayah religi dan spiritual,
perlindungan ekosistem karst sebagai wilayah perkebunan dan
industri khusus;

perlindungan ekosistem karst sebagai kawasan kunci untuk
mempelajari hidrologi kawasan;

perlindungan ekosistem karst sebagai tempat rekreasi dan wisata,
konservasi air tanah dan media meresapkan air permukaan ke
dalam tanah;

perlindungan dan pengelolaan lingkungan kawasan karst yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan terwujud dengan baik;
kegiatan penyelidikan;



9)

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekologi
dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,;

10) kegiatan perlindungan fungsi pengatur air;

11) kegiatan untuk bertujuan untuk mewujudkan fungsi lindung

kawasan karst;

12) kegiatan yang diizinkan berdasarkan ketentuan zonasi kawasan

karst.

b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu:

1)
2)
3)
4)

kegiatan pertambangan batubara dan mineral;

kegiatan sosial budaya;

pengembangan kawasan wisata/ pariwisata;

pemanfaatan air tanah atau penggunaan air tanah untuk
memenuhi kebutuhan domestik, pembangkit listrik skala kecil/
komunal;

penanggulangan daya rusak air;

kegiatan pertambangan pada kawasan karst yang tidak lagi
mengalami proses karstifikasi dan tidak ada ekosokarst dan
endokarstnya atau sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang lingkungan hidup dan energi sumber daya
mineral;

pemanfaatan tertentu untuk kegiatan pendidikan, ekowisata dan
jasa lingkungan lainnya;

kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas
berdasarkan ketentuan zonasi kawasan karst;

pemanfaatan wajib dilakukan dengan menjaga fungsi hidrologis,
habitat biota tertentu, dan karakteristik ekosistem Karst;

c) kegiatan yang tidak diizinkan yaitu:

1)

2)

S)

6)

usaha dan/atau kegiatan pertambangan pada KBAK dengan fungsi
lindung;

membuang air limbah ke sungai bawah permukaan tanah atau ke
drainase, ponor, sungai permukaan yang menjadi bagian dari
jaringan sungai bawah permukaan tanah, memasuki goa yang
berfungsi sebagai lubang mengalirnya air hujan ke jaringan sungai
bawah permukaan tanah pada musim penghujan;

melakukan usaha dan/atau kegiatan lain yang mengakibatkan
terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem Karst;
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada ekosistem Karst yang
kriteria baku kerusakannya sudah terlampaui;

pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu
kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora
dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;

kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap
keutuhan zona Karst, baik mengurangi, menghilangkan fungsi dan
luas zona Karst, maupun menambah jenis tumbuhan dan satwa
lain yang tidak asli;



7) kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan
zona lain dari karst seperti permukiman;

8) kegiatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan karst,
seperti:

(a) semakin menurunya kualitas dan kuantitas air yang
terkandung di dalamnya;

(b) rusaknya lahan karst;

(c) terganggunya ekosistem di kawasan tersebut;

(d) terjadinya pencemaran udara sebab asap yang dihasilkan dari
proses pembakaran gamping tersebut; dan

d) sarana dan prasarana minimal sesuai penetapan zonasi kawasan
karst;

e) pemanfaatan fungsi ekosistem karst dapat menerapkan pembayaran
jasa lingkungan, dilakukan antara penyedia jasa lingkungan dan
pemanfaat jasa lingkungan.

4. kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan dengan Kawasan

Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi:

a) kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan kondisi
geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian
lingkungan sesuai dokumen rencana tambang yang telah memiliki
persetujuan lingkungan;

b) dilarang mengganggu fungsi utama dan tidak mengakibatkan
kerusakan pada badan air sungai besar dan sempadan sungai
minimal 100 (seratus) meter dalam setiap das dan danau alami,
kawasan lindung geologi, jalan arteri dan kolektor dengan sempadan
minimal 500 (lima ratus) meter, serta kawasan permukiman.

c) ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:

1) pengolahan limbah pertambangan dan B3;

2) jaringan pendukung, jalur hijau dan penyangga;

3) rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang
baik untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari
berkelanjutan; dan

d) kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang energi dan sumber daya mineral.

5. kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan dengan Kawasan

Migrasi Satwa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, meliputi:

a. ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan produksi yang dapat
dikonversi meliputi:



1. kegiatan yang diizinkan meliputi kegiatan yang diizinkan meliputi
kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan sesuai peraturan
perundang-undangan;

2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

a) diizinkan secara terbatas kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk
menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan;

b) diizinkan secara terbatas kegiatan pendirian bangunan untuk
menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;

c) diizinkan melakukan kegiatan pengelolaan hutan produksi;

d) kegiatan pertambangan batubara dan mineral yang telah memiliki:

1) izin usaha pertambangan;

2) persetujuan lingkungan kegiatan pertambangan; dan

3) izin pemanfaatan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

a) kegiatan budi daya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan
sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan
pengelolaan budi daya hutan produksi; dan

b) kegiatan pertambangan dan galian pada radius atau jarak kurang
dari 500 (lima ratus) meter dari ruas jalan arteri, jalan kolektor, dan
jalan lokal untuk penyediaan ruang bebas atau jarak aman terhadap
keselamatan jalan terhadap:

1) kawasan permukiman, kawasan pariwisata;

kawasan peruntukan industri;

kawasan transportasi;

kawasan pertahanan dan keamanan;

kawasan perikanan, kawasan tanaman pangan; dan

6) penyediaan sistem mitigasi kecelakaan atau kebencanaan.

. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan produksi

yang dapat dikonversi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Ketentuan sarana dan prasarana minimal yang mendukung kegiatan hutan

produksi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan kawasan hutan.

. Ketentuan khusus dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi

meliputi:

1. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan
dengan KKOP, meliputi:

a) KKP ditetapkan melalui Rencana Induk Bandar udara dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Ketentuan khusus KKOP, meliputi:

1) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas
pacu;

2) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;

3) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;

4) kawasan di bawah permukaan horizontal luar;

5) kawasan di bawah permukaan kerucut;



6)

kawasan di bawah permukaan transisi; dan

c) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu:

1)
2)

pembatasan ketinggian kegiatan dan terbangun di KKOP; dan
kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi
penerbangan.sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan

dengan Kawasan Rawan Bencana Banjir, meliputi:

a) kegiatan yang diizinkan meliputi:

1)

pengelolaan lahan sebagai fungsi lindung dengan upaya
memelihara dan meningkatkan kualitas ruang melalui upaya
peningkatan kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan
lebih memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan;
perkuatan lahan/tebing untuk bencana longsor;

rehabilitasi dan restorasi lahan untuk pemulihan ekosistem;
pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah
yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar
Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;

di kawasan tingkat kerawanan tinggi diberikan pembatasan
kegiatan budi daya kawasan terbangun dan ditingkatkan upaya
mitigasi struktural dan non strukturnya;

di kawasan dengan tingkat kerawanan sedang dapat dipakai
untuk kegiatan:

(g) pariwisata terbatas;

(h) hutan kota;

(i) hutan produksi;

(j) perkebunan;

(k) pertanian sawah;

() pertanian semusim.

di kawasan dengan tingkat kerawanan rendah dapat dipakai
untuk kegiatan:

(a) pariwisata terbatas;

(b) hutan kota, hutan produksi;

(c) perkebunan;

(d) pertanian sawah;

(e) pertanian semusim; dan

(f) perikanan;

b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

1)

2)

kegiatan budi daya terbangun dan non terbangun harus
melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktur untuk
mengurangi kerugian dan menurunkan dampak;

di wilayah tingkat kerawanan sedang dan rendah dapat dilakukan:
(a) kegiatan budi daya;

(b) pembuatan sistem saluran air;

(c) drainase dan pengendali banjir;



c)

(d) pembangunan prasarana air bersih untuk kepentingan lokal;
(e) pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan;

kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

1) segala bentuk kegiatan pembangunan di wilayah tingkat
kerawanan tinggi tidak diizinkan dan hanya difungsikan sebagai
kawasan lindung, kecuali pembuatan jaringan prasarana untuk
pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut
melalui kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah
kabupaten/kota dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal,
dan

2) membangun pusat hunian beserta sarana dan prasarana
pengelolaan lingkungannya;

sarana dan prasarana minimal meliputi:

1) sistem peringatan dini;

2) jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana;

3) jaringan dan bangunan pengendalian banjir.

4) penanggulangan bencana banjir mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

5) jaringan prasarana untuk pelayanan wilayah yang melintasi
kawasan dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal.

3. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan

dengan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi:

a)

d)

kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan kondisi
geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian
lingkungan sesuai dokumen rencana tambang yang telah memiliki
persetujuan lingkungan;

dilarang mengganggu fungsi utama dan tidak mengakibatkan
kerusakan pada badan air sungai besar dan sempadan sungai
minimal 100 (seratus) meter dalam setiap DAS dan danau alami,
kawasan lindung geologi, jalan arteri dan kolektor dengan sempadan
minimal 500 (lima ratus) meter, serta kawasan permukiman.

ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:

1) pengolahan limbah pertambangan dan B3;

2) jaringan pendukung, jalur hijau dan penyangga;

3) rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang
baik untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari
berkelanjutan; dan

kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang energi dan sumber daya mineral.



Pasal 77

Ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 74 huruf c, meliputi:

a. Ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan tanaman pangan, meliputi:

1. kegiatan yang diizinkan meliputi kegiatan:

a)
b)

budi daya tanaman pangan;
penelitian, pengembangan dan pendidikan;

2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

a)
b)
c)

kegiatan budi daya hortikultura;

kegiatan wisata alam secara terbatas;

alih fungsi kawasan pertanian secara terbatas untuk menjadi fungsi
sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura lainnya diizinkan
sepanjang tidak mengganggu luasan, sebaran, produksi, produktivitas
komoditas pertanian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan mengikuti kaidah lingkungan hidup;

diizinkan mendirikan bangunan prasarana wilayah dan bangunan
yang bersifat mendukung kegiatan pertanian, kegiatan pariwisata;
pembangunan ruang terbuka non hijau,;

pembangunan bangunan tempat tinggal yang digunakan oleh petani
dalam membudidayakan lahan pertanian di lokasi tersebut;

bangunan pendukung pertanian untuk kebutuhan alat dan mesin
pertanian, alat mesin pertanian serta sarana dan prasarana produksi
atau sarana prasarana produksi;

pembangunan infrastruktur perkotaan, perkantoran pemerintah dan
sarana pelayanan umum yang tidak mengganggu fungsi kawasan
pertanian.

3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi kegiatan pertanian tanaman

pangan dan hortikultura pada lahan basah dan lahan kering:

a)

dilarang menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan

kelestarian lingkungan, meliputi:

1) penggunaan pupuk yang berlebihan; dan

2) menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta
pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;

dilarang melakukan kegiatan kegiatan pertambangan batubara dan

mineral dalam tanaman pangan yang ditetapkan sebagai kawasan

pertanian pangan berkelanjutan dengan minimal jarak 500 (lima

ratus) meter dari:

1) kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan atau lahan
pertanian pangan berkelanjutan terdekat;

2) pembangunan fasilitas umum dan sosial;

3) kegiatan pengelolaan air limbah, kegiatan pengelolaan
persampahan;

4) kegiatan pertahanan dan keamanan;

5) pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;

6) kegiatan industri;



7) kegiatan perumahan;

8) kegiatan perdagangan dan jasa;

9) kegiatan perkantoran yang tidak menunjang kawasan tanaman
pangan;

10) kegiatan yang mengganggu dan mengakibatkan kerusakan
pertanian tanaman pangan.

b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan tanaman pangan

meliputi:

1. koefisien dasar bangunan maksimal 20 (dua puluh) %;

2. koefisien dasar hijau minimal 70 (tujuh puluh) %; dan

3. koefisien lantai bangunan maksimal 0,4 (nol koma empat).

c. Ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:

1. jaringan transportasi dengan akses jalan dan jembatan yang dapat
digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil
pertanian, dan jalan usaha tani;

2. sumber air baku pertanian;

3. prasarana air baku pertanian dapat berupa saluran irigasi atau air baku
lainnya, jaringan prasarana sumberdaya air lainnya sesuai kebutuhan
lokasi atau area KP2B;

4. jaringan sarana dan prasarana untuk pengolahan bahan pangan,
palawija, tanaman keras, hasil peternakan, dan hasil perikanan;

S. sarana dan prasarana untuk daerah resapan air hujan untuk kawasan
sekitarnya; dan

6. luasan kesatuan hamparan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi

pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial
budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk memiliki
luasan minimal 1 (satu) hektare.

d. Ketentuan khusus dalam kawasan tanaman pangan meliputi:

1.

kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai KP2B, meliputi:

a) kegiatan yang diizinkan meliputi kegiatan budi daya tanaman pangan
berupa sawah, tegalan, dan ladang;

b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu
peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan
yang berhubungan dengan:

1) mengusahakan tanaman tertentu;

2) pemberian makanan, perkandangan; dan

3) pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
meliputi:
(a) kegiatan budi daya hortikultura;
(b) kegiatan peternakan, kegiatan perikanan;

c) kegiatan yang tidak diizinkan yaitu:

1) kegiatan yang merubah bentang lahan pertanian pangan dan tidak
dapat dikembalikan sebagai kawasan tanaman pangan;
2) kegiatan pertambangan batubara dan mineral;



g)

3) kegiatan budi daya terbangun lainnya yang merusak dan
mengancam produktivitas kawasan tanaman pangan;

kawasan pertanian tanaman basah dengan irigasi teknis tidak boleh

dialihfungsikan memperhatikan:

1) ketentuan pokok tentang perencanaan dan penyelenggaraan budi
daya tanaman;

2) tata ruang dan tata guna tanah budi daya tanaman mengacu
kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;

konversi pemanfaatan lahan sesuai ketentuan = peraturan

perundangan yang mengatur tentang KP2B dan LP2B;

pengaturan konversi dan alih fungsi KP2B dan LP2B; dan

penyediaan insentif perlindungan. sistem informasi dan pembiayaan

perlindungan KP2B dan LP2B.

. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan KKOP, meliputi:

a)

b)

KKOP ditetapkan melalui Rencana Induk Bandar udara dan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ketentuan khusus KKOP, meliputi:

1) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas
pacu;

2) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;

3) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;

4) kawasan di bawah permukaan horizontal luar;

5) kawasan di bawah permukaan kerucut, kawasan di bawah
permukaan transisi; dan

kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu:

1) pembatasan ketinggian kegiatan dan terbangun di KKOP; dan

2) kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan

Bencana Banjir, meliputi:

a)

kegiatan yang diizinkan meliputi pengelolaan lahan sebagai fungsi

lindung dengan upaya memelihara dan meningkatkan kualitas ruang

melalui upaya:

1) peningkatan kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan
lebih memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan;

2) perkuatan lahan/tebing untuk bencana longsor;

3) rehabilitasi dan restorasi lahan untuk pemulihan ekosistem,;

4) pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah
yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar
Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;

5) di kawasan tingkat kerawanan tinggi diberikan pembatasan
kegiatan budi daya kawasan terbangun dan ditingkatkan upaya
mitigasi struktural dan non strukturnya;



6) di kawasan dengan tingkat kerawanan sedang dapat dipakai
untuk kegiatan:
(a) pariwisata terbatas;
(b) hutan kota;
(c) hutan produksi;
(d) perkebunan;
(e) pertanian sawah, pertanian semusim.
7) di kawasan dengan tingkat kerawanan rendah dapat dipakai
untuk kegiatan:
(a) pariwisata terbatas;
(b) hutan kota;
(c) hutan produksi;
(d) perkebunan;
(e) pertanian sawah;
(f) pertanian semusim; dan
(g) perikanan.

b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

d)

1) kegiatan budi daya terbangun dan non terbangun harus
melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktur untuk
mengurangi kerugian dan menurunkan dampak;

2) di wilayah tingkat kerawanan sedang dan rendah dapat dilakukan
kegiatan:

(a) budi daya;
(b) pembuatan sistem saluran air;
(c) drainase dan pengendali banjir;
(d) pembangunan prasarana air bersih untuk kepentingan lokal,
pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan;
kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

1) segala bentuk kegiatan pembangunan di wilayah tingkat
kerawanan tinggi tidak diizinkan dan hanya difungsikan sebagai
kawasan lindung;

2) kecuali pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat
wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar
pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota
dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal, dan

3) membangun pusat hunian beserta sarana dan prasarana
pengelolaan lingkungannya;

sarana dan prasarana minimal:

1) sistem peringatan dini;

2) jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana;

3) jaringan dan bangunan pengendalian banjir;

4) penanggulangan bencana banjir mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan



5) jaringan prasarana untuk pelayanan wilayah yang melintasi

kawasan dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal.

4. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan Kawasan

Sempadan Sungai, meliputi:

a) kegiatan yang diizinkan meliputi:

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

kegiatan yang mempertahankan kelestarian peralihan ekosistem
sebagai kawasan penyangga;

ruang terbuka hijau;

pembangunan prasarana sumber daya air;

pembangunan prasarana lalu lintas air dan fasilitas
pendukungnya;

penyediaan gardu listrik dan jaringannya;

pembangunan infrastruktur telekomunikasi;

pembangunan pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat
hidrolog atau kantor pengamat pengairan, pembangunan
bangunan pengambilan dan pembuangan air;

pembangunan sistem penunjang prasarana kota;

pembangunan ruang terbuka hijau;

10) kegiatan konservasi dan budi daya tanaman bakau atau mangrove;

11) pembangunan jalur pejalan kaki di tepi sungai, kegiatan

penelitian;

12) pemasangan sistem peringatan dini;

13) pembangunan dan  pengembangan jaringan air bersih,

pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air
bersih, serta pembangunan pondasi jembatan atau jalan;

b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

1)

2)

3)

pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi

sumber daya air;

pengelolaan dan penanganan badan air (sungai, embung, bendung,

danau, waduk dan lainnya), dan pesisir pantai;

pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang

dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pendayagunaan air,

pengendalian daya rusak air (banjir dan erosi) dan/atau

pemanfaatan perairan,;

pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi

taman wisata alam;

penataan dan pengaturan pada kawasan sempadan sungai,

memperhatikan kriteria fungsi saluran sebagai:

(a) fungsi drainase;

(b) fungsi suplesi (mengalirkan air untuk pertanian dan kebutuhan
lainnya); dan

(c) fungsi navigasi (transportasi), serta prasarana lingkungan/
infrastruktur/ utilitas (listrik, air bersih/ minum, air limbah,
dan telekomunikasi);



(d) bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan
atau pemanfaatan air;

(e) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi
taman rekreasi (wisata), maupun fasilitas pendukungnya
dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas dan
daya dukung - daya tampung sungai dan/atau bendungan yang
ada serta keamanan dari masyarakat secara umum yang
memanfaatkan ruang tersebut;

(f) kegiatan dan pengembangan pelabuhan perikanan dan tempat
pelelangan ikan;

(g) pembangunan infrastruktur evakuasi dan keamanan;

(h) pembangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar
lainnya;

(i) pengembangan jaringan pipa gas;

(j) pembangunan jalan pendekat atau oprit jembatan dan/atau
pengembangan jalan;

(k) kegiatan industri perkapalan dan pelabuhan;

() kegiatan penyediaan fasilitas umum bangunan pemerintah,
kegiatan pendukung pariwisata dan penyediaan sarana
prasarana pendukungnya;

(m) kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan
memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan
tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan.

kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

1) kegiatan yang merusak;

2) mengurangi dan menghilangkan kelestarian peralihan ekosistem
sebagai kawasan penyangga; dan

sarana dan prasarana minimal meliputi:

1) pendukung sumber daya air;

2) pengairan dan kelautan;

3) berupa jalan inspeksi, rambu-rambu;

4) papan informasi dan larangan;

5) fasilitas pelengkap lainnya.

. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan Kawasan

Pertambangan dan Mineral, meliputi:

a)

b)

kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan kondisi
lahan dan kelestarian lingkungan sesuai dokumen rencana tambang
yang telah memiliki persetujuan lingkungan;

dilarang mengganggu fungsi utama dan tidak mengakibatkan
kerusakan pada kawasan tanaman pangan dengan ketentuan
khusus:

1) kawasan pertanian pangan berkelanjutan;

2) badan air sungai besar dan sempadan sungai minimal 100

(seratus) meter dalam setiap das dan danau alami;



d)

3) kawasan lindung geologi, jalan arteri dan kolektor dengan
sempadan minimal 500 (lima ratus) meter; dan

4) kawasan tanaman pangan.

ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:

1) pengolahan limbah pertambangan dan B3;

2) jaringan pendukung, jalur hijau dan penyangga;

3) rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang
baik untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari
berkelanjutan; dan

kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 74 huruf d, meliputi:

a. Ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan perkebunan meliputi:

1. kegiatan yang diizinkan meliputi perkebunan rakyat dengan komoditas

yang ditanam harus memperhatikan kaidah kesesuaian lahan, ramah

lingkungan dan berkelanjutan;

2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

a)
b)

c)

d)

perkebunan besar dengan komoditas monokultur dibatasi;

perubahan jenis tanaman dapat dilakukan apabila mengajukan

perizinan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

diizinkan mendirikan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan

perkebunan dan jaringan prasarana wilayah; dan

kegiatan permukiman sejauh maksimal 500 (lima ratus) meter dari as

ruas jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal pada kawasan

perkebunan yang berada di sisi jalan.

kegiatan pertambangan dan galian pada radius atau jarak lebih dari

500 (lima ratus) meter dari as ruas jalan arteri, jalan kolektor, dan

jalan lokal untuk penyediaan ruang bebas atau jarak aman terhadap

keselamatan jalan terhadap:

1) kawasan permukiman, kawasan pariwisata;

2) kawasan peruntukan industri;

3) kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan,
kawasan perikanan;

4) kawasan tanaman pangan, serta penyediaan sistem mitigasi
kecelakaan atau kebencanaan.

3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

a)

b)

perkebunan besar dilarang mengubah jenis tanaman perkebunan
yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;

kegiatan yang mengganggu dan mengakibatkan kerusakan
komoditas perkebunan.



. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perkebunan

meliputi:

1. koefisien dasar bangunan maksimal 30 (tiga puluh) %;

2. koefisien dasar hijau minimal 60 (enam puluh) %; dan

3. koefisien lantai bangunan maksimal 0,4 (nol koma empat).

. Ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi jalan kebun, prasarana

pengolahan hasil-hasil perkebunan;

. Ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan meliputi:

1. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan

Operasi Penerbangan, meliputi:

a) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan ditetapkan melalui

Rencana Induk Bandar udara dan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan,;
b) Ketentuan khusus KKOP, meliputi:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas
pacu;

kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;

kawasan di bawah permukaan horizontal dalam,;

kawasan di bawah permukaan horizontal luar;

kawasan di bawah permukaan kerucut;

kawasan di bawah permukaan transisi; dan

c) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu

1)
2)

pembatasan ketinggian kegiatan dan terbangun di KKOP; dan
kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan

Bencana Banjir, meliputi:

a) kegiatan yang diizinkan meliputi:

1)

S)

6)

pengelolaan lahan sebagai fungsi lindung dengan upaya
memelihara dan meningkatkan kualitas ruang melalui upaya
peningkatan kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan
memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan;

perkuatan lahan/tebing untuk bencana longsor;

rehabilitasi dan restorasi lahan untuk pemulihan ekosistem;
pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah
yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar
Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;

di kawasan tingkat kerawanan tinggi diberikan pembatasan
kegiatan budi daya kawasan terbangun dan ditingkatkan upaya
mitigasi struktural dan non strukturnya;

di kawasan dengan tingkat kerawanan sedang dapat dipakai
untuk kegiatan:

(a) pariwisata terbatas;

(b) hutan kota;



(c) hutan produksi;

(d) perkebunan;

(e) pertanian sawah;

(f) pertanian semusim.

7) di kawasan dengan tingkat kerawanan rendah dapat dipakai
untuk kegiatan:

(a) pariwisata terbatas;
(b) hutan kota;
(c) hutan produksi;
(d) perkebunan;
(e) pertanian sawah;
(f) pertanian semusim; dan
(g) perikanan;
b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

1) kegiatan budi daya terbangun dan non terbangun harus
melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktur untuk
mengurangi kerugian dan menurunkan dampak;

2) di wilayah tingkat kerawanan sedang dan rendah dapat dilakukan
kegiatan budi daya;

3) pembuatan sistem saluran air, drainase dan pengendali banjir;

4) pembangunan prasarana air bersih untuk kepentingan lokal,
Pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan;

c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

1) segala bentuk kegiatan pembangunan di wilayah tingkat
kerawanan tinggi tidak diizinkan dan hanya difungsikan sebagai
kawasan lindung;

2) kecuali Pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat
wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar
Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan
prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal; dan

3) membangun pusat hunian beserta sarana dan prasarana
pengelolaan lingkungannya;

d) sarana dan prasarana minimal meliputi:

1)

2)

3)
)

4) penanggulangan bencana banjir mengacu pada ketentuan

sistem peringatan dini;
jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
jaringan dan bangunan pengendalian banjir;

peraturan perundang-undangan; dan
5) jaringan prasarana untuk pelayanan wilayah yang melintasi
kawasan dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal.
3. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan Sempadan
Sungai, meliputi:
a) kegiatan yang diizinkan meliputi:



1)

kegiatan yang mempertahankan kelestarian peralihan ekosistem
sebagai:

(a) kawasan penyangga;

(b) ruang terbuka hijau;

pembangunan prasarana sumber daya air;

pembangunan prasarana lalu lintas air dan fasilitas
pendukungnya,;

penyediaan gardu listrik dan jaringannya, pembangunan
infrastruktur telekomunikasi;

pembangunan pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat
hidrolog atau kantor pengamat pengairan;

pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air,
pembangunan sistem penunjang prasarana kota;

pembangunan ruang terbuka hijau, kegiatan konservasi dan budi
daya tanaman bakau atau mangrove;

pembangunan jalur pejalan kaki di tepi sungai, kegiatan
penelitian, pemasangan sistem peringatan dini;

pembangunan dan pengembangan jaringan air Dbersih,
pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air
bersih;

10) pembangunan pondasi jembatan atau jalan;

b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

1)

2)

3)

pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi

sumber daya air;

pengelolaan dan penanganan badan air (sungai, embung, bendung,

danau, waduk dan lainnya), dan pesisir pantai;

pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang

dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pendayagunaan air,

pengendalian daya rusak air (banjir dan erosi) dan/atau

pemanfaatan perairan,;

pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi

taman wisata alam;

penataan dan pengaturan pada kawasan sempadan sungai,

memperhatikan kriteria fungsi saluran sebagai:

(a) fungsi drainase;

(b) fungsi suplesi (mengalirkan air untuk pertanian dan kebutuhan
lainnya); dan

(c) fungsi navigasi (transportasi),

(d) prasarana lingkungan/ infrastruktur/ utilitas (listrik, air
bersih/ minum, air limbah, dan telekomunikasi);

(e) bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan
atau pemanfaatan air;

(f) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi
taman rekreasi (wisata), maupun fasilitas pendukungnya
dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas dan



daya dukung-daya tampung sungai dan/atau bendungan yang
ada serta keamanan dari masyarakat secara umum yang
memanfaatkan ruang tersebut;

(g) kegiatan dan pengembangan pelabuhan perikanan dan tempat
pelelangan ikan;

(h) pembangunan  infrastruktur evakuasi dan keamanan,
pembangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar
lainnya;

(i) pengembangan jaringan pipa gas;

(j) pembangunan jalan pendekat atau oprit jembatan dan/atau
pengembangan jalan;

(k) kegiatan industri perkapalan dan pelabuhan;

() kegiatan penyediaan fasilitas umum bangunan pemerintah;

(m) kegiatan pendukung pariwisata dan penyediaan sarana
prasarana pendukungnya;

(n) kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan
memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan
tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan;

c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
1) kegiatan yang merusak;
2) mengurangi dan menghilangkan kelestarian peralihan ekosistem
sebagai kawasan penyangga; dan
d) sarana dan prasarana minimal meliputi:
1) pendukung sumber daya air;
2) pengairan dan kelautan;
3) berupa jalan inspeksi;
4) rambu-rambu;
S) papan informasi dan larangan, serta fasilitas pelengkap lainnya.
. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan Karst,
meliputi:
a) kegiatan yang diizinkan yaitu:
1) perlindungan ekosistem karst sebagai habitat flora dan fauna
langka;
2) perlindungan ekosistem karst sebagai kawasan mineral langka

(tidak terbarukan) dan memiliki bentang alam yang unik;

3) perlindungan ekosistem karst sebagai bagian penting kawasan
prasejarah dan sejarah kebudayaan;

4) perlindungan ekosistem karst sebagai kawasan penting untuk
penelitian berbagai disiplin ilmu pengetahuan;

5) perlindungan ekosistem karst sebagai wilayah religi dan spiritual;

6) perlindungan ekosistem karst sebagai wilayah perkebunan dan
industri khusus;

7) perlindungan ekosistem karst sebagai kawasan kunci untuk
mempelajari hidrologi kawasan;

8) perlindungan ekosistem karst sebagai tempat rekreasi dan wisata;



b)

9) konservasi air tanah dan media meresapkan air permukaan ke
dalam tanah;

10) perlindungan dan pengelolaan lingkungan kawasan karst yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan terwujud dengan baik;

11) kegiatan penyelidikan, penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan di bidang ekologi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

12) kegiatan perlindungan fungsi pengatur air;

13) kegiatan untuk bertujuan untuk mewujudkan fungsi lindung
kawasan karst;

14) kegiatan yang diizinkan berdasarkan ketentuan zonasi kawasan
karst;

kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu:

1) kegiatan sosial budaya;

2) pengembangan kawasan wisata/ pariwisata;

3) pemanfaatan air tanah atau penggunaan air tanah untuk
memenuhi kebutuhan domestik;

4) pembangkit listrik skala kecil/ komunal;

5) penanggulangan daya rusak air;

0) kegiatan pertambangan pada kawasan karst yang tidak lagi
mengalami proses karstifikasi dan tidak ada ekosokarst dan
endokarstnya atau sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang lingkungan hidup dan energi sumber daya
mineral;

7) pemanfaatan tertentu untuk kegiatan pendidikan, ekowisata dan
jasa lingkungan lainnya;

8) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas
berdasarkan ketentuan zonasi kawasan karst, pemanfaatan wajib
dilakukan dengan menjaga fungsi hidrologis, habitat biota
tertentu, dan karakteristik ekosistem Karst.

kegiatan yang tidak diizinkan yaitu usaha dan/atau kegiatan

pertambangan pada KBAK dengan fungsi lindung yaitu:

1) membuang air limbah ke sungai bawah permukaan tanah atau ke
drainase, ponor, sungai permukaan yang menjadi bagian dari
jaringan sungai bawah permukaan tanah;

2) memasuki goa yang berfungsi sebagai lubang mengalirnya air
hujan ke jaringan sungai bawah permukaan tanah pada musim
penghujan;

3) melakukan usaha dan/atau kegiatan lain yang mengakibatkan
terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem Karst;

4) melakukan usaha dan/atau kegiatan pada ekosistem Karst yang
kriteria baku kerusakannya sudah terlampaui;

5) pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam;



6) mengganggu kesuburan dan keawetan tanah fungsi hidrologi,
kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan
hidup;

7) kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap
keutuhan zona Karst, baik mengurangi, menghilangkan fungsi dan
luas zona Karst, maupun menambah jenis tumbuhan dan satwa
lain yang tidak asli; dan/atau

8) kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan
zona lain dari karst seperti permukiman;

9) kegiatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan karst,
seperti:

(a) semakin menurunya kualitas dan kuantitas air yang
terkandung di dalamnya;

(b) rusaknya lahan karst;

(c) terganggunya ekosistem di kawasan tersebut, serta terjadinya
pencemaran udara sebab asap yang dihasilkan dari proses
pembakaran gamping tersebut; dan

sarana dan prasarana minimal sesuai penetapan zonasi kawasan

karst, pemanfaatan fungsi ekosistem karst dapat menerapkan

pembayaran jasa lingkungan, dilakukan antara penyedia jasa
lingkungan dan pemanfaat jasa lingkungan.

. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan Pertambangan

Mineral dan Batubara, meliputi:

a)

d)

kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan kondisi
lahan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan sesuai
dokumen rencana tambang yang telah memiliki persetujuan
lingkungan;

dilarang mengganggu fungsi utama kawasan perkebunan dan tidak
mengakibatkan kerusakan pada badan air sungai besar dan
sempadan sungai minimal 100 (seratus) meter dalam setiap DAS dan
danau alami, kawasan lindung geologi, jalan arteri dan kolektor
dengan sempadan minimal 500 (lima ratus) meter;

kegiatan pertambangan dan galian pada radius atau jarak lebih dari
500 (lima ratus) meter dari ruas jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan
lokal untuk penyediaan ruang bebas atau jarak aman terhadap
keselamatan jalan terhadap:

1) kawasan permukiman;

2) kawasan pariwisata;

3) kawasan peruntukan industri;

4) kawasan transportasi;

5) kawasan pertahanan dan keamanan;

6) kawasan perikanan;

7) kawasan tanaman pangan; dan

8) penyediaan sistem mitigasi kecelakaan atau kebencanaan.
ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:



1) pengolahan limbah pertambangan dan B3, jaringan pendukung;

2) jalur hijau dan penyangga;

3) rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang
baik untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari
berkelanjutan.

kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang energi dan sumber daya mineral; dan

kegiatan pertambangan yang belum memiliki izin usaha

pertambangan dibatasi untuk tujuan tidak mengganggu fungsi utama

dari:

1) kawasan lindung;

2) kawasan pertanian pangan berkelanjutan;

3) kawasan permukiman, kawasan pembangkitan tenaga listrik;

kawasan peruntukan industri;

)
5) kawasan pariwisata;
6) kawasan transportasi; dan
7) kawasan pertahanan dan keamanan di sekitarnya yang

mengakibatkan dampak negatif dan berpotensi menimbulkan
bahaya dan mengakibatkan kerusakan kawasan yang berbatasan.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 74 huruf e berupa kawasan pelabuhan perikanan, meliputi:

a. ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan perikanan tangkap meliputi:

1.

kegiatan yang diizinkan meliputi:

a)
b)
)
d)
a)
b)
)
a)

b)

kegiatan pelabuhan perikanan berupa sarana prasarana pelabuhan
perikanan untuk pendaratan ikan;

penyimpanan dan stok hasil kelautan dan perikanan;

penjualan atau lelang hasil kelautan dan perikanan;

kegiatan utama pelabuhan perikanan lainnya yang ramah lingkungan
dan berkelanjutan.

. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

permukiman atau tempat tinggal sementara nelayan dan petugas
pelabuhan perikanan,;

sarana prasarana pendukung atau penunjang lainnya yang ramah
lingkungan dan berkelanjutan;

kegiatan pertambangan batubara dan mineral; dan

. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

kegiatan yang  tidak berhubungan dengan kegiatan pelabuhan
perikanan;

mengganggu kegiatan dan/atau mengakibatkan kerusakan terhadap
sarana prasarana pelabuhan perikanan.

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perikanan

tangkap meliputi:



1. koefisien dasar bangunan maksimal 20 (dua puluh) %;

2. koefisien dasar hijau atau dasar biru minimal 70 (tujuh puluh) %;

3. koefisien lantai bangunan maksimal 0,4 (nol koma empat).

ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:

1. penghijauan atau jalur hijau;

2. jaringan prasarana sumber daya air dan drainase;

3. jaringan pengendali banjir rob (pasan);

4. fasilitas tambat perahu dan kapal,

S. fasilitas navigasi;

6. fasilitas penyimpanan ikan;

7. fasilitas penjualan; dan

8. fasilitas penunjang lainnya.

ketentuan khusus dalam kawasan perikanan tangkap meliputi:

1. kawasan perikanan tangkap yang bertampalan dengan KKOP, meliputi:
a) KKOP ditetapkan melalui Rencana Induk Bandar udara dan/atau

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Ketentuan khusus KKOP, meliputi:

1) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas
pacu;

2) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;

3) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;

4) kawasan di bawah permukaan horizontal luar;

5) kawasan di bawah permukaan kerucut;

6) kawasan di bawah permukaan transisi; dan

c) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu:

1) pembatasan ketinggian kegiatan dan terbangun di KKOP; dan

2) kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. kawasan perikanan tangkap yang bertampalan dengan Kawasan Rawan
Bencana Banjir, meliputi:
a) kegiatan yang diizinkan meliputi:

1) pengelolaan lahan sebagai fungsi lindung dengan upaya
memelihara dan meningkatkan kualitas ruang melalui upaya
peningkatan kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan
lebih memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan;

2) perkuatan lahan/tebing untuk bencana longsor;

3) rehabilitasi dan restorasi lahan untuk pemulihan ekosistem,;

4) pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah
yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar
Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;

5) di kawasan tingkat kerawanan tinggi diberikan pembatasan
kegiatan budi daya kawasan terbangun dan ditingkatkan upaya
mitigasi struktural dan non strukturnya;



6) di kawasan dengan tingkat kerawanan sedang dapat dipakai
untuk kegiatan:
(a) pariwisata terbatas;
(b) hutan kota;
(c) hutan produksi;
(d) perkebunan;
(e) pertanian sawah;
(f) pertanian semusim.
7) di kawasan dengan tingkat kerawanan rendah dapat dipakai
untuk kegiatan:
(a) pariwisata terbatas;
(b) hutan kota;
(c) hutan produksi;
(d) perkebunan;
(e) pertanian sawah;
(f) pertanian semusim; dan
(g) perikanan.

b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

1) kegiatan budi daya terbangun dan non terbangun harus
melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktur untuk
mengurangi kerugian dan menurunkan dampak;

2) di wilayah tingkat kerawanan sedang dan rendah dapat dilakukan
kegiatan budi daya;

3) pembuatan sistem saluran air;
4) drainase dan pengendali banjir;
5) pembangunan prasarana air bersih untuk kepentingan lokal,;
6) pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan;
kegiatan yang tidak diizinkan meliputi segala bentuk kegiatan
pembangunan di wilayah tingkat kerawanan tinggi tidak diizinkan
dan hanya difungsikan sebagai kawasan lindung, kecuali pembuatan
jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi
kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan
pemerintah kabupaten/kota dan prasarana air bersih untuk
kebutuhan lokal, dan membangun pusat hunian beserta sarana dan
prasarana pengelolaan lingkungannya;

d) sarana dan prasarana minimal, meliputi:

1) sistem peringatan dini;

2) jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana;

3) jaringan dan bangunan pengendalian banjir.

4) penanggulangan bencana banjir mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

5) jaringan prasarana untuk pelayanan wilayah yang melintasi
kawasan dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal.



3. kawasan perikanan tangkap yang bertampalan dengan Kawasan

Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi:

a) kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan kondisi
alam dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan perikanan
sesuai dokumen rencana tambang yang telah memiliki persetujuan
lingkungan;

b) dilarang mengganggu fungsi utama kawasan perikanan dan tidak
mengakibatkan kerusakan pada badan air sungai besar dan
sempadan sungai minimal 100 (seratus) meter dalam setiap DAS dan
danau alami, kawasan lindung geologi, jalan arteri dan kolektor
dengan sempadan minimal 500 (lima ratus) meter, dan kawasan
perikanan;

c) kegiatan pertambangan dan galian pada radius atau jarak lebih dari
500 (lima ratus) meter dari ruas jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan
lokal untuk penyediaan ruang bebas atau jarak aman terhadap
keselamatan jalan terhadap:

1) kawasan permukiman;

2) kawasan pariwisata;

3) kawasan peruntukan industri;

4) kawasan transportasi;

5) kawasan pertahanan dan keamanan;

6) kawasan perikanan, kawasan tanaman pangan,;

7) penyediaan sistem mitigasi kecelakaan atau kebencanaan.

d) ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:

1) pengolahan limbah pertambangan dan B3;

2) jaringan pendukung;

3) jalur hijau dan penyangga;

4) rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang baik
untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari berkelanjutan;
dan

e) kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 huruf f meliputi:
a. Ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan perikanan budi daya
meliputi:
1. kegiatan yang diizinkan meliputi kegiatan perikanan budi daya dan
perikanan tangkap yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
1) permukiman petani ikan atau pembudidaya ikan atau nelayan dengan
kepadatan rendah dengan memperhatikan dampak lingkungan;



2) pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi
lestari;

3) alih fungsi kawasan perikanan untuk menjadi fungsi sektor pertanian
lainnya diizinkan sepanjang tidak mengganggu luasan, sebaran,
produksi, produktivitas komoditas perikanan dan mengikuti kaidah
lingkungan hidup;

4) diiizinkan melakukan kegiatan lain yang bersifat mendukung
kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana
perikanan;

5) kegiatan perikanan di sekitar kawasan ekosistem mangrove dan
pesisir pantai wajib menyediakan penutup vegetasi mangrove paling
sedikit 30 (tiga puluh) % dari luas lahan yang diusahakan;

6) diizinkan melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian
dan pendidikan, kegiatan pertambangan batubara dan mineral; dan

3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi budi daya perkebunan, kegiatan
perumahan dan terbangun lainnya, serta kegiatan yang mengganggu
dan mengakibatkan kerusakan.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perikanan budi

daya meliputi:

1. koefisien dasar bangunan maksimal 20 (dua puluh) %;

2. koefisien dasar hijau atau dasar biru minimal 70 (tujuh puluh) %;

3. koefisien lantai bangunan maksimal 0,4 (nol koma empat).

Ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi :

1) pemanfaatan ruang untuk kawasan penghijauan atau kawasan sabuk
hijau;

2) jaringan prasarana sumber daya air, drainase, irigasi dan jaringan
pengendali banjir dan tata air mikro lainnya.

Ketentuan khusus dalam kawasan perikanan budi daya meliputi:

1. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan KKOP, meliputi:

a) KKOP ditetapkan melalui Rencana Induk Bandar udara dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Ketentuan khusus KKOP, meliputi:

1) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas
pacu;

2) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;

3) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;

4) kawasan di bawah permukaan horizontal luar, kawasan di bawah
permukaan kerucut;

5) kawasan di bawah permukaan transisi; dan

c) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu
pembatasan ketinggian kegiatan dan terbangun di kawasan KKOP,
dan kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan Kawasan

Rawan Bencana Banjir, meliputi:



a) kegiatan yang diizinkan meliputi:

b)

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

pengelolaan lahan sebagai fungsi lindung dengan upaya
memelihara dan meningkatkan kualitas ruang melalui upaya
peningkatan kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan
lebih memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan;

perkuatan lahan/tebing untuk bencana longsor;

rehabilitasi dan restorasi lahan untuk pemulihan ekosistem;
pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah
yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar
Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;

di kawasan tingkat kerawanan tinggi diberikan pembatasan
kegiatan budi daya kawasan terbangun dan ditingkatkan upaya
mitigasi struktural dan non strukturnya;

di kawasan dengan tingkat kerawanan sedang dapat dipakai
untuk kegiatan:

(a) pariwisata terbatas;

(b) hutan kota, hutan produksi;

(c) perkebunan;

(d) pertanian sawah;

(e) pertanian semusim.

di kawasan dengan tingkat kerawanan rendah dapat dipakai
untuk kegiatan:

(a) pariwisata terbatas;

(b) hutan kota;

(c) hutan produksi;

(d) perkebunan;

(e) pertanian sawah;

(f) pertanian semusim; dan

(g) perikanan.

kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

1)

2)

3)
4)
S)
6)

kegiatan budi daya terbangun dan non terbangun harus
melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktur untuk
mengurangi kerugian dan menurunkan dampak;

di wilayah tingkat kerawanan sedang dan rendah dapat dilakukan
kegiatan budi daya;

pembuatan sistem saluran air;

drainase dan pengendali banjir,

pembangunan prasarana air bersih untuk kepentingan lokal;
pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan.

c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

1) segala bentuk kegiatan pembangunan di wilayah tingkat

kerawanan tinggi tidak diizinkan dan hanya difungsikan sebagai
kawasan lindung, kecuali Pembuatan jaringan prasarana untuk
pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut



d)

melalui kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah
kabupaten/kota dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal;
2) membangun pusat hunian beserta sarana dan prasarana
pengelolaan lingkungannya.
sarana dan prasarana minimal, meliputi:
1) sistem peringatan dini;
2) jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana,;
3) jaringan dan bangunan pengendalian banjir.
4) penanggulangan bencana banjir mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
S) jaringan prasarana untuk pelayanan wilayah yang melintasi
kawasan dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal.

3. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan Kawasan

Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai, meliputi:

a)

b)

kegiatan yang diizinkan meliputi:

1) kegiatan yang mempertahankan kelestarian peralihan ekosistem
sebagai kawasan penyangga;

2) ruang terbuka hijau;

3) pembangunan prasarana sumber daya air;

4) pembangunan prasarana lalu lintas air dan fasilitas
pendukungnya, penyediaan gardu listrik dan jaringannya,
pembangunan infrastruktur telekomunikasi;

5) pembangunan pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat
hidrolog atau kantor pengamat pengairan;

0) pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air,
pembangunan sistem penunjang prasarana kota;

7) pembangunan ruang terbuka hijau,;

8) kegiatan konservasi dan budi daya tanaman bakau atau mangrove;

9) pembangunan jalur pejalan kaki di tepi sungai, kegiatan
penelitian, pemasangan sistem peringatan dini;

10)pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih;

11)pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air
bersih, serta pembangunan pondasi jembatan atau jalan.

kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

1) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi
sumber daya air;

2) pengelolaan dan penanganan badan air (sungai, embung, bendung,
danau, waduk dan lainnya), dan pesisir pantai;

3) pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang
dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pendayagunaan air,
pengendalian daya rusak air (banjir dan erosi) dan/atau
pemanfaatan perairan,;

4) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi
taman wisata alam;



5) penataan dan pengaturan pada kawasan sempadan sungai,
memperhatikan kriteria:

(a) fungsi saluran sebagai fungsi drainase;

(b) fungsi suplesi (mengalirkan air untuk pertanian dan kebutuhan
lainnya) dan fungsi navigasi (transportasi), serta prasarana
lingkungan/ infrastruktur/ utilitas (listrik, air bersih/ minum,
air limbah, dan telekomunikasi);

6) bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air
dan/atau pemanfaatan air;

7) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi
taman rekreasi (wisata), maupun fasilitas pendukungnya dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas dan daya
dukung - daya tampung sungai dan atau bendungan yang ada
serta keamanan dari masyarakat secara umum yang
memanfaatkan ruang tersebut;

8) kegiatan dan pengembangan pelabuhan perikanan dan tempat
pelelangan ikan;

9) pembangunan infrastruktur evakuasi dan keamanan,;

10) pembangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;

11) pengembangan jaringan pipa gas;

12) pembangunan jalan pendekat atau oprit jembatan dan/atau
pengembangan jalan;

13) kegiatan industri perkapalan dan pelabuhan;

14) kegiatan penyediaan fasilitas umum bangunan pemerintah;

15) kegiatan pendukung pariwisata dan penyediaan sarana prasarana
pendukungnya;

16) kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan
memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak
menambah luas bangunan dan jumlah bangunan;

c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

1) kegiatan yang merusak;

2) mengurangi dan menghilangkan kelestarian peralihan ekosistem
sebagai kawasan penyangga; dan

d) sarana dan prasarana minimal meliputi:

1) pendukung sumber daya air;

2) pengairan dan kelautan;

3) berupa jalan inspeksi;

4) rambu-rambu;

5) papan informasi dan larangan; dan

0) fasilitas pelengkap lainnya.

4. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan Kawasan
Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi:

a) kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan kondisi

alam dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan perikanan



sesuai dokumen rencana tambang yang telah memiliki persetujuan

lingkungan;

b) dilarang mengganggu fungsi utama kawasan perikanan dan tidak
mengakibatkan kerusakan pada badan air sungai besar dan
sempadan sungai minimal 100 (seratus) meter dalam setiap das dan
danau alami, kawasan lindung geologi, jalan arteri dan kolektor
dengan sempadan minimal 500 (lima ratus) meter, dan kawasan
perikanan;

c) kegiatan pertambangan dan galian pada radius atau jarak lebih dari
500 (lima ratus) meter dari ruas jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan
lokal untuk penyediaan ruang bebas atau jarak aman terhadap
keselamatan jalan terhadap:

1) kawasan permukiman;

2) kawasan pariwisata;

3) kawasan peruntukan industri;

4) kawasan transportasi;

5) kawasan pertahanan dan keamanan;

6) kawasan perikanan,;

7) kawasan tanaman pangan; dan

8) penyediaan sistem mitigasi kecelakaan atau kebencanaan;

d) ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:

1) pengolahan limbah pertambangan dan B3;

2) jaringan pendukung, jalur hijau dan penyangga;

3) rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang baik
untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari berkelanjutan;
dan

e) kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 74 huruf g, meliputi:

a. Ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik
meliputi:

1. kegiatan yang diizinkan yaitu sarana prasarana pembangkitan tenaga
listrik dan sesuai rencana teknis pembangkitan tenaga listrik;

2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu utilitas
pendukung dan kegiatan lainnya selama tidak mengganggu fungsi utama
pembangkitan tenaga listrik; dan

3. kegiatan yang tidak diizinkan kegiatan:

a) pertambangan batubara dan mineral;
b) kegiatan yang mengganggu dan mengakibatkan kerusakan sistem
jaringan dan/atau pembangkitan tenaga listrik.



b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pembangkitan

tenaga listrik meliputi:

1. koefisien dasar bangunan maksimal 80 (tujuh puluh) %; dan

2. koefisien dasar hijau minimal 20 (dua puluh) %.

c. Ketentuan sarana dan prasarana minimal, meliputi jaringan pendukung,

jalur hijau dan penyangga untuk operasi pemeliharaan dan keamanan

keselamatan.

d. Ketentuan khusus dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi:

1. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan KKOP,

meliputi:

a) KKOP ditetapkan melalui Rencana Induk Bandar udara dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) ketentuan khusus KKOP, meliputi:

1)

2)
3)
4)
S)
6)

kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas
pacu;

kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;

kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;

kawasan di bawah permukaan horizontal luar;

kawasan di bawah permukaan kerucut;

kawasan di bawah permukaan transisi; dan

c) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu:

1)
2)

pembatasan ketinggian kegiatan dan terbangun di KKOP; dan
kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan

Kawasan Rawan Bencana Banjir, meliputi:

a) kegiatan yang diizinkan meliputi:

1)

S)

pengelolaan lahan sebagai fungsi lindung dengan upaya
memelihara dan meningkatkan kualitas ruang melalui upaya
peningkatan kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan
lebih memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan;
perkuatan lahan/tebing untuk bencana longsor;

rehabilitasi dan restorasi lahan untuk pemulihan ekosistem,
Pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah
yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar
Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;

di kawasan tingkat kerawanan tinggi diberikan pembatasan
kegiatan budi daya kawasan terbangun dan ditingkatkan upaya
mitigasi struktural dan non strukturnya;

di kawasan dengan tingkat kerawanan sedang dapat dipakai
untuk kegiatan:

(a) pariwisata terbatas;

(b) hutan kota;

(c) hutan produksi;



(d) perkebunan;
(e) pertanian sawah;
(f) pertanian semusim.

6) di kawasan dengan tingkat kerawanan rendah dapat dipakai
untuk kegiatan:

(a) pariwisata terbatas;
(b) hutan kota;
(c) hutan produksi;
(d) perkebunan;
(e) pertanian sawah;
(f) pertanian semusim; dan
(g) perikanan.
b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

1) kegiatan budi daya terbangun dan non terbangun harus
melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktur untuk
mengurangi kerugian dan menurunkan dampak;

2) di wilayah tingkat kerawanan sedang dan rendah dapat dilakukan
kegiatan budi daya;

3) pembuatan sistem saluran air, drainase dan pengendali banjir;

4) pembangunan prasarana air bersih untuk kepentingan lokal;

5) pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan.

c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi;

1) segala bentuk kegiatan pembangunan di wilayah tingkat
kerawanan tinggi tidak diizinkan dan hanya difungsikan sebagai
kawasan lindung, kecuali Pembuatan jaringan prasarana untuk
pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut
melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah
kabupaten/kota dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal,
dan

2) membangun pusat hunian beserta sarana dan prasarana
pengelolaan lingkungannya.

d) sarana dan prasarana minimal, meliputi:

1) sistem peringatan dini;

2) jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana;

3) jaringan dan bangunan pengendalian banjir;

4) penanggulangan bencana banjir mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

5) jaringan prasarana untuk pelayanan wilayah yang melintasi
kawasan dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal.

3. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan
Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi:
a) kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan kondisi
dan kelestarian lingkungan sesuai dokumen rencana tambang yang
telah memiliki persetujuan lingkungan;



b)

dilarang mengganggu fungsi utama dan tidak mengakibatkan
kerusakan pada badan air sungai besar dan sempadan sungai
minimal 100 (seratus) meter dalam setiap DAS dan danau alami,
kawasan lindung geologi, jalan arteri dan kolektor dengan sempadan
minimal 500 (lima ratus) meter, dan kawasan pembangkitan tenaga
listrik;

kegiatan pertambangan dan galian pada radius atau jarak lebih dari
500 (lima ratus) meter dari ruas jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan
lokal untuk penyediaan ruang bebas atau jarak aman terhadap
keselamatan jalan terhadap:

1) kawasan permukiman;

2) kawasan pariwisata;

) kawasan peruntukan industri;

) kawasan transportasi;

5) kawasan pertahanan dan keamanan;

) kawasan perikanan;

) kawasan tanaman pangan; dan

8) penyediaan sistem mitigasi kecelakaan atau kebencanaan.
ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:

1) pengolahan limbah pertambangan dan B3;

2) jaringan pendukung;

3) jalur hijau dan penyangga;

4) rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang
baik untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari
berkelanjutan; dan

kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 82

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 74 huruf h, meliputi:

a. ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan peruntukan industri

meliputi:

1. kegiatan yang diizinkan meliputi

a)

b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

kegiatan industri dan pengolahan;

hilirisasi produksi komoditas kehutanan, pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan dan sumber daya lainnya;

pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;

pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi;

kegiatan transportasi;

kegiatan pergudangan;

pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
kegiatan pendukung kawasan peruntukan industri;

kegiatan industri perkapalan;



j) kegiatan industri rumah tangga dan usaha mikro, kecil dan
menengah;

k) pengembangan industri besar yang mempunyai limbah namun tidak
menimbulkan polusi udara, air, tanah dan suara yang mengganggu
lingkungannya.

2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi;

a) kegiatan lain dimungkinkan untuk dikembangkan selama tidak
mengubah fungsi kawasan;

b) kegiatan yang sudah ada selain kegiatan yang diajukan,
memungkinkan untuk tetap dilanjutkan sampai dengan masa izinnya
habis;

c) kegiatan lain dimungkinkan untuk dikembangkan selama tidak
mengubah fungsi kawasan;

d) kegiatan penelitian, kegiatan pertahanan dan keamanan, kegiatan
pendidikan;

e) kegiatan kesehatan, kegiatan peribadatan;

f) kegiatan rumah atau perumahan dinas atau mess karyawan, kegiatan
perdagangan dan jasa;

g) pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun;

h) pengelolaan air bersih,

i) kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan
memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak
menambah luas bangunan dan jumlah bangunan;

j) kegiatan pertambangan batubara dan mineral.

3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

a) peruntukan lain selain industri maupun fasilitas pendukungnya
dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan industri;

b) kecuali kawasan peruntukan industri, industri rumah tangga dan
kawasan industri untuk usaha mikro, kecil dan menengah;

c) kegiatan yang tidak mendukung dan mengganggu kawasan
peruntukan industri;

d) kegiatan yang mengganggu dan mengakibatkan kerusakan kawasan
sekitar atau yang berbatasan.

. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan peruntukan

industri meliputi:

1. koefisien dasar bangunan maksimal 70 (tujuh puluh) %;

2. koefisien dasar hijau minimal 20 (dua puluh) %; dan

3. koefisien lantai bangunan maksimal 2,0 (dua koma nol).

. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:

1. sarana prasarana pengolahan limbah hasil pengolahan industri dan
pengelolaan limbah B3;

2. jaringan pendukung, jalur hijau dan penyangga untuk keamanan dan
keselamatan.

. ketentuan khusus dalam kawasan peruntukan industri meliputi:

1. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan KKOP, meliputi:



a) KKOP ditetapkan melalui Rencana Induk Bandar udara dan/atau

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Ketentuan khusus KKOP, meliputi:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas
pacu;

kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;

kawasan di bawah permukaan horizontal dalam,;

kawasan di bawah permukaan horizontal luar;

kawasan di bawah permukaan kerucut;

kawasan di bawah permukaan transisi; dan

c) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu

pembatasan ketinggian kegiatan dan terbangun di KKOP, dan

kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan Kawasan Rawan

Bencana Banjir, meliputi:

a) kegiatan yang diizinkan meliputi:

1)

6)

pengelolaan lahan sebagai fungsi lindung dengan wupaya
memelihara dan meningkatkan kualitas ruang melalui upaya
peningkatan kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan
lebih memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan;
perkuatan lahan/tebing untuk bencana longsor, rehabilitasi dan
restorasi lahan untuk pemulihan ekosistem;

pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah
yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar
Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;

di kawasan tingkat kerawanan tinggi diberikan pembatasan
kegiatan budi daya kawasan terbangun dan ditingkatkan upaya
mitigasi struktural dan non strukturnya;

di kawasan dengan tingkat kerawanan sedang dapat dipakai
untuk kegiatan:

(a) pariwisata terbatas;

(b) hutan kota;

(c) hutan produksi;

(d) perkebunan;

(e) pertanian sawah;

(f) pertanian semusim.

di kawasan dengan tingkat kerawanan rendah dapat dipakai
untuk kegiatan:

(a) pariwisata terbatas;

(b) hutan kota;

(c) hutan produksi;

(d) perkebunan;

(e) pertanian sawah;



(f) pertanian semusim; dan
(g) perikanan.

b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

1) kegiatan budi daya terbangun dan non terbangun harus
melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktur untuk
mengurangi kerugian dan menurunkan dampak;

2) di wilayah tingkat kerawanan sedang dan rendah dapat dilakukan
kegiatan budi daya;

3) pembuatan sistem saluran air;

4) drainase dan pengendali banjir;

S5) pembangunan prasarana air bersih untuk kepentingan lokal;

6) pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan;

c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

1) segala bentuk kegiatan pembangunan di wilayah tingkat
kerawanan tinggi tidak diizinkan dan hanya difungsikan sebagai
kawasan lindung, kecuali Pembuatan jaringan prasarana untuk
pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut
melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah
kabupaten/kota dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal;
dan

2) membangun pusat hunian beserta sarana dan prasarana
pengelolaan lingkungannya.

d) sarana dan prasarana minimal pada di kawasan rawan bencana
tingkat kerawanan tinggi hanya boleh membangun jaringan
prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan
tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah atau antar pemerintah daerah provinsi dengan
pemerintah kabupaten/kota dan prasarana air bersih untuk
kebutuhan lokal;

e) sarana dan prasarana minimal, meliputi:

1) sistem peringatan dini;

2) jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana;

3) jaringan dan bangunan pengendalian banjir.

4) penanggulangan bencana banjir mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

5) jaringan prasarana untuk pelayanan wilayah yang melintasi
kawasan dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal.

3. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan Kawasan

Sempadan Pantai, meliputi:

a) kegiatan yang diizinkan meliputi
1) kegiatan yang mempertahankan kelestarian peralihan ekosistem

sebagai kawasan penyangga;

2) ruang terbuka hijau;

3) pembangunan prasarana sumber daya air;



6)

7)

8)

9)
10)
11)

12)

13)

pembangunan prasarana lalu lintas air dan fasilitas
pendukungnya;

penyediaan gardu listrik dan jaringannya, pembangunan
infrastruktur telekomunikasi;

pembangunan pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat
hidrolog atau kantor pengamat pengairan;

pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
pembangunan sistem penunjang prasarana kota;

pembangunan ruang terbuka hijau;

kegiatan konservasi dan budi daya tanaman bakau atau mangrove;
pembangunan jalur pejalan kaki di tepi sungai, kegiatan
penelitian;

pemasangan sistem peringatan dini, pembangunan dan
pengembangan jaringan air bersih;

pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air
bersih, serta pembangunan pondasi jembatan atau jalan.

b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

1)

pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi

sumber daya air;

pengelolaan dan penanganan badan air (sungai, embung, bendung,

danau, waduk dan lainnya), dan pesisir pantai;

pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang

dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pendayagunaan air;

pengendalian daya rusak air (banjir dan erosi) dan/atau

pemanfaatan perairan;

pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi

taman wisata alam;

penataan dan pengaturan pada kawasan sempadan sungai,

memperhatikan kriteria fungsi saluran sebagai;

(a) fungsi drainase;

(b) fungsi suplesi (mengalirkan air untuk pertanian dan kebutuhan
lainnya) dan fungsi navigasi (transportasi),

prasarana lingkungan/ infrastruktur/ utilitas (listrik, air bersih/

minum, air limbah, dan telekomunikasi);

bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan

atau pemanfaatan air;

pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi

taman rekreasi (wisata), maupun fasilitas pendukungnya dengan

memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas dan daya

dukung-daya tampung sungai dan/atau bendungan yang ada

serta keamanan dari masyarakat secara umum yang

memanfaatkan ruang tersebut;

10) kegiatan dan pengembangan pelabuhan perikanan dan tempat

pelelangan ikan;



11) pembangunan infrastruktur evakuasi dan keamanan,
pembangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;

12) pengembangan jaringan pipa gas;

13) pembangunan jalan pendekat atau oprit jembatan dan atau
pengembangan jalan;

14) kegiatan industri perkapalan dan pelabuhan;

15) kegiatan penyediaan fasilitas umum bangunan pemerintah;

16) kegiatan pendukung pariwisata dan penyediaan sarana prasarana
pendukungnya;

17) kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan
memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak
menambah luas bangunan dan jumlah bangunan.

c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

1) kegiatan yang merusak;

2) mengurangi dan menghilangkan kelestarian peralihan ekosistem
sebagai kawasan penyangga; dan

d) sarana dan prasarana minimal meliputi:

1) pendukung sumber daya air;

pengairan dan kelautan;

berupa jalan inspeksi;

rambu-rambu;

papan informasi dan larangan;

0) fasilitas pelengkap lainnya.

. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan Kawasan

Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi:

a) kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan kondisi
dan kelestarian lingkungan sesuai dokumen rencana tambang yang
telah memiliki persetujuan lingkungan;

b) dilarang mengganggu fungsi utama dan tidak mengakibatkan
kerusakan pada:

1) badan air sungai besar dan sempadan sungai minimal 100 (seratus)

meter dalam setiap DAS dan danau alami;

2) kawasan lindung geologi, jalan arteri dan kolektor dengan sempadan

minimal 500 (lima ratus) meter dan kawasan peruntukan industri.

c) kegiatan pertambangan dan galian pada radius atau jarak lebih dari
500 (lima ratus) meter dari ruas jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan
lokal untuk penyediaan ruang bebas atau jarak aman terhadap
keselamatan jalan terhadap:

1) kawasan permukiman;

2) kawasan pariwisata;

3) kawasan peruntukan industri;

4) kawasan transportasi;

5) kawasan pertahanan dan keamanan;

6) kawasan perikanan;

7) kawasan tanaman pangan;



8) penyediaan sistem mitigasi kecelakaan atau kebencanaan.
d) ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:

1) pengolahan limbah pertambangan dan B3;

2) jaringan pendukung;

3) jalur hijau dan penyangga;

4) rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang baik
untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari berkelanjutan;
dan

e) kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 83

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 huruf i, meliputi:
a. Ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan pariwisata meliputi:

1. kegiatan yang diizinkan meliputi:

a) kegiatan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan melalui
pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya
dukung dan daya tampung lingkungan, diizinkan untuk melakukan
penelitian dan kegiatan untuk kepentingan pendidikan; dan

b) kegiatan penunjang pariwisata, kegiatan pengembangan daya tarik
wisata, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan untuk menunjang
kawasan pariwisata, serta pembangunan ruang terbuka hijau dan
ruang terbuka non hijau.

2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi
pembatasan pendirian bangunan (kecuali permukiman penduduk) pada
koridor jalur wisata utama maupun kawasan obyek wisata hanya untuk
kegiatan peruntukan lahan yang menunjang kegiatan pariwisata,
kegiatan sektor informal, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan
pertahanan dan  keamanan, kegiatan  perikanan, kegiatan
pertambangan batubara dan mineral dibatasi dan bersyarat untuk yang
sudah dikeluarkan perizinannya.

3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi kegiatan pertambangan batubara
dan mineral yang belum dikeluarkan perizinannya, kegiatan industri
dan kegiatan lainnya yang mengganggu fungsi keberlanjutan kawasan
dan daya dukung kawasan.

b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pariwisata
meliputi:

1. koefisien dasar bangunan maksimal 60 (enam puluh) %;

2. koefisien dasar hijau minimal 20 (dua puluh puluh) %; dan

3. koefisien lantai bangunan maksimal 2,0 (dua koma nol).

c. Ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:

1. fasilitas umum dan sosial dan infrastruktur serta utilitas untuk

mendukung pariwisata berupa:
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a) air minum;

b) persampahan;

c) pengolahan limbah;
d) listrik;
e) telekomunikasi;

f) transportasi dan prasarana pendukung lainnya; dan

. jaringan jalan;

. jaringan listrik;

. jaringan telekomunikasi;

. jaringan dan sarana air bersih;

. tempat pembuangan sampabh;

. saluran drainase;

. saluran air kotor;

. penunjuk arah atau papan informasi wisata atau rambu lalu lintas

wisata;

10. jalur pejalan kaki;

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

bangku taman;

gazebo istirahat;

area parkir;

fasilitas keamanan;

fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas;

anak-anak dan lanjut usia;

rumah msakan;

pusat informasi dan pelayanan pariwisata;

fasilitas peribadatan;

fasilitas kesehatan;

fasilitas sanitasi; dan

fasilitas pesepeda.

d. Ketentuan khusus dalam kawasan pariwisata meliputi:

1. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana

Banjir, meliputi:

a) kegiatan yang diizinkan meliputi:

1)

pengelolaan lahan sebagai fungsi lindung dengan upaya
memelihara dan meningkatkan kualitas ruang melalui upaya
peningkatan kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan
lebih memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan;
perkuatan lahan/tebing untuk bencana longsor;

rehabilitasi dan restorasi lahan untuk pemulihan ekosistem;
pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah
yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar
Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;

di kawasan tingkat kerawanan tinggi diberikan pembatasan
kegiatan budi daya kawasan terbangun dan ditingkatkan upaya
mitigasi struktural dan non strukturnya;



6)

7)

di kawasan dengan tingkat kerawanan sedang dapat dipakai
untuk kegiatan:

(a) pariwisata terbatas;

(b) hutan kota;

() hutan produksi;

(d) perkebunan;

(e) pertanian sawah;

(f) pertanian semusim.

di kawasan dengan tingkat kerawanan rendah dapat dipakai
untuk kegiatan:

(a) pariwisata terbatas;

(b) hutan kota;

() hutan produksi;

(d) perkebunan;

(e) pertanian sawah;

(f) pertanian semusim; dan

(g) perikanan.

f) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

1)

kegiatan budi daya terbangun dan non terbangun harus
melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktur untuk
mengurangi kerugian dan menurunkan dampak;

di wilayah tingkat kerawanan sedang dan rendah dapat dilakukan
kegiatan budi daya;

pembuatan sistem saluran air;

drainase dan pengendali banjir;

pembangunan prasarana air bersih untuk kepentingan lokal;
pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan.

g) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

1)

2)

segala bentuk kegiatan pembangunan di wilayah tingkat
kerawanan tinggi tidak diizinkan dan hanya difungsikan sebagai
kawasan lindung, kecuali Pembuatan jaringan prasarana untuk
pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut
melalui kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah
kabupaten/kota dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal,
dan

membangun pusat hunian beserta sarana dan prasarana
pengelolaan lingkungannya.

h) sarana dan prasarana minimal, meliputi:

1)

sistem peringatan dini;

2) jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana;

3) jaringan dan bangunan pengendalian banjir; dan

4)

penanggulangan bencana banjir mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.



2. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan Sempadan
Pantai, meliputi:
a) kegiatan yang diizinkan meliputi:
1) kegiatan yang mempertahankan kelestarian peralihan ekosistem
sebagai kawasan penyangga;
2) ruang terbuka hijau;
3) pembangunan prasarana sumber daya air;
4) pembangunan prasarana lalu lintas air dan fasilitas
pendukungnya;
5) penyediaan gardu listrik dan jaringannya,;
6) pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
7) pembangunan pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat
hidrolog atau kantor pengamat pengairan;
8) pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
9) pembangunan sistem penunjang prasarana kota;
10) pembangunan ruang terbuka hijau;
11) kegiatan konservasi dan budi daya tanaman bakau atau mangrove;
12)
13) kegiatan penelitian, pemasangan sistem peringatan dini;
)
)

pembangunan jalur pejalan kaki di tepi sungai;

14) pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih;

15) pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air
bersih;

16) pembangunan pondasi jembatan atau jalan.

b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

1) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi
sumber daya air;

2) pengelolaan dan penanganan badan air (sungai, embung, bendung,
danau, waduk dan lainnya), dan pesisir pantai, pelarangan
pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk
pengelolaan badan air, pendayagunaan air, pengendalian daya
rusak air (banjir dan erosi) dan/atau pemanfaatan perairan;

3) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi
taman wisata alam;

4) penataan dan pengaturan pada kawasan sempadan sungai,
memperhatikan kriteria fungsi saluran sebagai:

(@) fungsi drainase;

(b) fun